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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
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KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan
visi, misi dan agenda Presiden Republik Indonesia di
bidang penanaman modal yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman
Modal Tahun 2015-2019;

bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perbaikan
tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan
penganggaran yang berbasis pada program prioritas
nasional, perlu dilakukan penyempurnaan atas
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan

Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;
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Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman

Modal Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor S5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
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2017, No.217

Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I
Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
560), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [ TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN
2015-2019

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan
penanaman modal. Bagian Kondisi Umum akan membahas karakteristik
perkembangan penanaman miodal selama 5 (lima) taln terakhir. Bagian
Potensi dan Permasalahan membahas perkembangan domestik dan eksternal
yang akan mempengaruhi Kinerja penanaman modal serta permasalahan yang
harus dihadapi.

1.1 Kondisi Umum Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi
domestik dan eksternal. Perckonomian Indonesia keselurulian periode 2010-
2014 tumbuh cukup tinggi (rata-rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005-
2009 yaitu 95,6%) namun dengan kecenderungan melambat sejak triwulan
11/2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010-
2011) didorong eleh tingginya harga-harga komoditi (commodities super cycle)
utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata-rata 9,8%). Pada
periode tersebut, perekonomian dunia tambuhl rata-rata 4,75% didorong oleh
kebijakan quantitative easing Amerika.

Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika (tapering off],
lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian
Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan
melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013-2014.
Melambatnya ekonomi dunia khususnya Tiongkok berdampak pada
melemahnya harga-harga koemoditi yang selanjutnya mengakibatkan tarunnya
ekspor Indonesia,

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 terutama didorong oleh
pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB) yaitu rata-
rata 6,8% dan ekspor barang dan jasa (periode 2010-2011). Peran investasi
terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar vang tercermin dari terus
meningkatnya kontribusi PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu

www.peraturan.go.id
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dari 21,0% pada tahun 2004, 31,0% pada tahun 2010, menjadi 32,6% pada
tahun 2014,

Perkembangan investasi yang dicatat BKPM secara berkala dalam
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup data realisasi
Penanaman Medal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga
negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya
1 (satu) lembar saham. Pada periede 2010-2014, kinerja penanaman modal
(PMDN dan PMA) sangat baik, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 28,7% atau
lebih tinggi dari periode 2004-2009 yaitu 19,0%. Realisasi penanaman modal
tambnh dari Rp 56,9 trilinn pada tahun 2004 menjadi Rp 136,0 triliun pada
tahun 2009 dan mencapai Rp 463,1 triliun pada tahun 2014 (meningkat 3,4
kali lipat dibanding tahun 2009).

Perkembangan positf laintya adalah semakin meningkatnya perat
PMDN: Peranr PMDN meningkat dari 27,2% (Rp 15,5 triliun) pada tahumn 2004
memnjadi 28,4% (Rp 38,6 triliun) pada talhan 2009 dan 33,7% (Rp 156,1 triliun)
pada tahun 2014. Meningkatnya peran PMDN didorong oleh pertumbuhan
PMDN yang lebih tinggi (rata-rata 32,9%) dibandingkan PMA (rata-rata 26,35%).

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA

Jdenis Penanaman. | oo [ Habinet Indonesia Bersatn (KIB) [
Modal S T2005 2006 2007 2008
::;’;,zrg;" ?]3“9)" 569 |1112 749 1297 1546 1360|2085 251,38 313,2 3986 4631
PMDR (Rp triliun) 15,5 | 30,7 20,8 36,2 20,4 38,6 | 60,5 76,0 92,2 1282 156,1
% terhaddap Total 27.2 | 27.6 276 279 132 284 | 290 802 294 3232 337
PMA (Rp triliun) 414 | 80,5 54,1 93,5 134,2 97,4 | 148,0 175,38 221,0 2704 307,0
Dalam USS miliar 46 | 89 60 104 149 108 | 162 195 246 9286 292
% terhadap Total 72,8 | 724 724 721 868 716 | 710 698 706 678 663
Total Realisasi PMDN.
dan PMA per sektor 56,9 |111,2 74,9 1297 1546 136,0 | 2085 251,3 813,2 3986 463,1
(Rp trilium)
Primer (Rp triliun) 38 | 983 84 11,1 48 88 | 41,0 605 73,7 86,8 917
% terhadap Total 67 | 84 112 86 3.1 65 | 197 D241 535 218 108
Sekunder (Rp trikun) | 86,1 | 52,6 458 687 56,9 546 | 54,8 99,6 1558 201,0 199,1
% terhadap Total 634 | 473 610 530 368 40,1 | 263 396 497 504 _ 430
Tersier (Rp triliun) 17,0 | 49,3 207 499 92,9 72,6 |112,7 912 83,7 110,8 1723
% terhadap Total 209 | 443 276 385 60.1 534 | 541 363 267 278 372
Total Realisasi PMDN
dan PMA per wilayah | 56,9 | 111,2 74,9 1297 154,6 136,0 |208,5 251,38 3132 3986 463,1
(Rp trilinn) i
:;‘:;i’u:;‘wa ®Rp 204 | 31,1 21,9 33,9 20,3 251 | 685 1032 137,6 1684 1993
% terhaddap Total 35.0 | 280 292 264 131 185 | 329 411 439 492 431 _
Jawa (Rp triliun) 36,5 | 80,1 53,0 958 134,3 110,9 | 140,0 148,1 1756 230,2 263,3
% terhadap Total 641 | 720 708 7869 869 8l5 | 67. 589 560 578 569
Keterangan: Kurs Rata-Rata 2004-2012' USS$ | ¢ Rp 9.000,00
Kurs Talmn 2018 (Triwulan I dan Triwulan IT) US$ 1 ¢ Rp 9.300,00
Kurs Talmn 2018 (Triwutan 1T dan Triwulan V) US$ 1 @ Rp 9.600,00
Kurs Tahun 2014 (Triwulan I-11) US$ 1 ¢ Rp L0:500,00
Rurg Taliun 2014 (Triwulan IV) US$ 1 ¢ Rp 11.600,00

Kinerja penanaman modal dari sisi sektoral belum mendukung
terjadinya transformasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditunjukkan
oleh meningkatnya konuribusi sektor primer dari rata-rata 7,5% pada periode
tahun 2005-2009 menjadi 21,8% periode tahun 2010-2014. Pertumbuhan
penanaman modal yang tinggi pada sektor primer didorong oleh meningkatnya
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harga komoditi dunia. Adapun, kentribusi sektor sekunder dan tersier masing-
masing turun dari rata-rata 47,7% dan 44,8% pada periode 2005-2009
menjadi 41,8% dan 36,4% pada periode 2010-2014.

Scnientara itu, kinerja penanaman modal dari sisi kewilayahan
menunjukkan terjadinya perbaikan sebaran yang sangat signifikan. Kentribusi
penanaman modal di luar Pulau Jawa meningkat dari rata-rata 23,0% pada
periode 2005-2009 menjadi 40,6% pada periode 2010-2014. Peningkatan
sebaran penanaman modal hampir terjadi di seluruh wilayah di luar Pulau
Jawa. Peningkatan fertinggi terjadi di Kalimantan yaitu darl rata-rata 4,4%
pada periode 2003-2009 menjadi 14,4% pada periode 2010-2014, disusul oleh
Sulawesi dari 1,7% menjadi 5,6%, Papua dari 0,2% menjadi 4,0%, Bali dan
Nusa Tenggara dari 1,0% menjadi 3,8%, Maluku dari 0,1% menjadi 0,7%.
Penurunan kontribusi penanaman medal hanya terjadi di wilayah Sumatera
yaitu dari 15,6% pada periode 2005-2009 menjadi 12,7% pada periode 2010~
2014. Meskipun terjadi penurunan kontribusi penanaman modal di wilayah
Sumatera, namun nilai penanaman modal di wilayah tersebut meningkat
cukup tinggi (lebilx dari 2 kali lipat). Meningkatnya sebaran penanaman modal
di luar Pulau Jawa didorong oleh meningkatnya kegiatan penanaman modal di
sektor primer.

Berdasarkan data rtealisasi penanaman modal periode 2010-2014,
sekitar 42% dari total realisasi penanaman niodal adalah perluasan usaha. Hal
ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang mienanamkan
modalnya dapat mengembangkan usahanya. Selanjutnya, Singapura (USD
26,0 miliar), Jepang (USD 12,1 miliar), Amerika Serikat (USD 7,4 miliar), Korea
Selatan (USD 6,8 miliar) dan Belanda (USD 35,6 miliar) merupakan S (lima)
negara asal penanamarn medal terbesar pada periode 2010-20 14.

Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya
kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain
ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga-
lembaga pemeringkat utang, seperti pada tabel dibawaly ini.

Tabel 1.2 Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat Utang 2004 2005-2009 2010-2014

Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) B+ BB+ BBB-
Fitch Rating B+ BB+ BBB-
R&I B BB+ BBB-
Standar and Poor (S&P) B+ BB- BB+
Moody’s Investor Service B3 Ba2 Baa3

Sumber: Bank ndonesia, 2014

Keterangan:

B ¢ Rentan terhadap bisnis yang merugikan

BB, Ba. Kurang rentan dslam jangka pendek, namiin menghadapl ketidakpastian
BBB, Baa . Investment grade

Perbaikan peringkat utang [ndonesia merupakan hasil dari berbagai
kebijakan Pemerintah, antara lain: (a) perbaikan iklim penanaman modal, (b)
pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang prudent dan (c) penciptaan

stabilitas politik dan keanmianan yang kondusif.

www.peraturan.go.id
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Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam
peringkat investment grade, dan berbagai upaya memberi citra positif kepada
opinion makers telah mendorong peningkatan daya saing investasi Indonesia.
Beberapa hasil survei lembaga pemeringkat internasional telah mienempatkarn
Indonesia sebagai negara tujuan investasi, antara lain:

1. Survei yang dilakukan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
sejak tahun 2012, menempatkan Indonesia menjadi tiga besar negara
tujuan investasi perusahaan manufaktur Jepang, bahkan pada tahun
2013 Indonesia menempati peringkat pertamal.

2. Pricewaterhouse Coopers (PwC) menempatkan Indonesia peringkat pertama
dari negara-negara APEC sebagai tujuan investasi utama 3-5 tahun
kedepan pada stirvei tahun 2013,

3. AmCham (American Chamber jfor Commerce)] menempatkan I[ndonesia
menjadi peringkat pertama tujuan investasi kawasan ASEAN.

4. UNCTAD menempatkan [ndonesia pada peringkat 4 (cmpat) sebagai top
prospective host economic tahun 2013-20135.

5. Survei The Foreign Direct Investment Confidence Index pada tahun 2012
menem patkan Indonesia pada peringkat 9 sebagai negara tujuan FDI,

6. World Economic Forum menempatkan Tndonesia pada peringkat 34 dari 144
negara dalam Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2014-2015.

Meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai rencana aksi untuk
meningkatkan iklim wusaha namun belum terjadi perbaikan peringkat
kemudahan berusaha di Indonesia yang signifikan. Survei Ease of Doing
Business (EODB) 2015 yang dilakukan World Bank-nternational Finance
Corporation (World Banlk-IFC) masih menempatkan Indonesia pada peringkat
114, Meskipun telah terjadi perbaikan 3 (tiga) peringkat dibandingkan tahun
sebelumnya namun peringkat tersebut masih tergolong buruk. Peringkat
tersebut menempatkan Indenesia jauh dibawah negara-negara tetangga seperti
Malaysia (peringkat 18), Filipina (peringkat 935), bahkan rata-rata kemudahan
berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92). Selanjutiya,
peringkat Indonesia dalam hal kemudahan memulai usaha (starting a
Business) jauh lebih buruk yaitu peringkat 155 pada tahun 2015 meskipun
telah terjadi sedikit peningkatan yaitu dari 158 di tahun 2014.

Untuk miemperbaiki peringkat EODB, Pemerintali telali menerbitkan
berbagai paket kebijakan. Paket kebijakan terakhir divmumkan pada bulan
Oktober 2013 berupa 17 Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha.
Rencana aksi tersebut mencakup 5 (lima) rencana aksi perbaikan memulai
usaha, 2 (dua) rencana aksi kemudahan memperoleh akses listrik, 2 (dua)
rencana aksi kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi, 2 (dua)
rencana aksi percepatan penyelesaian perkara perdata perjanjian, 1 (satu)
rencana aksi percepatan penyelesaian perkara kepailitan, 1 (sato) rencana aksi
kemudahan pencatatan kepemilikan hak atas tanalh dan bangunan, 3 (tiga)
rencana aksi kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan; serta 1 (satu)
rencana aksi mempermudah perolehan kredit.

www.peraturan.go.id
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Rencana aksi terkait memberikan kemudahan untuk memulai usaha

(starting business) adalah:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)
mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang
nieniuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 (satu) hari
kerja dari semula pendaftaran ini selama 14 hari dan pendaftaran
kepesertaan Janisostek selama 7 (tujuh) hari (simultan);

9. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) vang mengatur
penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga proses
dapat dilakukan 3 (tiga) hari secara simultan dari semula selama 15 hari;

3. Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernar
DKI Jakarta kepada Kepala PTSP;

4. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan
nmiodal dasar dan modal disetor, dan

5. Penyusunan naskah akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan
Usaha diluar Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi oleh Kemenkumham.

Upaya. yang dilakukan BKPM dalam rangka perbaikan iklim penanaman
modal antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan
harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);

2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan  nonperizinan
penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman
modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kahupaten/Kota; dan

3. Mengembarnigkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan online tracking system. Jenis
perizinan yang telah dapat dilayani melalni SPIPISE adalah: Izin Prinsip,
Izin Usaha dan Surat Persettjuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal
dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB) dan Kawasan FEkonomi Khusus (KEK) yang telah
menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya
telalh menerapkan SPIPISE. Tabel 1.3 menunjukkan Kabupaten/Kota yang
telall mengimplementasikan SPIPISE. Implementasi SPIPISE masih
terkonsentrasi di KBI (Kawasan Barat lndenesia), yakni Sumatera, Jawa,
dan Kalimantan.

Tabel 1.3 Perkembangan Penyelenggaraan PTSP

Penyelenggaraan Nomenlafur TImplementasi bagiyang _ borauaman
PTSE BPM-PTSE SPIPISE sudah ‘“"mw| !m]

1 Proviosi 34 24 0 4 30 33 1 34 0

2 Kabupaten 416 364 52 4 412 236 180 356 8

3 Kota 98 97 1 1 97 69 29 96 1 53 44

4 KPBPB 5 4 1 0 5 4 1 4 o 3 il

5 KFK 8 2 6 0 8 1 7 2 8] L 1
Total 561 501 60 9 562 343 218 492 9 311 190
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SPIPISE terdiri atas tiga sub sistem informasi utama, yaitu sub sistem
informasi penanaman modal, sub sistem pelayanan penanaman modal, dan
sub sistem pendukung pelayanan perizinan. Sub sistem informasi penanaman
modal memberikan layanan mengenai peluang investasi, peraturan
perundang-undangan, dan tata cara pengajuan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal.

Sementara itu, sub sistemn utama yaitu pelayanan penanaman modal
menyediakan layanan pengajuan aplikasi dan pemrosesan aplikasi secara
elektronik dan online. Sistem ini dapat digunakan oleh penanam modal untuk
mengajukan aplikasi perizinan dan nonperizinan secara online. Sub sistem ini
menyediakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan dari front office, back
office, hingga tata usaha dalam nmiemproses perizinan penanaman modal di
PTSP Pusat; Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain itu,
untuk nienciptakan transparansi dalam  proses perizinan, SPIPISE
menyediakan tracking system yang memungkinkan penanam modal memantau
proses penyelesaian permolhionan perizinan dan nonperizinan penanaman
modal.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, SPIPISE meényediakan sub
sistem layanan pendukung berupa master data untuk mendukung proses
pertukaran data antara SPIPISE dengan sistem yang dibangun K/L, Online
Business Intelligence (BI) untuk mendukung proses perencanaan dan
pemantauan penanaman modal, Electronic Data File (EDF), dan Help Desk.

Berdasarkan kajian yang dilakukan BKPM, jumlah perizinan dan
nonperizinan yang harus dimiliki untuk melakukan nsaha hampir di semua
sektor masih banyak dan membutuhkan wakti vang lama untuk
memperclehnya. BKPM mengelompokkan perizinan dan nenperizinan menjadi:
1. Perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha antara lain:

izin prinsip penanaman modal, badan hukum, NPWP/PPPKP, dan TDP.

2. Perizinan dan nonperizinan terkait tahap konstruksi/realisasi antara lain:
ketetapan rencana Kota, Izin Lokasi/Situ, Izin Lingkungan dan AMDAL,
AMDAL LALIN, IMB, HGB, Ketenagakerjaan, Utilitas, BPJS; Fasilitas (API,
Masterlist, Tax Allowance, Tax Holiday), dan Izin Usaha.

. Perizinan dan nonperizinan terkait perlindungan konsumen antara lain
Pendaftaran Produk, Izin Edar, dan SNI.

W

Berdasarkan kajian tersebut, lamanya waktu vang dibutuhkan untuk
memperoleh perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha
dan tahap konstruksi berdasarkan Standard Operation Procedure (SOP) untuk
sektor industri manufaktur adalah 793 hari, sektor pertanian (perkebunan)
939 hari, dan bidang perhubungan 743 hari. Untuk ita, perlu dilakukan
harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan
penanaman modal.
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Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden fentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar Negatif
lnvestasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang unsaha yang
terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala
sesuai dengan perkembangan ekonemi dan kepentingan nasienal berdasarkan
kajian, temuan, dan usulan penanam modal. Peraturan Presiden terbaru
untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan
Presiden ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yang ditujukan
untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam
rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association
of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Commurity (AEC).

1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi

Pada periode 2015-2019, kinerja penanaman modal di [ndonesia
diharapkan tumbuh tinggi namun terdapat down risk (risiko perlambatan)
akibat keringnya likuiditas dunia, menurunnya harga komoditas donia,
tekanan neraca pembayaran, hambatan perizinan dan nonperizinan serta
makin restriktifnya ketentuan investasi di sektor hulu sumber daya alam.
Beberapa faktor yang diperkirakan akan dapat miempertahankan atau bahkan
meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia pada periode 5 (lima)
tahun mendatang antara lain:

Pertamma, masih tingginya kepercayaan dan minat penanam modal
untuk berinvestasi di Indonesia yang tercermin dari survei-survei yang telah
disebutkan di atas. Salah satu Koniponen penting untuk menjaga kepercayaan
penanam modal adalall kebijakan fiskal dan meneter yang prudent (berhati-
hati). Sempat terjadi penurunan kepercayaan terhadap ketahanan fiskal
Indonesia namun telall terkoreksi dengan keputusan Pemerintah untuk
mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM]J. Selain itu, kecenderungan
rendalimya harga minyak dunia dalam jangka menengah akan memberikan
dampak positif terhadap ruang fiskal dan posisi neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, hesarnya pasar domestik nienjadi daya tarik penanaman modal
sebagaimana telah ditunjukkan eleh survei yang dilakukan JBIC. Jumlah
penduduk yang besar yaitu sekitar 255,5 juta (proyeksi tahun 2015) dengan
struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan
menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta) menjadikan [ndonesia sebagai pasar
paling menarik di Asia. Sementara itu, pasar Tiongkok diproyeksikan
mengalami penurunan sejalan dengan struktur demografi yang menua akibat
kebijakan satu anak. Berbagai surveli dan data penanaman modal
menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma investasi di Indonesia dari
resource base ke market base khususnya substitusi impor. Untuk ita, aral
kebijakan penanaman meodal harus mendorong berkembangnya sektor yang
memproduksi barang konsumsi (market base) didukung oleh sektor yang
mengelah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).
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Ketiga, dikeluarkannya berbagai kebijakan hilirisasi komoditi primer
pertambangan, pertanian dan perikanan akan mendorong penanaman modal
jika dilaksanakan secara korsisten dan didukung kebijakan lintas sektoral.
Program hilirisasi akan memperkokoh struktor ekonomi sekaligus menghapus
missing middle dan nienjaga ketahanan neraca pembayaran. Pengembangan
industri hilir akan mengurangi imper bahan baku dan penolong yang saat ini
mencapai 93% total impor (BPS, 2015). Komitnien Pemerintah yang tinggi
untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia yang sangat besar dan
pembatasan kapal berbendera asing akan mendorong penanaman modal di
sektor kelautan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, serta
industri pengolahan ikan.

Keempat, kondisi lingkungan eksternal positif terhadap nvestasi di
Indenesia lima tahun mendatang antara lain: (a) komitmen dari negara-negara
maju dan berkembang untuk memajukan perekonomian dunia; (b)
perekonomian Asia yang diperkirakan menjadi kawasan ekonomi dinamniis bairu
vang dimotori perekonomian Tiongkok dan negara-negara industri baru di Asia
(Korea Selatan, India, dan ASEAN); (c) terbentuknya pasar funggal dan sata
kesatuan basis produksi ASEAN pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) 2015; serta (d) Indomesia menjadi Ketua Indian Ocean Rim
Association (IORA) periode taliun 2015-2017 yang akan dimanfaatkan untuk
pengembangan sentra ekonemi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, serta
peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di
kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera.

Dalam pertemuan G-20 di Australia pada bulan November 20 14, negara-
negara G-20 sepakat mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 2,1
persen lebih tinggi pada 2018. Tambahan pertumbuban ekonomi global
tersebuit akan meningkatkan aktivitas ekononii global hingga USD 2.000
triliun. G-20 juga sepakat meningkatkan investasi, perdagangan, mendorong
terciptanya kompetisi bisnis yang adil dan pengentasan kemiskinan. Untuk
mendorong perdagangan global, G-20 sepakat untuk mengurangi tarif ekspor
impor, menyederhanakan prosedur kepabeanan; serta mengurangi hambatan
dagang. Dalam forum tersebut telah dikeluarkan juga 21 communigue atau
keputusan bersama, yang mana dari jumlah tersebut tiga diantaranya terkait
dengan infrastruktur. Negara-negara G-20 sepakat untuk membantn dan
mendorong investasi pembangunan infrastruktur di  negara-negara
bherkembang,

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia diperkirakan menjadi
daya tarik aliran modal asing yang jenuly di pasar negara maju. Faktor utama
yang mempengaruhinya adalah potensi pasar vang besar, pertumbuhan
ekonomi di kawasan Asia yang tinggi, melambatnya pertumbuhan ekonomi di
negara-negara maju (AS dan Uni Eropa), tersedianya sumber daya alam
sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengarulii investasi

di Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN
untuk menarik FDI. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar
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diharapkan mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan investasi yang lebil
besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya karena Indonesia akan
menjadi bagian dari regional hub-production. Penanam modal dapat
memanfaatkan Indonesia sebagai tnjunan investasi nntuk memanfaatkan pasar
Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN
lainnya. Namun demikian Pemerintah harus melakukan perbaikan daya saing
perekonomian nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan manfaat kerjasama TORA bagi
kepentingan nasional, Indonesia akan menerapkan strategi multiplication of
authrority, yaitu tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan
bersama. [ORA merupakan formm kerjasama regional mnegara-negara di
kawasan Samudera Hindia yang didirikan pada tahun 1997, beranggotakan 20
negara, Yyaitu: Australia, Banglades, India, Indonesia; Iran; Kenya,
Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Comoros,
Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emgirat Arab dan
Yaman. Terdapat 6 (enam) fokus kerjasama TORA, yaitu: (a) keselamatan dan
keamanan maritim; (b) fasilitasi perdagangan dan investasi; (¢) manajemen
perikanan; (d) manajemen risiko bencana alam; (e) kerjasama di bidang
akademik, sains, dan teknologi; serta (f) pertukaran kebudayaan dan
pariwisata.

Kerjasama [ORA berperan penting untuk: (a) memastikan wilayah
perairan di sekitar [ndonesia akan tetap menjadi sumber kerjasama bagi
semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan
kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan
perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi,
keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera Hindia; (D)
mendukung hubungan dan kerjasama Dbilateral dengan negara-negara di
lingkar Samudera Hindia; serta (c¢) konektifitas antara negara-negara di
kawasan Samudera Hindia khususnya anggota IORA, bukan hanya pada
sektor infrastruktur, namun juga pada tataran people-to-people connectivity.
BKPM akan secara aktif mendukung pengembangan wilayah barat Pulau
Sumatera, khususnya untuk pengembangan pariwisata, perikanan dan
logistik sesuai dengan rencana Pemerintah.

1.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman
modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola untuk
menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbunhan ekonomi; (c)
percepatan penicrataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan
pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebuit maka tantangan pertama dalam tata
kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas,
akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal
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adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dam
Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan
mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal.
Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki
kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait
penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan
tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP
Provinsi dan Kabupaten/Kota mienerima pelinipahan atau pendelegasian
kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal
dari Gubernur dan Bupati/Walikota, Selain itau masih  terjadi
ketidakseragaman nomenklatuar.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor
penyehabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi
vang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan Total Factor Productivity (TFP)
dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk nienjadi negara berpenghasilan tinggi
pada tahun 2030, perekenemian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen
per tahun., Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara
berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap
didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang
menyeluruh (comprehensive reform).

Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara
lain dengan kebijakan: (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui
penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia
usaha; (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan right
government policy; dan (¢) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan
domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena
masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang
tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifinya kebijakan
insentif dan tingginya biava tramsaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya
kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain
harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan
terkait dengan penanamian modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk
mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah
adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (debottlenecking) kepada
perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia,

Ketiga, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau
Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi
salah satu tantangan untuk mewljudkan target pemerataan penananian
modal. Penanaman medal yang berbasis pengelahan sumber daya alam
didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah
menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta
logistik.
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Ketersediaan infrastruktur saat ini masih sangat terbatas. Rata-rata
rasio elektrifikasi nasional pada taliun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan timur
Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata-rata rasio
elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas
listrik (service level] masih buruk. Sementara iti, pengembangan industri
pengelahan berbasis sumber daya alam, khususnya smelter, membutuhkan
listrik yang sangat besar dan stabil.

Untuk mendorong penanaman modal yang lebih merata, pada tahun
2015-2019 Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur
tenaga listrik sebesar 35,9 GW. Selain itu, akan dibangun 172 pelabuhan
barn, 635 dermaga penyeberangan baru, 15 bandara barn, 3.258 km jalar
kereta, 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta pengembangan 14
Kawasan Industri (KI) dan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulan
Jawa.

Untuk mencapai target tersebut, dalam lima tahun kedepan kebutuhan
investasi infrastruktur Indonesia adalah Rp 5.519,4 triliun. Dari jumlah
tersebut, pendanaan Pemerintalh hanya berkisar 40,14% atau sekitar Rp
2.215,6 triliun selama S (ima) tahun ke depan, sehingga terdapat selisih
pendanaan sekitar Rp 3.303,8 trilliun (Bappenas, 2014). Pemerintah akan
melakukan kaji ulang struktur APBN antara lain dengan mengurangi subsidi
BBM dan mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur. Tantangan
ke depan adalah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan
infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun
non KPS (Business to Business). Selain itu, Pemerintah Indomnesia telah
berkomitmen untuk bergabung dengan Asian Infrastructure mvesment Bank
(AlIB) vang diinisiasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dengan demikian, tantangan
berikutnya adalah pemanfaatan kesepakatan G-20 maupun AlB untuk
mendukung pembangunan infrastruktur di Indeonesia.

Keempat, terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat
mempengaruhi penanaman modal di [ndonesia, yaitu:

1. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung,
Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di World Economic Outlook
(WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia. Penurunan harga
minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif
antara lain melemahnya investasi dunia akibat memburuknya ekspektasi
terhadap pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju
dan mnegara Dberkembang, Semua mnegara utama dunia terkoreksi
pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok,
Jepang, kawasan FBEuro, Rusia dan negara-negara eksportir minyal
terkoreksi.

2. Rendahnya harga komoditi dunia atan berakhirnya era commodities super
cycle (peningkatan permintaan komoditi dunia).

3. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan “normalisasi”
nioneter atau penghentian stimulus moneter (tapering off quantitative
easing) pada akhir mhun 2014. Kebijakan tersebut akan diilkuti dengan
kenaikan suku bunga dunia.
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4. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia,
Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca
diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia
tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya [ndonesia tidak
dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang
kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, techno readiness
dan financial market development.

Kelima, Sejak awal tahmn 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tnkar
rupiah yang didorong oleh:

1. Faktor Eksternal: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir selurul
mata nang akibat rencana kenaikan FFR (Federal Fund Rate) dan kebijakan
Quantitative Easing ECB (European Central Bank) dan BOJ (Bank of Japan)
yang diikuti eleh sejumlah negara.

2. Faktor Internal: defisit transaksi berjalan (current account). Terdapat risiko
missmatch utang luar negeri swasta dan hanya 18,6% melakukan lindung
tunai (forex hedging).

Tren perkembangan kurs rupiah terhadap USD sejak tahun 2010 dapat dilihat

pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap USD
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Sumber : Bank Indonesia;, 2015

Penurunan mnilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan negara
lain, namun masih terdapat masalall struktural yaitu defisit neraca berjalan
sebesar USD 26 miliar (2,95% PDB) pada tahun 2014. Untuk menjaga
ketahanan neraca pembayaran, Bank [ndonesia menargetkan defisit neraca
pembayaran tahun 2018 pada kisaran 2,5-3,0% dari PDB. Sumber-sumber
defisit transaksi berjalan (current dccount) utamanya adalah:

1. Defisit neraca perdagangan akibat menurunnya harga komoditi

2. Defisit neraca jasa yang sangat besar diakibatkan tingginya ketergantungan
kepada jasa angkutan luar negeri (freight) sehingga perlu dilakukan upaya
mendorong transaksi perdagangan ekspor dari free on board (foh) menjadi
cost, insurance and freight (cif) dengan mengembangkan jasa pelayaran,
logistik dan asuransi.
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3. Besarnya repatriasi modal. Hampir semua negara ASEAN memberikan
insentif untuk reinvestment,

Untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran melalui peningkatan
ekspor dan penurunan impor, dibutuhkan kebijakan yang cukup kuat untuk
mendoreng reformasi struktural. Dalam bidang penanaman medal; kebijakan
tersebut diarahkan untuk menjaga kepercayaan penanaman modal,
mendorong reinvestasi (mengurangi remiten) dan mendorong investasi sektor-
sektor prioritas, memperkuat neraca perdagangan seperti sektor industri
substitusi impor bahan baku, orientasi ekspor dan pariwisata. Untuk lebih
jelasnya, matrik neraca pembayaran Indonesia sejak tahun 2010 dapat dilihat
pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Neraca Pembayaran Indonesia 2010-2014 (Juta USD)

2014 Aotal
KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 -~ 7 5 T
o @ s o - TR0
1. Transaksi Berjatan 5.144 1.685 24418 200115 4049 28939 5963  -6.181 26233
A, Barang, 31.003 33825 8.680 5.833 3.350 375 1560 2.368 6.002
- Ekspot. fob 149.966 191,109  187.346 182080  43.937 44505 430606  43.242 1753290
- tmpor. fob 118963 -157.284 178667 76256 40588  44.880 42,046 40874 oo
1. Barzmg Dagaagzm 29,983 320215 8,711 4.060 2.830 703 1192 2,072 5.308
Dum
< Thkspor 148,866 189432  185.337 1804204 43414 44171 43232 42041 173757
- Tmpor 118,884 =157,217 -178.626  -176225 40,581 44.874 42,000 40868 oo oqe
2, Barang Lainnya 1,020 L610 1,969 1,765 518 328 368 205 1,508
B: Jasa - jasa ~9,791 -9,308 -10,564 <12,072 -2,230 2,920 -2,595 -2,788  -10,332
C Pendapatan Primer -20,698 26,547 26,628 27,085 6,334 7,178 -7,133 7,057 27,822
D. Pendapatan Selcunder 4,630 4211 4,094 4,178 1,085 1,584 L2204 1,396 5,220
I Traosaksi Modal 50 35 51 45 b 7 ES 15 27
1, Transaksi Finansial 26,476 13,603 24,258 21,984 7,189 13,864 14,728 7779 43,359
- Aset =7,2%4 =16,453  =17,971  =15467 -B245 2007 3017 1031 -12039
- Kewajiban 33,770 30,057 42 829 37,431 13434 16,771 18645 6,748 55398
|, Invesrasi Langsung 11,106 11:528 13,716 12,295 3,288 3459 3,945 2,574 15266
2. Investasi Portofolio 13.202 3,806 9.206 10,875 8.703 2,046 7441 1611 25,802
3.. Derivatif Finansial -94 69 13 =334 140 43 57 B 213
4. Investasi Lainnya 2.262 -1.801 1.922 =871 -4,562 2:314 [,399 3.653 2.705
TIV. Total (I+ I+ OT) 31670 13.321 49| 7,105 3.040 4,932 7.768 1,613 17,3583
v :::—:;h e -y g 3,465 275 -220 574 636 -1.292 797 2105
L. ﬁ]"-‘”‘ Boselurthan (V35245 yyi857 215 7,395 9066 4997 65475 2410 15249
VIL Cadangan Devisadan  anq45 3857 245 7925 2066 4207  6ATS 2410 15249
vang terkait
Memorandum:
- Posisi Cadangan Devisa  96.207 110,123  L12.781 99,387 102592 107678 111164 111,862 L11.862
Dalam Bulan Impor-dan
Pembayeran Utang 7:56 6.74 5.15 5.47 5.73 6.05 6.31 6.44 644
TuarNegeri Pemerintah
= Transalet Beg el 0.72 020 278 818 1.97 397 2,90 2081 2,95

POB)

Sumber ;| Bank mdonesia, 2015

Catatan : 1) Berdasarkan BFM6, namun penggunaan tanda “+* dan “-" mengikuti BPM&6
2) Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait
3) Negatif berarti surplus dan positit berartl defisit

Dengan  berlakunya MEA 2015, Indeonesia tidak dapat hanya
nmengandalkan besarnya potensi pasar domestik untuk menarik penanam
modal. Untuk itu, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang lebih berdaya
saing yang mencakup perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan,
stabilitas politik, perbaikan kondisi infrastruktur, serta kemudahan dalam
mendapatkan fasilitas. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa beberapa negara ASEAN
memiliki iklim penananian modal, infrastruktur dan fasilitas fiskal yang lebih
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menarik; khususnya untuk pendirian kantor pusat, jasa perdagangan global
dan reinvestment.
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Portumbulmn ekonomi EES a7 7 57 54 71
%) 2013
GDP PPP (USD ba), 2014 445.2 746.8 990.0 25543 509.5 6946
GDP PPP por cap 81,9456 24.520.0 141263 10.156.0 s6214 69850
[USD/tahun}, 2014
Tingit sukit bungs (). 32 a5 a1 7.0 34 a7
2013
Iaflasi (%), 2014 L3 29 20 59 52 4.6
account s 43 2.8 -3.2 4.1 a2
[P/GDP), 2014
Public debt [GDE (%), 182 535 40,50 24.30 573 49,4
2011
B. Thiim Usmb
Puriashmt Kose of Dolng L 15 26 ua 5 a5
s i a0y 6 13 7 153 123 161
ek s e, 2014 3 ol i S ki A
R . 7 50 83 104 ne 8
©.
Tarif pajak, 2014 1% 5% 20% 25 2% 30%
holiday 5-30 tabun 5-10 tahun Malaysin Super 38 tabun, 510 ralian. 4 taban sejak meerma 642 valmn perusahan pioneer
Corsidor - KE. Sabah. keuntugen 43 tahun non pioneer
Ferusaliaan pioneer Sermwak. Kualis Lampo Pertanisn. RED. Loginn dsar. Kilang minyak
sekine manufnlctus. jasa  Pitancial Districy pengembangan SDM. dan kimin organik dari Penelitinn sains dan Industri pioncer: mamfnktas,
keuangan, dan E areen i mesin, 2 an.
pelayazan Industed pioneer d: sektos twestment, indusitimdusty  ferbankan den perelatan Infrestrular. Produlk pertnbangen den energ
maguiaktar (word class, energi ted! omunikesi yang
teknologi tng), RAD. dan pesawal. Pendidilnn. Keschatan, ara
P per lunak. Kebudnyaon dan olalaga
dim jevsa keangan,
Tax allowance i o 513% oh 50k seliesar Tl 100% Selsnis 15 taban el
selama 3-20 tadun, sclama 5 tahun fkondisi setelah tax holidagy berakbir,  20% dasi nilas investas, ateus 20% selamn 10 tabun.  50% dasi biaya untak gaji
tertental, dmaden, akseloras) depresing pajak, selama 5 tahun
Rentor pusat, penguramgan untul toss cary Sektor dim Lol tertentu.
3 i vertenns Qiswik, , pengarangan pojoek Industri padat korya.
‘maritim, jasa keusngan, dan global s, dividen untuk WP LI
dan wewa peswat, indnstri berorientni okpor.
diset, Jantor pusat  Sektor dan Tokesi tertenti. Sektor dan foksi tertentn.
Q).
Insent non pajak ‘Subsits untuk Kemudahan memulel vsaha usaha memulai usaha  Tanah dars pemenntah Kemudahan meaulé usahs
pengembengan SUM dan fibsh)

Sumber:

RED.
PricewaterhouseCooper. 2013

*) World Bank, 2014
**) Malaysian Investment Development Autharity (IDA), 2015
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Memperhatikan perkembangan dan tantangan di atas, BKPM sebagai
lembaga yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mendorong
peningkatan penanaman modal harus lebih responsif, pro-aktif, ramah, dan
customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders
penanaman modal. Hal tersebut harus tercermin dalam penytisunan kerangka
regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien, dengan tetap menjaga
kepentingan nasional. Selain itu, BKPM akan secara aktif memberikan
masukan dalam penyusunan kebijakan insentif terkait penanaman modal.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bab ini berisikan: (i) Visi; (ii) Misi; (iii) Tujuan BKPM; serta (iv) Sasaran
Strategis BKPM, vang akan digunakan sebagai panduan untuk menyusun
kerangka kelembagaan BKPM, kerangka regulasi penanaman modal dan
program kegiatan BKPM.

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan vang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilily
Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah
Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

BKPM mnienjabarkan dan meélaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai
dengan Tugas dan FFungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomer 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran
yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya.
Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan
yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan
prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan
kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan
kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi
menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal
dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk  mewujudkan kedaulatan  ekonomi, BKFM bersama
Kementerian/Lembaga terkait akan lebilh berperan aktif' dalam forum
kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan ndonesia.
Berbagai kesepakatan internasional Kkhususnya Bilateral Investment
Agreement/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman
Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya
hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional
meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh
mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan
ekonomi untuk kepentingan nasional.
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Kedua, kemandirian di bidang ckonomi adalali kemampuan negara
untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunanmnya,
pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti
terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa.
Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan
peningkatan produksi dalam megeri, kedaulatan energi; kedaulatan pangan,
berkenibangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung
oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomii rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian
dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi
bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masukiiya modal asing
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penananan
modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya
saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan
semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki
karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan
pada hakikatnya adalahh pembangnnan manusia antara lain karakter dan
kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-
nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai
kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penananam Modal. Beberapa bidang
usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorornig dengan berlandaskan
semangat gotong royong.

Seniangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan
dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan
kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat
memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKMK dengan Usaha Besar
baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang
bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup
dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanamnian
Madal, Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektit, BKPM
akan lebih intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial, memfasilitasi
promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Selain itu, semangat gotong rovong dapat juga diwujudkan dalam
bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan
wilayah. Saat ini; sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal
masih terpusat di Pulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk
meningkatkan penanaman modal di luar Pulau Jawa khususnya Provinosi
Papua dan Papua Barat.

www.peraturan.go.id



93 2017, No.217

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan antuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7
(tujuh) Misi Kabinet Kerja période 2015-2019 yang seclanjutnya dijabarkan
sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera
Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejalitera dari sisi
ekonomi fercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi,
rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas
tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan
yang lebih merata. RPIJMN 2015-2019 menargetkan pendapat per kapita
tambuh dari Rp 43,4 juta tahun 2014 menjadi Rp 72,2 juta pada tahun
2019; tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 4,0-5,0%;
tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0-8,0%; serta Indeks Gini
turun dari 0,41 menjadi 0,36:

Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi
tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi,
lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutniya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk meneiptakan
lapangan kerja, Kkese¢jahteraan dan pertumbuban -ekonomi yang
berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman
modal.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Bangsa yang berdaya saing adalalh bangsa yang memiliki kapasitas nntuk
menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa
tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan
internasional. Dari salalh satu sisi, persaingan sangat diperlukan ontuk
meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di
sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik
persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama ekononii
internasional yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat
dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya
saingnys.

Keglatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan
memperkuat strukiur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing
bhangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk
bersaing dalam mniemiproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa
namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa
dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara
lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi
market, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber
daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan
dan insentif.
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3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Dalam rangka mewujudkan I[ndonesia sebagal poros maritim dunia,
tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan,
industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas niaritim
melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar
laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya
memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan
kesejaliteraan masyarakat.

Peran ekonomi maritim dalam struktar perekonomian Indonesia belum
berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan
Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan dukungan
kehijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik
melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan
maritim. Salah satu upaya vang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan
fiskal dan moeneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional
sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong
pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

2.3 Tujuan BKPM

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan
pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan vang akan
dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-
2019, Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM sebagaimana disebutkan pada UU
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden
Neomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM
menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, vaitu:

“Mewunjudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka
Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan,
kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan,
mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat
dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur
perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang
lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan
dan hambatan dalam pelaksanazan penanaman modal (debottlenecking). Selain
itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka mendoreng peningkatan
penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, peningkatan penanaman
modal di Luar Pulan Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat,
peningkatan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan
usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas strategi dan upaya
promoesi penanaman medal, memfasilitasi percepatan penanaman modal
dengan skema Kerjasania Pemerintah Swasta (KPS), peningkatan pemanfaatan
kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta
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peningkatan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di unit-unit BKPM
agar lebih efektif dan terintegrasi.

2.4 Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah
ditetapkan sasaran sirategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019,
adalah:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang
prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kuaalitas
pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui
PTSP Pusat adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas pelayanan penanamian modal pada PTSP Pusat di
BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal
Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya realisasi
penanaman modal adalah:
a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman niodal

b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau
Jawa
c. Meringkatnya rasio realisasi PMDN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis diatas, BKPM
menetapkan target dari masing-masing indikator Kinerja sebagai ikhitisar dari
hasil capaian berbagai program dan Kkegiatan yang akan dilakokan.
Keterkaitan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target per tahun
dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019
Mewujudkan  Meningkatkan Indeks Kepuasan 3.10 315 3.20 3.25 G480
iklim kualitas Masyarakat (TKM) dari dari clari dari dari
pEnanama pelayanan atas pelayanan skala 4 skala4 skala4 skala4 skala4
modal vang penanaman penangman
berdaya saing. modal yang prima modal pada PTSP
dalam rangka dan responsif Pusat di BKFM
mendorong melalui PTSP
penanaman Pusat
muodal yang Meningkatnya Nilai realisasi Rp Rp Rp Rp Rp
berkualitas realisasi penanaman 519,57 594,87 678,87 792,67 933,07
dan penanaman modal
berkelanjutan  modal Rasio realisasi 45.60% 49,10% 52.80% 57.40% 62,00%
penanamar
modal di luar
Jawa
Rasio Realisasi 33,80% 35,00% 30.30% 37.60% 38,90%
PMDN

Gambaran peta strategi dalam wupaya mencapai Visi BKPM 2015-2019 dapat
dilihiat pada Gambar 2.1 berikut ini.
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Gambar 2.1 Peta Strategi Pencapaian Visi BKPM
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN,
DAN KERANGKA REGULASI,

Bab ini akan membahas mengenai arah kebijakan dan strategi nasional,
arah kebijakan dan strategi BKPM, program dan kegiatan BKPM, kerangka
kelembagaan BKPM, serta kerangka regulasi penanaman modal.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal
dituangkan -dalani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 pada agenda pernbangunan nasional nomor 6 (enar),
“Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”,
dengan sub agenda prioritas “Penguatan Investasi’. Sasaran yang hendak
dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan
adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan
di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.

. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a
business) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019,
sebagal salallr satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada
Ease of Doing Business (EoDB).

3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada talun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan FMDN menjadi Fp 933 triliun pada tahun
2019 dengan kentribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

i%]

Tabel 3.1 Proyeksi Realisasi Investasi dan Rasio PMDN terhadap Realisasi
Investasi

Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 5195 5948 6788 7925 0330
Rasio PMDN (% 33,8 350 36,3 37,6 389
Asumsi Nilai Tukar: Rp. 12,000/ USD

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu
pertama adalah peningkatan iklim investasi dan iklim wusaha untuk
meningkatkan efisiensi proses perizinan Dbisnis; dan kedua adalah
peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor demestik. Kedua
pilar kebijjakan ini akan dilakukan secara ferintegrasi baik di tingkat pusat
maupun di daerah.

A. Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinamn,
meningkatkan kepastian berinvestasi dan Dberusaha di Indonesia, serta

mendoreng persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun
strategi yang ditempuh adalalh:
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1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama
dilakukan melalui:

a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan
kebijakan pemerintali pusat. Salah satu upayanya adalali dengan
penyusunan Peta Jalan Harmoenisasi Regulasi terkait [nvestasi.

b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang
menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan
berusaha:

c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya
perizinan, baik di pusat maupun di daerah.

d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke
dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan
lokasi usaha dan investasi.

2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan
daeral; terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor
migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis
sumber daya alam.

Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan,
kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha,
nielalui:

a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, attara lain dengan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang
memiliki kewenangan.

b: Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat), untuk
menyatukan perizinan tingkat posat pada satao tempat layanan
perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:

1) Pengembangan kelembagaan PTSP Pusat.

2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses
perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta
pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinar.

3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga
dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.

4) Penigembangan tracking system perizinan di PTSP Pusat.

)

4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non
fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:

a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan
mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa
dan luar Pulau Jawa.

b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembarngunan
infrastruktar energi nasional.

c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan
baku atau harang modal sederhana.

d. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk
mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri.

e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan
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aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur
tua, daerah baru, dan laut dalam.

5. Pendirian Forum I[nvestasi, vang beranggotakan lintas kementerian dan
lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan
untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan
solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklini investasi dan iklim usaha
vang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan

hubungan industrial yang harmonis melalui:

a. Peniyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat
pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja selias-luasnya.

b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan
lingkungan domestik dan internasional.

c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan
standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat,
dan hak untuk berorganisasi serta collective bargaining.

7. Peningkatan persaingan wusaha yang schat melalui pencegahan dan
penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan
kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang
sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional
vang bertujuan untuk mernciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:

a: Reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU).

b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan
usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar.

c. Pengawasan vyang dititikberatkan pada komoditas pangan, eénergi,
keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik.

d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan
prinsip persaingan usaha yang sehat.

e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikroe.

B. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat
investasi di sektor riil, terutama PMDN, yang dapat mendereng pengem bangan
investasi dan usaha di [ndonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama
pada sektor produkdf yang mengutamakan sumber daya lokal. Adapun
strategi yang ditempuh adalah:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:

a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebilx
bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk
turunan migas, dan hasil pertambangan.

b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat
menyerap tenaga kerja lokal.

c. Yang mendorong penyediaan barang kensumsi untuk kebutuhan pasar
dalam negeri.
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d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis
sumber daya alam.

e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan
produksi global (Global Production Netiwork), baik sebagai perusahaan
subsidiary, contract manilfactitrer, maupun independent supplier.

f. Yang menderong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri
dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, kemponen, maupun sub
komporiert,

2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:

a. Pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuai
dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan
kesiapan dalam menarik investasi.

b. Premosi investasi di daerah, untuk mendoreng investor awareness and
willingness, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.

c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenargan
daeraly, terutama untuk UKM.

d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintahl dan pelaku bisnis
(terutama UKM).

)

Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:

a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan
prinsip  saling menierlukan, saling memperkuat, dan saling
menguntungkan.

b. Penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan
calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan
usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan
kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan
UKM,

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:

a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektf yang
antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promeosi Tourism, Trade, and
Investment (TTI), pengembangan kantor promosi ferpadu di negara-
negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di
luar negeri (IPC: Indonesian Investment Promotion Center).

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat:
(i) Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam

jangka pendek, menengah dan panjang.
(i) Mendoreng persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan
mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daeralu.

c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara
pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintali dan
dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salaly
satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk
memberikan pelayanan publik yang lebili baik secara kualitas maupun
kuantitas.
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6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah
yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah,

7. Pengembangan investasi keluar (outward investment), diutamakan pada
ketahanan energi (energy security) dan ketahanan pangan (food security)
dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek
pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonemian nasional.

8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian
nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalni tiga jalur proses
pengalihan, yaitu:

a. Alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal.

b. Alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik.

c. Alih proses produksi dengan secara bertahap wmeningkatkan porsi
pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengaly jadi,
serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didokung oleh
pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di
pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Community (AEC)
2015.

Daya saing ini diperlukan mengingat lndonesia harus berkompetisi
dengan sesama anggota ASEAN. AEC akan mendorong terbentuknya kawasan
bebas di ASEAN dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja berpendidikan,
dan modal akan bebas keluar-masuk. Terdapat empat pilar kebijakan dalam
kawasan ASEAN ini, yaitu: (a) pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan
basis produksi regional; (b) ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi; (c)
ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata; dan (d) ASEAN
sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekenomian dunia.

Kebijakan RPJMN 20153-2019 yang terkait penanaman modal
diharapkan sejalan dengan beberapa rekomendasi yang telah ditetapkan
dalam AEC, antara lain: (a) meningkatkan konektivitas infrastruktur dan
komunikasi; (b) mengintegrasikan sektor industri di ASEAN; dan (¢
peningkatan peran swasta dalam membangun AEC.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda prioritas
lain ferkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan
harmonisasi peraturan perundangan daerali dengan  peraturan
perundangan sektoral dan investasi.

2. Pelaksanaan teformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat
untuk menciptakan kepastian investasi.

3. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas
prospektif melalui promosi investasi agroindustri.

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi Derbasis
keterkaitan usaha (backward-forward linkages).
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5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda
melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam
industrialisasi dan mekanisasi pertanian.

6. Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong
investasi di bidang energi baru terbarukan.

7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang
sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keunangan baru dan
penyusunan kerangka regulasi terkait.

8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman dan
kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian pembentukan
lembaga keuangan baru serta penyusunan kerangka regulasi terkait dalam
rangka mendorong pertumbuban infrastrukiur dan iklim investasi
pemerintah.

9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadaly
untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi.

10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan

investasi.

8.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Peran BKPM dalam mielaksanakan agenda prioritas “Penguatan
Investasi” disesnaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU
Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM
melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan
menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan
ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat
memberikan rekomendasi agar sclaras dengan kebijakan umuni penananian
modal yang ditetapkan dalam UU Nemor 25 tahun 2007. Dalam rangka
koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

penanamarn modal.

Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.

3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanamarn modal.

4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha.

5. Menibuat peta penanaman modal Indonesia.

Mempromosikan penanaman modal.

7. Mengembangkan sekter usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal, antara lain meningkatkan Kkemitraan, meningkatkan
daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan
informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman
modal.

8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
vang dibadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penananian
madal.

9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan
penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

e
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Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab
terhadap pencapaian sasaran memningkatnya penanaman modal menjadi Rp
933 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk
sasaran yang lain akan  menjadi tanggung  jawab bersama
Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, posisi BKPM menjadi sangat penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam agenda pembangunan ekonomi
nasional. Penanaman modal memberikan efek penggénda‘ terhadap
perekonomian yang cukup Dbesar dengan mendorong sektor riil melalui
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang
dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian dalam menyusun Kkebijakan yang terkait dengan kegiatan
penanaman modal. Dokumen RUPM merupakan perencanaan yang bersifat
jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan
seluruh kepentingan sektoral terkait. Sejalan dengan dokumen tersebut,
BKPM perlu mempertimbangkan aral kebijakan sebagai berikut: (i) perbaikan
iklim penanaman modal; (i) persebaran penanaman modal; (iii) fokus
pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; (iv) penanaman modal yang
berwawasan lingkungan; (v) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
dan Koperasi (UMKMK); (vi) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif
penanaman modal; serta (vii) promosi penanaman modal.

Gambar 3.1 Fase Rencana Umum Penanaman Modal
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RUPM berisikan rencana aksi yang terbagi menjadi 4 (empat) fase
implementasi (Gambar 3.1), dan saat ini merupakan fase transformasi dari
percepatan pembangunan infrastruktur dan energi menuju pengembangan
industri skala besar. Hal ini juga telah sejalan dengan arahan perekonomian
Indonesia yang mengalami transformasi menuju industrialisasi,

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, BKPM menerjemahkan dua pilar
kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM,
yaitu: pertama adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya
saing, dan kedua adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas
dan berkelanjutan.
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A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing

Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk
meningkatkan penanaman modal secara nmum melalui percepatan realisasi
penanaman modal dari proyek "on the pipeline" melalui pemberian kemudahan
perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan
kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan penanaman modal secara
keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan
kecenderungan perlambatan pertumbulian ekonomi dan penanaman modal
yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut:

1. Meniberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan
perizinan dan nenperizinan penanaman modal; melalui:
a. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di

BKPM yang dilakukan mielalui:

1) Penguatan kelembagaan PTSP Pusat melalui pelimpahan atau
pendelegasian  kewenangan perizinan dan nonperizinan dari
Kementerian/Lembaga kepada BKPM atan menempatkan pejabat
penghubung (Liaison Officer/LO) Kementerian/Lembaga di BKPM.

2) Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses
perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.

3) Penguatan Investment Relation Unit dalam rangka meningkatkan
layanan pengaduan perimasalahan perizinan.

4) Peningkatan kapasitas aparatur PTSP.

5) Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih
tanggap.

6) Pemanfaatan SPIPISE untuk melayani penanam modal dan
mendorong penanam modal mengajukan aplikasi perizinan secara
online dan memanfaatkan fasilitas tracking system.-

b. Mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP di
daerah, antara lain melalui:

1) Penilaian kualifikasi PTSP di daeralx.

2) Sosialisasi dan pelatihan aparat PTSP terkait peraturan dan tata cara
pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam
pemibinaan PTSP di Daerah.

Pelaksanaan perizinan penanaman medal secara utul melalui PTSP Pusat
beserta proses penyederhanaan perizinan dilakukan secara bertahap mulai
dari sektor prioritas. Demikian pula, penguatan kelembagaan PI'SP di
daeralr dimulai dari wilayah yang sangat potensial dan strategis.

2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di
Pusat dan Daerah vang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui:

a, Mengembangkan aplikasi elekironik pelayanan  perizinan — dan

nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Pusat

dan Dacrah.
b. Mengembarngkan sistem pertukaran data untuk mengintegrasikan
sistem informasi pelayanan perizinar dan nonperizinan
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Kementerian/Lembaga dengan SPIPISE.

c. Mengembamngkant dan memanfaatkan online tracking system dalam
proses perizinan dan nonperizinan untuk PTSP Pusat dan Daerah, serta
dashboard informasi kinerja PTSP yang dapat diakses Menteri/Pimpinan
Lembaga dan Presiden.

d. Melakukan validasi dan pengolahan data untuk meningkatkan akurasi
dan pemanfaatan data penanaman modal untuk perencanaan,
monitoring, perumusan kebijakan dan pelayanan penanamarn modal.

3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan
dan mnonperizinan penanaman modal dimulai dari sekftor dan wilayah
pricritas:

a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait
penanaman modal.

b. Menyusun rekoniendasi penghapusan peraturan perundang-undangan
di pusat dan daerah yang menghanibat penananian modal.

4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal
dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan intuk mengembangkan
penanaman modal pada sektor prioritas, wilayali di Luar Pulau Jawa
khususnya Provinsi Papulia dan Papua Barat serta mendukung kebijakan
tertentu antara lain green investment dan transfer teknelogi, melalui
kegiatan:

a. Melakukan analisa sektoral, perbandingan kebijakan pemberian fasilitas
antar negara ASEAN dan daya saing serta dampak analisa perbaikan
prosedur.

b: Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur,
kewajiban dan monitoring

c. Melakuikan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kéwajiban penanam
modal dalam memanfaatkan fasilitas.

5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktil
memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan
penanaman modal (debottlenecking), melalui strategi:

a. Inventarisasi proyek penanaman modal strategis/prioritas yang
mengalami hambatan.

b. Identifikasi niasalah dan pénanggungjawab teknis.

c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis
untuk mencari solusi dan menyusun timeline penyelesaian masalah.

d. Mengusulkan perubahan regulasi jika diperlukar.

e. Monitoring dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian masalal
kepada Menteri/Kepala Lembaga serta Presiden dan Walkil Presiden.

B. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkmalitas Dan Berkelanjutan
Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang
berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal

pada sektor vyang menjadi prioritas nasional, mendorong penmerataan
pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan
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berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian

nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang

saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan
antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan. Adapun rincian arah
dan strategi yang akan ditemputh adalah sebagai berikut:

1. Menderong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas:

a. Ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi.

b. Industri padat karya.

c. Industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri
pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah
ekspor.

Industri kemaritimarn.

e. Industri substitusi impor bahan baku dan konsumisi untuk dalam
negeri.

f. Industri pengolahan produk pertambangan untuk miemberikan nilai
tambal ekspor.

g. Industri pariwisata.

Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal pada sektor tersebut

dilakukan melalui strategi:

a. Penyusunan rencana penanaman modal antara lain peta peluang
penanaman modal di sektor tersebut yang telah memperhatikan
kesesuaian dan ketersediaan lahan, potensi dan prioritas daerah,
jaminan bahan baku, serta arah kebijakan kementerian teknis terkait.

b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai prioritas tahap pertama
penyelenggaraan PTSP.

c. Perbaikan iklim penanaman modal melalui harmonisasi dan
penyederhanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sektor-
sektor tersebut.

d. Monitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-
proyek strategis, antara lain:

1) Menginventarisasi proyek PMA/PMDN strategis yang sudah
mendapat persetujuan dari Pemerintah (on the pipeline) yang perlu
difasilitasi.

2) Penyusunan inventarisasi masalah masing-masing proyek.

3) Fasilitasi penyelesaian masalah perizinan dan nonperizinan dengan
kementerian/lembaga dan daerah.

4) Penyusunan rencana aksi bersama pemilik proyek untuk menyusun
timeline penyelesaian permasalahan (oleh PTSP Pusat).

5) Pelaksanaan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi setiap 3
(tiga) bulan.

e. Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal kepada
Pemerintah antara lain:

1) Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa tax allowance, tax
holiday, serta pembebasan bea masuk atas barang impor barang
modal dan bahan baku/penolong.

2) Peraturan perundangan terkait Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup
dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

B
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3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang khususnya untuk sektor
prioritas terkait penanaman modal untuk menjamin kepastian
hukum dan menarik bagi penanam modal.

f. Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi nntuk
memasarkan sektor-sektor prioritas tersebut.

Khusus sektor ketenagalistrikan, percepatan realisasi kegiatan penananian

madal dilakukan melalui antara lain:

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor
ketenagalistrikan melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama.

b. Penyederhanaan waktu dan prosedur perizinan terkait dengan sektor
ketenagalistrikan (saat ini masih diperlokan 52 izin / rekomendasi /
pertimbangan teknis),

c. Percepatan pemberian izin; antara lain:

1) Pemberian dispensasi izin kehutanan (memberikan izin bekerja di
hutan sambil menyelesaikan Izin Pirfjam Pakai Kawasan Hutan).

2) Penerbitan izin jetty secara otomatis apabila Pemda sudalh
menerbitkan izin lokasi/ izin penetapan lokasi.

3) Penetapan Perhutani sebagai penerima kuasa dari pengguna hutan
untuk membeli lahan pengganti hutan dan menghutankannya.

4) Keniudahan pemberian izin terhadap rencana pengembangan sektor
ketenagalistrikan tanpa perlu menunggu perubahan RTRW.

5) Pembentukan Tim Pengadaan Tanah khusus program 35 GW.

d. Percepatan proses pengadaan melalui persetujuan  proyek
ketenagalistrikan tahun jamak (multi year).

e. Jaminan pasokan gas antara lain:

1) Persetijuan tambahan alokasi gas dan LNG untuk PLN.
2) Persetujuan mekanisme bisnis BBG antara PLN dengan penyedia
gas tanpa nielalui trader.

f.  Pemberian insentif tarif berupa feed-in tariff untuk pengembangan EBT,
khususnya berdaya kecil.

g. Pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam
pembangunan pembangkit Ilistrik serta memasok industri misalnya
melalui skema power wheeling agar PLN tidak menjadi satu-satunya
off-taker.

h. Promosi secara terfokus dan efektif untuk menarik minat penanam
modal di sektor ketenagalisirikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPM

untuk mendorong penanaman meodal di sektor-sektor prioritas secara rinci

dapat dilihat pada Anak Lampiran 1.

Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi

Papua dan Papua Barat yang dilakukan melaluai:

a. Pemetaan potensi sektor-sektor prioritas di wilayah-wilayah Luar Pulan
Jawa, kebutuhan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus:

Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik.
Koordinasi dan fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal di
Provinsi Papua dan Papua Barat. BKPM akan menyusun rencana aksi,
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fasilitasi dan monitoring secara berkala pelaksanaan rencana aksi
tersebut.

d. Mendorong percepatan pengusulan, penetapan dan pengembangan 7
(tajul) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 14 Kawasan Industri (KI)
beserta dukungan infrastrukiur dan regulasinya khususnya yang
berada di Luar Pulau Jawa.

e. Koordinasi dan fasilitasi harnionisasi kebijakan penanaman modal dan
fasilitas fiskal serta pemberian kemudahan ekspor impor di kawasan
pengembangan ekonomi, antara lain Kawasan ekonomi Khusus (KEK)
dan Kawasan [ndustri (KI) khususnya yang berada di Luar Pulau Jawa.

f. Penyelesaian peraturan mengenai pelimpahan kewenangan perizinan
dan nonperizinan Pusat dan Daerah kepada administrator KEK.

g. Fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan
untuk kawasan pengembangan ekonemi khususnya di Papua dan
Papua Barat.

h. Meningkatkan kapasitas daerah khususnya di Luar Pulau Jawa dalam
mempromosikan potensi wilayahnya dan mempersiapkan daerahnya
menerima dan melayani penanam modal.

Rincian rencana aksi terkait pengembangan wilayah tahun 2015-2019

secara rinei dapat dilihat pada Anak Lampiran TI.

3. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian
melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, BKPM akan
melakukan kegiatan:

a. Penyediaan kajian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
yang diwajibkan untuk bermitra dan bentuk kemitraan.

b. Penyediaan daftar UKM yang potensial dan perusahaan skala besar
yang wajib bermitra sesuai daftar bidang usaha yang tertutup dan
terbuka déengan persyaratan di bidang penanaman modal.

c. Pelaksanaan matchmaking UKM dengan perusahaan skala besar yang
wajib bermitra dan melakukan monitoring

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka
pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
a. Pengembangan dan pendayvagnnaan perain Kantor Investasi Luar Negeri
(Indonesian Investment Promotion Center/IIPC).
b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang
dapat dilakukan melalui:
1) Market intelligence.
2) Pengembangan bahan promosi dalam berbagai media.
3) Mengundang perusahaan yang berhasil mengembangkan usahanya
di Indonesia untuk menyampaikan success story dalam kegiatan
promosi BKPM di negaraiya.
4) Mempromosikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebil
konkret tidak hanya petensi penanaman modal.
¢. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis
antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
d. Perubahan mindset dari promosi menjadi marketing.
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e. Peningkatan promosi ke dalam negeri khususnya kepada perusahaan
yang telah menanamkan modalnya untuk mengembangkan usahanya.

f. FPasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi.

g. Fasilitasi penanaman modal kelnar (outward investment) dalam rangka
mendiikung ketahanan éenergi (energy security) dan ketahanan pangan
(food security) serta mewujudkan Indonesia menjadi regional player
khususnya di ASEAN.

5. Dalam rangka menderong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM
sesuai dengan perannya sebagai front office dan clearing house agent akan
secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga financial closing.
Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun 2015-2019 secara
lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD maupun yang akan
ditawarkan kepada swasta dapat dilihat dalam Anak Lanipiran 111.

6. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonemi internasional wuntuk
kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja sama
penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta
melindungi dan mendorong penanaman modal [ndonesia keluar (outward
investment). Kebijakan ini akan dilakukan melalui:

a. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha.

b. Mengembangkan kerangka kerjasama penanaman modal dalam rangka
meningkatkan daya saing bersama di pasar global.

c. Menyusun template Bilateral investment Agreement/BIT dan Concession
Treaty berdasarkan hasil review perjanjian BIT agar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kerjasama internasional kepada
dunia usaha dan pemerintah daerah,

e. Menyiapkan pesisi Pemerintah Indenesia dalam fora internasional.

7. Meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan unit-unit kerja agar lebili efektif dan terintegrasi, melalui:
a. Meningkatkarn kualitas perencanaan penanaman modal.

b. Menyiapkan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara
sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktue.

c. Menyiapkan dan mengemas informasi usulan proyek-proyek prioritas,
pengembangan kawasan, infrastruktur prioritas.

d. Melakukan market sounding dan policy dialogue proyek prioritas.

e. Menyiapkan usulan fasilitas dan regulasi untuk mendorong percepatat
realisasi penanaman modal proyek prieritas.

f.  Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana strategis BKPM.

3.3 Program dan Kegiatan BKPM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan
BKPM Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BKPM (Generik)

Program ini dimaksndkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
BKPM, amntara lain penyelenggaraan PTSP dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bhaik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini
adalah meningkatnya akuntabilitas kelembagaan, dengan indikator adalah
sebagai berikut :

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
b. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE).
Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.
Pengembangan sumber daya manusia.
Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.
Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM.
Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan
pelayanan huobungan masyarakat, keprotokolan, dan tata usaha
pinipinan.
Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM.
Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di
lingkurigan BKPM.

Booan g

=L

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
BKPM melalui penyediaan sarana dan prasana aparatur yang memadai.
Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah mieningkatnya kinerja
lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalani rangka menunjang
migas dan fungsi BKPM dengan indikator indeks kualitas dan kuarntitas sarana
dan prasarana.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan /
pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya
termasuk penycediaan bantuan pengadaan alat pengolahan data (Personal
Computer/PC) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu sub
agenda prioritas nasional “Penguatan Investasi”. Sasaran yang akan dicapai
melalui program ini adalah meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
dan realisasi investasi, dengan rincian sasaran program sebagai berikut:

a. Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan
rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif
dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
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b: Meningkatnya iklim penanaman moedal dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal.

Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi

yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri

vang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman niodal,

d. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan
melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal.

e. Meningkataya kualitas pelayanan penanaman medal yang prima dan
responsif melalui PTSP Pusat dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal.

f. Meningkatnya  realisasi penanaman modal melalui kegiatan
pemantauan, pembinaan, dan péngawasan pelaksanaan penanaman
modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

9

Indikator Sasaran Program Peringkatan Daya Saing Penanaman Modal adalah
sebagai berikut :
a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha,
b. Rencana investasi.
c.. Persentase kesepakatan/perjanjian/ perundingan kerjasama penanamarn
modal yvang telah diimplementasikan,
d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal
pada PTSP Pusat di BKFPM.
e. Realisasi penanaman madal.
f. Peta potensi sektor prioritas.

Program Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
dilaksanakan melalni kegiatan:

Bidang Perencanaan Penanaman Modal

a. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri
agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

b. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri
manufaktur.

c. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan
kawasan.

d. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekenomi
Khustus (KEK).

e. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.

f. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Bidang Pengembangan Tklim Penanaman Modal

a. Deregulasi kebijakan penanaman modal.

b. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).
c.. Pengembangan potensi penanaman modal daerali.

d. Pemberdayaan usaha nasional.
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Bidang Promosi Penanaman Modal

a. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.

b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam
dan Inar negeri.

c¢. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.

d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman
modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

Bidang Kerjasama Penanaman Medal

a. Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.

b. Kerjasama regional di bidang penanaman modal.

c. Kerjasama dengan dunia unsaha asing di dalam dan di luar negeri di
bidang penanaman modal.

Bidang Pelavanan Penananian Modal

a. Peningkatan kualitas pelayanan persetujuan penanaman modal,
b: Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal:

c. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penianaman modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah 1 (Suniatera).

b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah [ (DKI Jakarta,
D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).

c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Jawa Barat,
Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi)

d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

e. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pinto (PTSP)
penanamain modal di daerah.

3.4 Kerangka Kelembagaan BKPM

Dalam RPJMN 2015-2019, dalam rangka mengoptimalkan dan
mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan terdapat 3 (tiga)
mekanisme pelaksanaan kebijakan (delivery mechanism) vaitu kerangka
regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka
kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 adalah perangkat Kemeriterian/Lembaga
struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara
yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakar,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Bagian kerangka kelembagaan ini akan menjelaskan mengenai
kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam wupaya
pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar umnit
organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya
manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia,
baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
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Penyusunan kerangka kelembagaan harus mempertimbangkan prinsip-
prinsip:

1. Keterkaitan, kontribusi dan peran K/L dalam mencapai tujuan
pembangunan jangka panjang di dalam RPJPN, prioritas pembangnnan di
dalam RPJMN, dan visi misi Presiden.

2. Penataan kelembagaan yang mengacu kepada kebijakan pembangunan,
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang-
undangan terkait yang berlaku, dan wmemperhatikan prinsip-prinsip
pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.

3. Terbentuknya struktur organisasi untuk mewujudkan rencana kerja yarig:

a. sejalan dengan upaya pencapaian visi misi Presiden.

b. sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L yang
bersangkutarn.

¢. sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4. Merupakan proses evaluasi (audit) terhadap struktur -organisasi
kelembagaan yang sudah ada.

RPJMN 2015-2019 menetapkan "Penguatan kelembagaan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu tingkat pusat (PTSP Pusat) yang dilengkapi
dengan online tracking system dan transparansi informasi tahapain proses,
lama waktu guna meningkatkan iklini investasi dan iklim usaha yang lebih
kondusif" sebagai prioritas penguatan kerangka kelembagaan dan menjadi
tugas BKPM.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk
mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,
mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Perpres tersebut
merupakan pengganti Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Peraturan Presiden yang
baru tersebut utamanva Dbertujuan untuk menghilangkan dualisme
kelembagaan antara Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Penanaman Modal
(PDPPM) Previnsi dan Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal:

Dalam Perpres yang baru selain pelimpahan atau pendelegasian
kewenangan pemberian izin onsaha oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada
Kepala BKPM, semua K/L menempatkan pejabat penghubuing pada PTSP
Pusat di BKPM untuk memproses perizinan dan memberikan pelayanan
informasi. Dengan demikian, BKPM nienangani izin prinsip, Angka Pengenal
lmpor-Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), fasilitas bea
masuk, dan fasilitas perpajakan serta izin usaha yang baru dilimpahkan atau
didelegasikan oleh K/L sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Jenis dan Alur Proses Perizinan dan Nonperizinan di
Bidang Penanaman Modal

BKPM

i P "
: y
=
g .
=
A | IZIN PRINSIP

Aok ; = Fasilitas bea masuk

rela Pangsl !

Importie- MESIN

Produsen (APHH) ® Tax Allowance atau
g Toxhiohidey, PERIZINAN USAHA/
S PENDUKUNG LAINNYA
2 1ZIN USAHA
g

* Fasilitas bea masuk
BARANG DAN
BAHAN

AngkaPengenal
Imporair-Umuem
(ARf-L5)

PRODUKS!/ OPERAS!
KOMERSIAL

Saat ini telah ada 22 K/L yang melinipahkan atau mendelegasikan
wewenang pemberian izin usahanya serta menempatkan pejabat penghubung
(Liaison Officer/LO) pada PTSP Pusat di BKPM. K/l tersebut adalah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungat
Hidup dan Kehutﬂilan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pertahanan, Kepolisian
Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standarisasi
Nasional, Lembaga Sandi Negara, serta PT. PLN Persero.

Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terdapat di BKPM
tersebut telah mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) antara 3-10 hari
kerja. Adapun pelayanan perizinan dan nonperizinan yvang diselenggarakan di
BKPM telall mendapatkan sertifikat SNI [SO 9001:2008 (Quality Management
System Requirements) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sejak
taliun 2013. Mekanisme SOP serta pelayanan perizinan dapat dipantau
melalui Service Performance Monitoring (SPM) dashboard yang dapat diakses
oleh Presiden, Wakil Presiden, dan K/L yang tergabung dalam PTSP Pusat di
BEKPM. Sementara itu, penanam modal dapat memonitor proses pelayanan
perizinan atau nonperizinan melalul fracking system yang terdapat dalam
SPIPISE. Hal ini dilakukan demi tercapainya proses perizinan yang cepat,
sederhana, transparan dan terintegrasi. Skema mekanisme layanan pada PTSP
Pusat di BKPM dapat dilihat pada Ganibar 3.3.
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Gambar 3.3 Mekanisme Layanan di PTSP Pusat
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Pelaksanaan fungsi PSP Pusat serta infegrasi dengan PTSP Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam pelayanan penanaman modal dilakukan secara
bertahap yaitu tahap persiapan, tahap integrasi Pusat dengan
Kementerian/Lembaga (K/L), serta tahap integrasi perizinan tingkat daerah.
Rencana kerja menuju PTSP Pusat dan integrasi perizinan tingkat daeraly
adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Peluncuran layanan perizinan online
2. Integrasi Pusat dengan K/L
Bidang Usaha Prioritas 1
- Rapat koordinasi teknis (Rakortek) K/L bidang prioritas I
- Penugasan Person in Charge (PIC) dari setiap K/L
- Penerbitan Peraturan Menteri pelimpahan wewenang
- Persiapan infrastruktur di BKPM
- Persiapan infrastruktur IT (Telkom)
- Penugasan pejabat I{/L (LO) di BKPM
- Evaluasi dan penyempurnaan
- Launching PTSP Pusat
Bidang Usaha Prioritas IT
- Rakortek K/L bidang prioritas II
3. Integrasi Perizinan Tingkat Daerah (secara bertahap)
Tahap pertama: S Provinsi — 12 Kabupaten/Kota
- Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Persiapan infrastruktur dan BPM-PTSP
- Uji coba daerah prioritas
- Pelaksanaan PTSP di Daerah
Tahap-tahap berikutnya:
- Replikasi penerapan di seluruh PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota, KEK,
dan KPBPB
Penyelenggaraan PTSP Pusat tahap 1 ditargetkan untuk melayani perizinan
dan neonperizinan penanaman modal pada 7 (tujuh) sektor prioritas, kemudian
dilanjutkan tahap II untuk keseluruhan sektor lainnya.
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Saat ini, BKPM telah mengajukan usulan struktur kelembagaan dan tata
laksana BKPM yang baru dalam rangka menjawab tantangan, meningkatkan
keterkaitan unit kerja dan peran BKPM untuk mendukung penecapaian
sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta melaksanakan amanat
Undang-Undang Nomior 25 Tahun 2007 tentang Pénanaman Modal dan
Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Mengingat bahwa struktur kelembagaan masih dalam proses untuk
mendapatkan persetujuan dari Presiden, maka Renstra BKPM 2015-2019
masili menggunakan struktur kelembagaan yang lama. Jika struktur
kelembagaan baru disetujul sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014, maka akan dilakukan revisi
Renstra BKPM 2015-2019. Struktur kelembagaan BKPM tahun 2015-2019
dapat dilihat pada Gambar 3.4.
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Gambar 3.4 Struktur Kelembagaan BKPM Tahun 2015-2019
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3.5 Kerangka Regulasi Penanaman Modal

Kerangka regulasi adalalh perencanaan pembentukan regulasi dalam
rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan
penyelenggara Negara dalam rangka niencapai tujuan bernegara. Bagian
kerangka regulasi penanaman medal ini berisi fentang gambaran umum
peraturan perundang-undangan yang dibutubkan oleh BKPM dalam
pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan
kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan
penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan,
antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal:

a. Perubahan peraturan perundang-undangan sektoral dalam rangka
penyederhanaan petrizinan dan nonperizinan terkait dengarn penanamart:
modal baik jangka waktu lama preses maupun jenis perizinan dan
nonperizinan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintali
Non Kementerian.

b. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan
standar prosedur dan waktu pengurusan perizinan dan nonpeérizinan
penanaman medal yang akan menjadi payung hukum bagi semua
Kementerian/Lembaga Pemerintalh Non Kementerian dan pemerintah
daerah untuk mengoptimalkan implementasi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP).

c. Pembenahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, terutama bagi: (i) investor yang
berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional; (ii)
investor yang mengenibangkan industri yang dapat mienghasilkan balian
baku atau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yang
mengem bangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri;
serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, dengan mempertimbangkan
aspek kesulitan geologi dan mendoreng peningkatan produktivitas
sumur-sumur tua, eksplorasi daerah baru, dan laut dalam.

d. Melakukan review secara berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertuntup dan Bidang
Usaha yang Terbuika dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta kesepakatan internasional vang baru.

2. Dalam rangka peningkatan layanan penanaman modal:

a. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden sebagai dasar hukum
pengaturan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait
dengan penanamain modal dari Kementerian/Lembaga Pemerintalh Non
Kementerian.

b. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden terkait peta jalan
harmonisasi regulasi untuk percepatan investasi. Harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perizinan dan nonperizinan di pusat dan daerah
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untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan mendoreng
perbaikan iklim penanaman modal yang lebih kondusif.

¢. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/IKepala Lembaga Pemerintali
Non Kementerian dalam rangka percepatan pemberian perizinan dan
nonperizinan terkait dengan penanamarn modal.

d. Mendoreng penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintal
Non Kementerian mengenai pelimpahan/pendelegasian wewenang yang
belum dilimpahkan/didelegasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintah Nen Kementerian kepada Kepala BKPM.

Selain  itu, akan dilakukan upaya perbaikan beberapa peraturan
perundang-undangan untuk mendorong percepatan realisasi dan
meningkatkan daya tarik penanaman modal, antara lain:

a. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertanahan
dan perizinan lokasi.

b. Mendorong perubahan  peraturan perundang-undangan  terkait
penanaman modal di bidang kerjasama pemerintah dengan badan usaha
dalam penyediaan nfrastruktur untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur.

c. Mendorong perubahan  peraturan  perundang-undangan  terkait
pembatasan kenaikan upall provinsi dan kabupaten/kota yang
mengakibatkan beban industri semakin besar dan menurunkan daya
saing sehingga akan tercipta hubungan industrial yang sehat dalam
penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya
manusia di Indonesia.

d.Mendorong  perubahan  peraturan perundang-undangan  terkait
penyederhanaan perizinan lingkungan.

e. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB).

f. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait
ketahanan pangan.

g. Mendorong penerbitan peraturan terkait fasilitas, kemudahan dan/atau
insentif penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus seperti
mendorong penerbitan peratitran pemerintah tentang fasilitas fiskal yang
merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khiusus untilk dapat niemberikan kepastian dan
kemudahan bagi investor untuk melakukan penanaman medal di
Kawasan Ekonomi Khusus.

h. Mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintali Nomor 1 Tahun
2007 tentang Fasilitas Pajak Pernighasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
agar fasilitas tax allowance dapat diberikan sesuai dengan bidang
tisaha/sektor prioritas baru, pengembangan KEK, mendorong
pemerataan penanaman modal di luar Jawa khususnya Papua dan
Papua Barat serta pengembangan infrastruktur dan konektivitas.

i. Mendorong penerbitan peraturan perundang-undangan terkait fasilitas
pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan meliput:
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1) Industri pionir strategis.

2) Industri padat karya.

3) Industri yang memberikan nilai tambah, orientasi ekspor dan
substitusi impor.

4) Penanaman modal untuk pengembangan daecrali-dacrah remote dan
perbatasan.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari target penanaman modal, target kinerja dan kerangka
pendanaan:

4.1 Target Penanaman Modal

Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, Pemerintah
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,0%, tingkat inflasi rata-
rata 4,0% dan mnilai tukar ratasrata Rp 11.900. Untuk mendukung
pertumbuihan ekonomi tersebut, dibutithkan total investasi (PMTB) Rp 22,534
triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode 5
(lima) tahun sebelumnya (2010-2014). Peran PMTB terhadap PDB pada periode
2015-2019 rata-rata sebesar 35,4% atau meningkat dibandingkan periode 5
(lima) tahun sebelumnya (32,6%). Dengan demikian, diharapkan peran
investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk membiayai sumber investasi tersebut, diharapkan dari kredit
perbankan sebesar Rp 5.694 triliun, penerbitan saliam sebesar Rp 734 triliun,
penerbitan obligasi sebesar Rp 3.428 triliun, dan dana internal masyarakat
atau perusahaan sebesar Rp 8.555 triliun. Sisanya diharapkan akan dibiayai
melalui perubiayaan luar negeri sebesar Rp 4.070 triliun.

Tabel 4.1 Proyeksi Ekonomi Makro dan Sumber Investasi

Total Proyeksi Tabun " Total
2010-2014 2015 2016 2017 2018 2013 2015-2019+
Pertumbnhan PDB (%) 6,0 5.8 6,6 7,1 7.5 8,0 7,0
Inflasi 8,2 50 4,00 4,0 35 35 4,0
Kuss milai tukar Rupiah 11600  12.000 12.150 12.100 12.050 12.000  11.900
Kurs nilai tukar Rupiah (digunakan ' .
A/ PYDN) plah (digu 10.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12,000  12.000
PDB Harga Berlaku 41.384 11:837 13.224 14.829 16.562 18.514 74.996
Investasi (PMTB) (Rp Triliun) 13470 3,945 4500 5,188 5978 6947 26,558
- Investasi Pemerintah (Rp Trilinn)  1.048 403 673 763 937  1.158 4,024
- Investasi Masyarakat (Rp Trﬂi’un) 12431 3.452 3.827 4425 5.042 35.789 22.534
a. Kredit Perbankan (Rp Triliun) 2.480 7524 894 LOTR 1323 1.646 5.694
% PDB 58 64 68 7.8 80 88 76
b. Luar Negeri (Rp Trilinn) 9.111 617  7o3 799 9Ll 1.040 4.070
% PDB 50 52 53 &4 55 56 54
¢. Penerbitan Saham (Rp Trilinn) 270 74 103 132 181 224 734
% PDB 0.6 66 08 10 L1 12 10
d. Penerhitan Obligasi (Rp Triliun) 1,203 443 606 705 803 925 3428
% PDB 28 38 46 48 49 50 46
- D?“‘l @ Internal Masyarakat:(Rp 6256 1565 1521 L1691 1894 1954 8555
% PDB 14.9 132 11,5 11,4 11,0 10.5 114

Keterangan:*) Pertumbuhan FDB dan-inflasi dihitung berdasarkan rata=rata
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionial 20152019, diolah BKFM

Pertumbuhan investasi periode 2015-2019 akan didorong oleh investasi
Pemerintah dan Masyarakat. Investasi Pemerintah diharapkan akan
meningkat peranannya, terutama uantuk membiayai proyek-proyek
infrastruktur, yaito dari 9,6% pada talun 2014 menjadi 16,7% pada tahun
2019. Adapun investasi masyarakat termasuk dunia usaha diharapkan juga
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meningkat secara nominal dari Rp 3.144 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp
5.789 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 84%.

BEKPM menargetkan penanaman modal (PMDN dan PMA) tumbuh rata-
rata 15,1% pada periode 2015-2019 yaitu dari Rp 463,1 triliun pada tahun
2014 menjadi Rp 933,0 triliun pada talhun 2019. Penentuan target tersebut
telah mempertimbangkan potensi penanaman modal dan risiko ketidakpastian
dan perlambatan ekonomi dunia.

Tabel 4.2 Proyeksi Ekonomi dan Investasi Tahun 2015-2019

2014 — ___Proyeksi Talum _ __Total
2016 2016 2017 2018 2019 2015:2019%
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun) 102008 11,837 131224 14.8290 16562 18514  74.99
Investasi (PMTB) harga berlaku

. = R BEES,
{Rp Trilivn) , 3.477 3.945 4.500 5.188 5.978 6,947 26558
Investasi berdasarkan Institusi
I. Pemerintah (Rp Triliun) 383 493 673 768 937 1.138 4,024
% PMTE 926 125 15.0 147 137 167 149
% Perturmbuhan 279 4810 365 183 228 23,6 282
II. Masyarakat (Rp fI&i]i'u;x) 3.144 3452 3.827 4-425 5.041 5,789 22.584
A, Koperasi, Usaha Mikro dan o o o
Kecil (Rp Trilivn) 7176 865.9 9828 L1671 L3521 1.599,1 5.9870
% PMTE 20,6 22,0 21,8 2.3 22,6 23,0 224
% Pertumnlruhan 198 2047 135 17,7 16,8 18,3 174

B. Usaha Menengah dan Besar o 400 | 95857 28443 32677 86895 41899 16577,

(Rp Triliun)

1. PMDN dan PMA § = =3 y
RBp T .l.“n;' 4631 519.5 594.8 678.8 7925 933.0 3.5186
% PMTB 13,3 132 13.2 134 133 13.4 132
% Pertumbuhan 16:2 122 143 14.1 18.7 7.7 15:1

2. Lain-lain (Huln Migas)
(Rp Triliun)
Keterangan: : %) Persentase dihitung berdasarkan rata-rata, angka PDB yang digunakan
merupakan harga dasar tahun 2010
Sumber . Rencana Pembangunan Jangka Menengoh Nasional 2015-2019 dan Kementerian,
Koperasi dan UKM, serta diolah BKPM

19630 20662 2.2495 25889 128970 3.256.9 13,0585

Sesuai dengan meningkatnya kemampuan péngusahia dalam negeri dan
berbagai upaya yang akan dilakukan wuntuk membangun kemandirian
ekonomi, PMDN diharapkan meningkat peranannya dari 32,7% pada tahun
2014 menjadi 38,9% pada taliun 2019. Untuk itu, PMDN diharapkan tumbul
rata-rata 19,5% pada periode 2015-2019. Peran PMA masih diperlukan untuk
kegiatan usaha yang risikonya masih tinggi, biaya yang Desar, membuka akses
pasar, dan transfer teknologi. Selain itu, seperti terlihat pada Tabel 4.3 bahwa
masih dibutuhkan pendanaan dari luar negeri untuk menjaga ketahanan
neraca pembayaran yang diperkirakan masih menghadapi tekanan dari neraca
perdagangan (defisit ekspor-impor):

Tabel 4.3 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sumber Dana

N L Proyeksi Tahrm Tatal
e 2018 015 2016 2017 015 2pag  2015201%¢
PMDN (Rp Triliun) 156,1 175,8 2034 249,8 297,8 363,0 1.294,8
% Total 337 338 35,0 368 376 389 364
% Pertumbulian 218 126 18,6 199 192 219 195
PMA (Rp Trilinm) 307,00 343,77 3864 429,0 4947 569,9 2.223,8
Dalam USD miliar 292 286 323 35,8 412 475 185,3
% Tatal 663 662 65,0 632 624 61.1 636
% Pertumbuhan 135 120 24 11,0 1553 152 138
TOTAL 463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 983,0 3.518,6

Keterangan: ¥) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata
Sumber : Hastl Analisis, 2014
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Kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memperkuat struktur
ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dari Tabel 4.4 terlihat
bahwa peran penanaman modal di sektor sekunder meningkat dari 42,9%
pada tahun 2014 menjadi 535,5% pada tahun 2019 sesuai dengan bidang
usaha prioritas nasional. Fenanaman modal di sektor primer masih dianggap
penting, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin pasekan
bahan baku hilir perkebunan, mineral dan energi, serta sektor prioritas
kemaritiman. ‘Sementara itu, sektor jasa akan diarahkan untuk logistik dan

tenaga listrik.

Tabel 4.4 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sektor

e Proyeks) Tahus . Totaul
o 2014 Too15s 2016 2007 2018 2019 20152019
Printer (Rp Trilian) 91,5 88,4 97,6  107,9 1193 1318 550,2
% Total 198 170 16,4 1559 15,1 14,1 157
% Pertumbulian 5.4 34 10.4 106 106 105 65
Sékunder (Rp Triliuni) 1989 267,5 313,5 863,2 4319 517,8 1.893,9
% Total 420 515 52,7 535 54,5 555 535
% Pertumbulian -1l 3435 17.2 159 189 19.9 1956
Tersier (Rp Trilium) 172,7 163;6  183,7 207,7 2413 2834 1.079,7
% Total 37.3 315 30,9 306 30,4 8054 30.8
% Pertumbihari 55.9 5.3 12.3 13.1 16.2 17:4 14.0
TOTAL 463,1 5195 594,8 678,8  792,5  933,0 3.518,6
Keterangan: ¥ Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata
Sumber : Hastl Analisis, 2014
Untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah,

penanaman modal akan didorong ke Inar Pulau Jawa, khususnya indnstri
pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti smelter, hilirisasi
perkebunan dan kemaritiman. Untuk itu, peran penanaman modal di luar
Pulau Jawa diharapkan meningkat dari 43,1% pada tahun 2014 menjadi
62,0% pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 23,7% yaitu dari Rp 199,8

triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 578,5

trilivn pada tahun 2019

sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.5. Untuk itu, perlu didukung
dengan pembangunan infrastruktur,
Khusus (KEK), dan pemberian insentif fiskal.

pengembangan Kawasan BEkononii

019 Berdasarkan Wilay-ah

Tabel 4.5 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2

- Proyeksi Tahun Total
i 2014 3575 goie  so1v  30is IS 20152019

Jawa (Rp Triliun) 263,3 282,6 3026 3174 3376 354,5 15947
% tutal 56,9 544 50,9 46,8 42,6 38,0 46,5
Sumatera (Rp Triliun) 71 75,2 90,2 106,5 132,2 163,1 567,2
Yctotal 15,3 14,5 152 157 1647 17,5 159
Kalimantan (Rp Triliun) 71,6 74,5 88,8 109 128,1 156,9 857,3
% total 5.5 143 149 I6;1 62 16.8 187
Sulawesi (Rp Triliun) 29,2 27,8 38,1 51,3 72,7 102,6 292,5
Y total 63 5.3 6.4 7.6 92 1.0 78
Bali dan Nusa Tenggara (Rp Triliun) 11,1 19,0 24,9 31,9 43,2 58,1 i77,1
% rotal 24 3.7 4.2 4.7 55 6.2 4.8
Malukn (Rp Trilinn) 1,4 7,3 9,5 134 16,1 18,7 65
Yortatal 0,3 14 1.6 2,0 20 2,0 1.8
Papua (Rp Triliun) 15,5 33,2 40,8 49,3 62,6 79,1 265
Y% toteal 33 64 6.9 7.3 78 85 74

TOTAL 463,1 519,5 594,8 673,83 792,5 933,0 3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbithan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber | Hasil Analisis, 2014
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Matrik proyeksi penanaman modal 2015-20 19 berdasarkan sektor dan
wilayali secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran V.

4.2 Target Kinerja

Berdasarkan proyeksi penanaman modal 2015-2019, BKPM menyusun
target Kinerja Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Dalam upaya mencapai target kinerja pada masing-masing program, BKPM
menyusun kegiatan yang secara rinei dapatdilihat pada Anak Lanipiran V.

Tahel 4.6 Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019

e T 2015 34 2!
. E‘erhalkan 8 " - 5 5
mkzem‘rﬁ ucILqu. ‘bmerus ahia prosecdur’  prosedur — prosedur prosedur  prosedur’
. Reﬁcz‘ma investasi 86387 991.3T 1131.3T 1320.8T 1555.0
= Persentase
kesepakatan /
perianjian/
prouncingan 78% a5% 86% 7% 88%

Meningkatnya kerjasama

g?ﬁfg;{lam kualitas iklim penanaman modal
daya saing peRahamen yang t=lah ;
pgﬁanamah modal dan diim plementasikan
roal fea;hsa’sll » Indeks Kepuasan
mvestasi masyarakat {TKM)
atas pelayanan 310 dan 3,15 dari 320 dari 3.25 dari 3,8 dari
penanaman modal: skala 4 skala 4 skala 4 skala 4 skala 4.
pada PTSP Pusat-di
BKPM
o Realisasi i : Py :
e & modal stasr  sejer RRGTBST  TOAST  9asoT
e Peta Potenst Sektor " -
prioritas 12 12 14 14 14
Program » Opini Badan
dolkungan Penreriksa WTP WTP WTP WTP WTP
manajemern Meningkatnya Keuangan (BPK)
::f\aksmam ;:;lﬂnntzlm:ﬁ ® Kategor! Laporan
rogas ks 98 iiterja Mstansi B B B A A
lainnya BKPN Pemerintah
Meningkatnya
kinerja
lembaga
Program melalni
penungkeatan,  kefemedipan  Indeks Kualifes dan 2.8 dari 3.1 dari 3,8dari 34 dari 3.6 dari
SETAnAKAn saranmden,  Ruenfessepanaden o5 skala 5 skala 5 skala 5 skala 5
prasarana  prsarana prasarana
aparatir BKPM  dalam rangka
menunjang
tugas dan
fungsi BKPM

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk menunjang program kegiatan BKPM Tahun 20135-2019 telal
ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp 3.250 miliar yang akan didanai melalui
APBN yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Rincian kebutithan pendanaan untuk
masing-masing kegiatan tiap tahun dapat dilihat pada Anak Lampiran IV.
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Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2015-2019

434,19

oo s o aal 479,10 480,20 51071 50822 241242
Program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis 148,57 149,59 16201 163,11 171,08 794.35

lainnya BKPM

Program peningkatan sarana dan v . 5 - .

prasarana aparatur BKPM 723 9,00 9.00 9.00 3,00 45423
TOTAL ANGGARAN 589,99 637,69 651,21 682,82 688,30 3.250,00

www.peraturan.go.id



2017, No.217 56

BAB V
PENUTUP

Agar dapat lepas dari Middle Income Trap, dalami Buku [ Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah
menargetkan pertumbuban ekonomi yang tinggi yaitu rata-rata 7,0% dan
investasi (PMTB) rata-rata 10,2% pada tahun 2015-2019. Untuk mencapai
pertumbuhan PMTB yang tinggi tersebut, BKPM menargetkan pertumbuhan
PMDN/PMA rata-rata 15,1%: Sejalan dengan RPJMN, pada periode 2015-2019,
BEKPM juga akan mendorong peningkatan kualitas penanaman modal. Kualitas
penanaman modal tercermin dari makin meningkatnya peranan PMDN,
meratanya sebaran penananian modal, peningkatan penanaman modal yang
memberikan nilai tambah tinggi; penguatan struktur ekonomi (mendukung
hilirisasi dan ketahanan neraca pembayaran), serta penciptaan lapangan
pekerjaan. Selain itu, BKPM akan memulai mendorong penanaman rmodal ke
luar (outward investment)] dalam rangka mendukung ketahanan pangan,
energi, dan perluasan pasar (menjadi regional player).

Target kunantitas dan kualitas penanaman modal talun 2013-2019,
dapat dicapai dengan berbagai kebijakan yang mendukung penanaman modal,
salah satunya adalah peningkatan iklim penanaman modal dan peningkatan
promosi penanaman modal di-dalan negeri. Salah satu kebijakan peningkatan
iklim penanaman modal yang akan dilakukan oleh BEPM adalah
pembentukan PTSP Pusat dan Daeral; serta harmonisasi dan penyederhanaan
peraturan di bidang penanaman modal. PTSP Pusat direncanakan akan mulai
berjalan sejak awal tahun 2015. Sementara itu, PTSP Daerah direncanakan
akan mulai beroperasi penuli pada akhir tahnn 2016. Selain itu, harmonisasi
dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal sangat penting
untuk dilakukan mengingat banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan
lamanya proses perizinan baik di Pusat maupun di Daerah. Berbagai
kebijakan dalam bidang pelayanan penanaman modal dilakukan demi
tercapainya preses perizinan dan nonperizinan yang cepat, sederhana,
transparan dan terintegrasi.

Untuk mendorong peran PMDN, BKPM akan meningkatkan kegiatan
promosi di dalam negeri yang terpadu dan efektif dalam rangka mendorong
minat penanam modal dalam negeri pada bidang usaha yang strategis dan
menjadi prioritas nasional. ‘Selain itu, BKPM juga akan meningkatkan
peratnya dalamm  mendorong —penanaman modal sektor  prioritas,
pengembangan wilayah, dan infrastruktur strategis dari tahap perencanaan,
promosi, pelayanian penanamarn modal, perbaikan regulasi penanaman modal,
pengendalian, dan fasilitasi penyelesaian masalah.

Kegiatan tersebut dalam Renstra BKFPM 2015-2019 dituangkan dalam
rencana program kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana tersebut
disusun terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, sektoral, dan
daerah melalui koordinasi yang intensif dengan Bappenas, K/L, dan Perangkat
Daerah. Hal ini dimaksudkan agar semua kebijakan yang telalv direncanakan
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dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung satu sama lain. Selurul
kegiatan tersebut telah dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Rencana
Strategis BKPM 2015-2019.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

www.peraturan.go.id
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PLTP (Pusat

Tenaga Panas Bumi)
PLTG [Pusat Listrik
Tenaga Gas)

PLTMG (Pusat Listrik
Tenaga Mesia Gas)
PLTI) (Pusat Listrik

PLTGU (Pusat Listrik.
Tenaga Gas dan Uap)
PLTM (Pusat Listrik
Tenaga Mini Hidro)
PLTGU/MG [Pusat
Listrik Tenaga Gas
dan Uap/Mesin Gas)
. PLTS (Pusat Listrik

T »P I & & w8

Tenaga Suryal
. PLTB (Pusat Listrik

-58-

-54 -

ANAK LAMPIRAN T

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN  KOORDINASI PENANAMAN MODAL  TAHUN
2015-2019

MATRIK SEKTOR PRIORITAS TAHUN 2015-2019

F E Pro iz sektor
ketenagalistrikan 'I‘zrpad.u Satu Pintu (PTSP) Punar
Di had:

lap - Fasilitasi harmonisasi
0 zin rencana pengembangan investasi
ketenagalistrikan - TFasilitasi perubahan

Perpres
Indang-Undang Kerjasama  Pemerintah  dengan
Nemor 2 Tahun 3012 lzntang Pengaclaan Badan Usaha dalam Penyediaan

Tanah  Bagi mbangunan  Untuk Infrastruktur
Kepentingan Umum dan Undang-Undang | - Fasilitasi Perubaban Perpres 71
Nemor 30 Tahun 2009 tentang Tahun 2012 tentang

Penyelenggarazn Pengadaan Tanah
Perubaban anm Nomor &7 Tnhun Bagi Pembangunan untuk
2005  tentang i Umum

dengan Badan [Jsaha dalam Penyediaan |- Koordinasi dengan

Kementerian/Lembaga terkait
Perubahan Perpres 71 Tahun 2012 perihal lmbijakm sektor
tentang  Penyel Pengadaan ke i
Tanah Bagi Pembangunan Untuk |- Fasilitasi

Kepentingan Umum lcetgnAp.lutrikan melahu !ladwr
Promosi  sektor secara
terintegrasi Forum/Roadshow

Tenaga Bavu/Angin)

12. PLTD [Pusat Listrik
Tenaga Diesel)

13, PLTU-Bi (Pusat
Listrik Tenaga Uap-
Biomassa)

14, Saluran Transmisi

£
5

bk o0 Lol e b L
=5
o
E

T - Fasilitasi pembuatan peraturan
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin barn terkait Feed in Tarifl untuk
(PLTB} dengan pola Feed-in Tariff. FLTB

- Fasilitasi p

35.000 MW pemhangkn wnaga listrik  35.000

- Koordlmn dengan Kementerian /

Lembaga terkait percepatan
pembangunan pembangkit tenaga

listrik 35.000 MW

Fasilitasi ~ provek-proyek  sektor

ketenagalistrikan yang

- Fasilitasi investor yang berminat

investasi di sektor kmenngalistn]mn

- Fasilitasi rusahaan-

rzruuhasn/m‘oyukpmyek sektor
yang

(debottlenecking)
Fasilitasi investor yang mengajukan
permohonan melalui PTSP Pusat
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e 0o

PLTU Biomassa

- Papua
Saluran Trausmisi
- Seluruh
Indonesia
- Jawa Barat - Jawa Timur = Pemberian  insentif fiskal Dberupa | -  Penyusunan peta investasi
- Jawa Tengah - Jawa Barat penurunan bea masuk (impor] bahan subsektor industri makanan
ikan, - Jawa Timr - baku. (supply-demand. potensi investasi,
in-lai - Banten < Riau - Pemberian insentil kebijakan fiskal lokasi cksisting, maupun Iokasi
Teh Kemasan - Kalimantan berupa pemirunan bea Keluar/ekspor pengembangan).
Minuman Tengah. untuk fast moving consumer goods atau | - FPasilitasi  pemberian  jaminan
Rumgnt laut Utara: dengan khusus. ketersediaan bahln baku (kualitas,
Agar-agar - Nusa Tenggam - Pemenuhan per:yusmn dan
Caregeenan L o i produk dan dengan
« DKlJakarta minuman sesuai dengan standar mutu kzmmiznan/lcmbagu kaau.
internasional. melalii kemitraan

Promosi ck'por produk makanan dan
minuman secara lerkoordinasi.

retribusi terkait perjanjian bilateral dnn
multilateral.

isasi pemberian fasilitas Kawasan
Industri Tujuan Ekspor [(KITE) atau
Kawasan Berikat (KB).
Pengembangan  infrastruktur  unfuk

matchmaking dengan UKM dahm

negeri.

Fasilitasi harmonisasi kebijakan
inwesusi pada subsektor industri
makanal dengan
knmzmeﬁa.u/lambaga dan instansi

Pcomml dan kerjasama investasi ke
negaa-negara  utama  subsektor

industri makanan,

inclustri al: Jepang.
Korea Selatan. Taiwan, Australia,

'.snﬁ food”  secara
dengan

} upah
aummum dan kenaikannya. - Promosi
‘untuk i
dnn pengembangan (R & D) untuk
kan kualitas produk. -

Peningkatan efisiensi proses
dan penjaminan mutu produk mekalui

penerapan Geod Hygiene Practices (GHP),
Good Manufacturing MP]. <lan
Hazard Analysis and Control

Points (HACGP, sertifikasi SNI dan halal
food.

kementerian/lembaga tevkait,
Fasilitasi investor vang berminat
imvestasi  di  subsektor industri
makanan,
Fasilitasi kebijakan bea masuk
BM] terhadap berbagai jenis bahan
heku industri makanan.

hontuhm penanamsn

mexy_a_hnkm mhlnn lgmnamm

Industri
Tekstil  dan
Produk
Tekstil

Serat tekstil
Kain

Garmen
Tekstil khusus

Jawa Barat
(Bandung
Selatan,
Cimahi,

Tangerang)
Jawa Tengah
(Pekalongan,

Semarang
Selatan. Solo
Raya)

Jawa Barat
(Purwakarta,
Majalengka)
Jawa Tengah
(Wonogiri,
Kendal dan
Boyolali)

a di luar wilayah Indonesia

(outward  direct fnvestment] pada
industri makanan.
Fasilitasi sertifikasi produk
makanan dan mi sesuai
dengan standar mutu
internasional.
invesm:l serat dmctik - Pembaharuan peta investasi
yang 1 b industri  TPT  (supply-
(mentinjang pengembangan  produk demand, potensi ivestasi, lokasi
industri tekstil dan pvvodu.k tekstil (TPT) eksisting, maupun lokasi
yang menjadi
serta pasar ekspor, - Promosi  investasi subsektor

F\:mn}auan kebl)akxn ckspor migas
uk memenuhi kebutuhan PTA dan

MEG didaiam negeri dan memberikan

kontinuitas suplai cnergi dengan harga

lehil efisien.

Peningkatan penggunaan bahan baku

dalamnm‘ri.mtams Kain,

industri  TPT, terutama uftuk
industri serat sintetis, non-woven,
dan garmen.

Promosi dan kerjasama investasi ke
negara-negara  wtama  subsektor
industri TPT, al: Jepang, Korea
Selatan. Taiwan. Austria, Tiongkok,
India. Vietnam,

Fasilitasi pemberian jaminan
pasokan energi koordinasi dengan

uapah
minimum dan kenaikannya,
Peningkatan kemamipuan SDM industri
tekstil sesual Standar Kerja
Nasional  Indonesia  (SKKNI)  dan
penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi
khusus industi TPT,
Melanjutkan pemberian insentif
revitalisasi mesin/peralatan industri TPT
dengan perubahan mekanisme

pengaturan  pengalokasiannya, dalam
rangka peningkatan produktivitas,
kualitas dan efisiensi.
Optimalisasi pemberian fasilitas Kawasan
[ndustri Tujuan Ekspor (KITE) atau
l\mmn Berikat (KBJ.

upah
minimum dan

kenaikannya
Pemberian insentil khusus mduuﬁ padat
karya.

/ lembaga  terkait
(Kemen ESDM, PT. PLN).

Fasilitasi kebijakan Bea Keluar (BK)
terhadap berbagai jenis produk
industri TPT yang bertujuan untuk
mendorong ekspor.

Fasilitasi nsentif [fiskal investasi
pada  subsektor industri TPT
berbasis bahan baku non-serat
alam.

Kewajiban  penggunaan  produk
tekstil dalam negeri.
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inses st

TPT Idmsus berteknolnp tinggi dan
ramah lingkungan.

Peningkatan

pembiayaan terhadap

denigan pemiberian  suku  bunga yang
lebih Kompetitif

Pengembangan lithang teknologi dalam
negeri yang terintegrasi dan berkualitas
guna peningkatan daya saing, melalui
m‘!.bﬂiﬂh insentif,

industri dalam negeri melalui safeguards
dan tindakan pengamanan lainnya.
Kewajiban penggunaan produk tekstil
dalam negeri.

Alas kaki

Produk kulit khusus
(advanced material)
Kulit sintetis

Balien kulit non-
konvensional

Jawa Barat
Jawa Timur

- Jawa Barat
- Jawa Tengah

= Jawa Timur

Pengembangan investasi industri hahan
bako kulit sintetis dalam negeri.
Pengembangan investasi industri alas
kaki lokasi terintegrasi dengan industri
TPT berada dalam sew: kawasan industri
(klaster).

Standarisasi bahan baku untuk industri
kulit dan alas kaki untuk mencegah
barang impor berkualitas rendah.
Memfasilitasi perlindungan hak atas
kekayaan intelektual design produk alas
kaki nasional,

Peninjavan kebijakan ekspor bahan baku
kulit mentah (wer bluej.

Efisiensi

Pembaharuan pela investasi
subsektor industi  kolit. barang
dari kulit, dan alas kaki (supply-
demand, potensi investasi, lokasi

eksisting, maupun lekasi
peny i3
Promosi investasi industri

penvamakan kulit. industri kulit
sintetis, dan industii alas kaki
(sepatu olahraga, sepatu fashion
and customized. sepatu safety).

Promosi dan kerjasama luveatad ke

utama
hdusm knlh. barang dari kulit dan

Pem:nmu

Pasilitasi pengembangan teknologi kaki, al Jepang, Korea
mnmlahan limbah pen; yamaka.n Inmt Selatan, Ttalia, Taiwan, Tiongkok.
- Pasilitasi insentif fiskal
keschatan kulit di Badan Karantina tax allowance {TA).
- Fasilitasi  pemberian insentif
bea masuk.
atau | - Pasilitasi kemitraan

fasilitas
(nduum Tujuan Ektpor (KITE)

industii mikro dan  kecil yang
berg,ara.k di subsektor industri alas
kaki dan pendukungnya.

aturan pengalokasiannya.

upaly
minimum dan kenaikannya
Pemberian insentif Khusus industri padat

Pengembangan litbang teknologi dalam
negeri yang terintegrasi dan mengikuti
perkembangan mode.

Kewajiban penggunaan produk tekstil
dalam i

Kewajiban penggunaan produk alas
kaki dalam negeri,

Industri
Mineral Non
Logam

e

Split/Batubelal/And
esit

Pasir Kwarsa
Lempung/ Clay/Tana.
b Urugan

Semen

Keramik

Jawa Timur
Jawa Barat
Sulawesi
Selatan

Jawa Tengah

negeri.

~ Jawa Barat 1

- Banten - Pengembangan industri semen

- Jawa Timur khususnya di daerah Timur Indenesia.

= i = sumber daya
Selatan manusia dalam rekayasa, pabrikasi dan

- Sumatera Utara konstruksi pabrik semen.

- Papua % jaminan pasokan

- Papua Barat batubara melalui pemanfaatan potensi

\

vang ada untuk industri semen nasional.
Penin kemampuan rekayasa dan
pabrikasi pabrik — pabrik semen generasi
baru yang lebih efisien dan hemat energi.

Keramik
Peningkatan  efisiensi dan  konservasi
energi.

Penerapan dan pengawasan SNI.
Pengembangan kompetensi SDM  bagi
L industri dan
penyiapan bahan baku,

Pengembangan industri keramik bernilai
tambal

tinggi (advanced ceramc).
Pengembangan bidang desain, rekayasa

Penyusunan peta investasi industri

keramik
(supply-demand, potensi investasi,
lokasi eksisting, maupun lokasi
pengembangan).
Promosi dan kerjasama investasi ke
negara-negara  utama  subsektor
industri mb non logam. al:
Jepang, Tiongkok, India, Italia,

Spanyal.

Fasilitasi erian  jaminan
pasckan energi koordinasi dengan
kementerian/ terkait

(BM) khususnya untuk industri
keramik.

Paailllnl lconculre-l penanaman

negeri  yang

men;alankan kegiatan penanaman

modalnya di Iuat Mlgy-h Indonesia

ttpard direct investment
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3. i3
|__ TAMBAH EKSPOR -
Tanaman Gula pasir berbasis tebu | - Jawa Timur = Papua - Pembangunan pabrik gula pasir berbasis | -  Penyusunan peta investasi industri
Pangan dan «  Lampung (Merauke| tebu dan perkebunan baru di luar Jawa. gula pasir berbasis tebu (supply-
Perkebuman - Jawa Barat - i - i 2 dan demtmd. potensi investasi, lokasi
- Jawa Tengah Tenggara tebu masyarakat. eksisting, manpun lokasi
- Sumatera Utara (Konawe dan - Penyelesaan masalah status lahan. pengembangan) dengan
- Sulawesi Muna) - Pembangunan infrastruktur hitungl di
Selatan - Jawa Barat dan jalan). lahan perkebunan tebu
- Gorontalo (Cirebon) - Revitalisasi pabrik gula lama . < Promosi dan kenjasama investasi
- Jawa Timur - Amalgamasi pabrik gula  dengan ke negara-negara utama industri
(Maduira) kapasitas kecil di Jawa. gula pasir berbasis tebu dan
- Kalimantan turunannya: Brasil, Thailand.
Barat (Sambas) - Fasilitasi mlawanan perizinan bagi
- Nusa Tenggara investasi pembangunan pabrik
Barat (Dempu) gula barn {untuk menggantikan
beberapa pabrik gula cklllunxl

-  Fasilitasi kerjasarna swasta dengan
pabrik BUMN untuk meningkatkan
kinetja pabrik gula.

- Mendorong kepastian tata ruang
daerah sesuai dengan tata ruang
nasional.

- Koordinasi promosi potensi
pembangunan pabrik gola baru
pada investor potensial (dalam dan
luar pegeri),

Kedelai - Jawa Timur - Penyediaan areal perkebunan oleh | - Penyusunan peta nvestasi
- Lampung Pemerintah i (supply d.
= Sulawesi -~ Pemberian insentil bagi petani kedelal potensi investasi, lokasi eksisting,

Selatan - Pemberian subsidi harga kedelai maupun lokasi pengembangan),
- Sulawesi - Penyediaan benih unggul tepat wakiu - Fasilitasi penyediaan areal kedelad
Tenggara yang sesual dan legal (luasan
- Nusa Tenggara areal).
Barat - Promosi dan kerjasama dengan
negara maju dalam' riset kedelai,
a.l Brasil

- Koordinasi  promosi  investasi

dengan BUMN.

ustri turunan CPO, ibaharu: peta investasi
+ Riau Selatan antara lain industii oleokimia dan industri oleokimia dan biodiesel

- Kalimantan - Kepulauan biodesel (supply-demand, potensi investasi,
Barat Rian - Konsistensi penggunaan biodisel dalam lokasi eksisting, manupun lokasi
- Lampung = Lampung negeri, melalui precuksi biodiesel hingga pengembangan).

©  Kalimantan 10 ]ulx KL - Promosi investasi industri

Barat - iberian jaminan pasar produk biodisel oleokimia dan biodiesel
- Kalimanian - I.egahuxt kebun dan produk CPO - Promosi dan kerjasama investasi
Timur [Maloy) ke negara-negara utama subsektor
- Papua industri makanan, al@ Jepang,

Malaysia, Belanda.

Fasilitasi Sertifikasi RSPO  dan
ISPO (data yang sudah dan belum

- Sosialisasi keamanan CPO scbagai

pangan.
Karet dan produk karet. - Acch - Kalimantan - Perbaikan tanaman karet dengan klon | - Penvusunan peta investasi industri
al - Sumastera Utara Tengah unggul karev  (supply-demand. polensi
- Crumb Rubber - iau - Kalimantan - Perbaikan tata niaga karet investasi, lokasi eksisting, maupun
(TSNR] - Jambi Timur - Pembangunan industri hilir lokasi pengembangan).
- Preduk Karet (Ban, - Sumatera - Papua - Penguatan kelompek dan koperasi petani | - Promosi  investasi industri  hilir
Benang karet, Selatan = Aceh - Fasilitasi penelitian dan pengembangan karet.
Compound, Glove, - L - i sebagai upaya penguasaan | - Promosi investasi pembangunan
Selang) - Kalimantan Barat teknologi proses dan rekayasa produk industri erumb rubber di beberapa
Barat karet daerah sentra bekar oleh investor
- Kalimantan - Pemn;,katnn penggunaan produk dalam dalam neger fantara lain: Aceh).
Tengah negeri, termasuk xmmn;km.knn
- Bengkulu keterkaitan antara industri besar dan
KM
Kakao dan - Utara | - i - i insentif bagi biji hasil | - Pembaharuan peta investasi
al: - Sumatera Barat Selatan fermentasi industri  kakao  (supply-demand.
- Biji Kakao ~  Sulawesi + Jawa Barat - Penggantian dengan varietas unggul potensi investasi, lokasi eksisting,
~  Kakao Olahan Selatan - Jawa Timur - Fasilitasi kebijakan tarif bea masuk (BM) maupun lokasi pengembangan).
(Buuter, Pasta, - Sulawesi biji kakao dengan tetap memperhatikan | - Promosi dan kcrjnama inveotasi ke
Powder} Tenggara kelangsungan usaha petani kakao dan
industri kakao mdusm makanan berbasis kakao,
dalam negeri a.l: Jepang. Malaysia. Switzerland,
- Penguatan kelompok tani kakao - Fasilitasi  insentif fiskal fax
- Pembangunan industri makanan allowance  (TA)  bagi  industri
berbasis kakao berbasis kakaa,
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Pengemban;m beragam industri barang
—barang karet engineering

Pengembangan  industri  permesinan
pendukung untuk pengembangan
industri barang - barang kavet

ijakan yang tensif
- Sumatera Selatan dengan Kab./Kota tentang peny
Selatan - Ralimantan dan perubahan RTRWP yang berkaitan
- Kalimantan Barat dengan kawasan butan
Timur Kali i operasi dan (supply-demand,
Barat Timur perlindungan hutan yang lebih intensif potensi investasi, lokasi eksisting,
- Kalimantan Sumatera dan bekerjasama dengan pihak - pihak maupun lokasi pengembangan).
Selatan Selatan terkait vakni polisi serta masvarakat |- Promosi ekspor hasil hutan yang
Kalimantan = Riau peduﬂ kelestarian hunn ue:um M:ndar internasional.
Barat - Jambi - 2 Bea Keluar (BK)
butan melalui Lembaga Masyarakat Deu terhadap berbagai jenis produk
Hutan (LMDH) dengan kegiatan ancka industri basil hutan yang bertujuan
usaha tani melalui PHBM  dengan untuk mendorong ekspor.
tanaman produktif {porang. ketela pchon. | « Pa;il:ltasi koordinasi dan
jagung) 8 wana farma. it lintas sektor
- Pengaturan dan sosialisasi regulasi unmk mendomng investasi  di
bidang  k tentang
industri hasil hutan. - Fasilitasi bantuan dan konsultasi
- il it pada investor untuk menyelaraskan
dan standarisasi penilaian hasil hutan rencana investasi dengan RTRW.
non kayu dalam rangka meningkatkan khususnya untuk RTRW hutan.
PNBF bagi Pemerintah,
- Penyelesaian kasus sengketa penggunaan
lahan [enclave), simpan pakai kawasan
hutan, dan pengalihan fungsi hutan ke
bidang lainnya secara cepat dan tepat
menurut vang berlaku.
Industri 1. Ban = Jawa Timur - Jawa Barat = Pengembangan J.uveltanl lnduttr] ban |- Penyusunan peta investasi
Karet, 2. Benang karet - Jawa Barat - Banten sehingga menjadi hasis subsektor industri Karet, barang
Barang dari 3. Compound - Banten industri ban dunia dari karet dan plastik [supply-
Karet, dan 4. Glove ~ Peningkatan produktivitas karet alam demand, potensi investasi, lokasi
Plastik 5. Selang dan knalitas bahan olahkamt cksisting, maupun lokasi
- daya
saing industri banmg - barang karet | - Promosi investasi subsektor
untuk  memenuhi  kebutuban  dalam industri karet, barang dari karet,
negert dan plastik.

Fasilitasi kebijakan Bea Keluar |BK)

terhadap berbagai jenis produk

industri karet. barang dari karet

dan plastik yang bertujuan untuk
) ekspor.

Penerapan w:

dan
1 B
2

SN1 baranq-bamn; karet

% hxe otomatif

pemberian  jaminan
pasckan anergi. koordinasi dengan
lembaga  terkait

Peningkatan kompetensi 8DM  industri
barang — barang karet.

(Kemen mma, PT. PLN). untuk

subsektor barang
dari karet dan plastik.

Fasilitasi konsultasi penanaman
modal

modalnya di luar wilayah Indonesia

Sulawesi utara

perikanan budidaya sesuai potensi dan
keunggulan lokal.

(outward investrment)
terutama industri  ban dalam
rangka perluasan pasar.
Industri 1. Kapal laut Kepulauan - Jawa Timur - Pengembangan investasi industri | - Penyusunan peta investasi industri
Per] 2. Komponen Kapal Riau (KPBPB (L G kapal dengan perkapalan (supply-demand,
(mekanik & Batam) Kepulanan kapasitas > 50.000 DWT. serta kapasitas potensi investasi, lokasi eksisting.
elektronik) < Jawa Timur Riau (KPBPB 1.200 - 3,000 DWT urtuk mendukung maupun lokasi pengembanganl.
3. Perawatan kapal - K;umantan Batam) konektifitas daerah Barat - ’ﬁmur - Promosi dan kerjasama investasi ke
unuk industri
Jabodetabek strategis melalui  Shorf Shea sln'ppha perkapalan, yakni: Korea Selatan,
{888) Jepang, Singapura, Jerman, dan
Pemberian insentif fiskal tax allowance Negara-negara Skandinavia
(TA) atau tax holiday (TH) (Norwegia, Finlandia, dan lainnya).
Peng;unnn.n bahan baku baja dalmmn | - Promosi investasi industri
negeri guna melindungi serbuan produk perkapalan, terutama kapal dengan
impor dengan instrumen dumping, kapasitas > 50.000 DWT, serta
safeguard  dan  tindakan  pengaman kapasitas 1,200 - 3000 DWT
lainnya untuk  mendukung  konektifitas
Di sektor dacrah Barat - Timur Indonesia
dan jaminan Pemerintah untuk angkutan barang strategis
Harmonisasi  kebijakan  terkait izin melalui Short Shea S:(opmquSS)
transportasi laut, diintegrasikan dengan | - Pasilitasi pemberian insentif fiskal
transportasi davat. tax qgllownmce [TA) atau  Dbila
dim kan fax h .
Perikanan Berbasis Perikanan - DKl Jakarta - pr dan | - v peta investasi
Tangkap - Jawa Barat pengembangan kawasan sentra produksi perikanan  baik yang berbasis
- Jawa Timur grrb o kap
- asis
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! i eksisting, lokasi

pun

tangkap

dengan
kezaoedlaan aspek

stok dan
mbungan.

Resrimlmau tambak tidak
Peniguasaan dan inovasi teknologi mlen;l!
untuk panbeumo komoditas  ikan
strategis dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan.

Penguatan  sistem  dan  jaringan
penyediaan  induk dan  perbenihan,
terutama di daerah Timur Indonesia.

dany | K labub

dan sarana penangkapan ikan,
Pengembangan Sistemn  Logistik (Sislog]
yang mendukung pengembangan industri

Kebijakan pembinaan mutiu produk hasil
pengahhzm ikan sesuai standar baik
untuk kensumsi lokal dan ekspor.
Peningkatan ufilisasi dan revitalisasi
industri  pengolahan atas Kkapasitas

produksi hasil perikanan.

Pengembangan sistern produksi sesuai
preferensi konsumen nasienal.
(ntensifikasi kampanyve nasional untuk
meningkatkan kesadaran publik dalam

dan akses
ke pasar ekspor f(radisional serta
membuka pasar ekspor baru  seperti
Tiongkok. Korea Selatan. Timur Tengah.
dan Afvika.

Promosi ¢kspor produk perikanan
berbasis penkannn langhap
maupun perikanan budiday

Fasilitasi insentif bea masuk untuk
pakan tkan,

Pembangunan kilang minyak sebanvak |
unit dengan total kapasitas 300 barel
per hari

Pembaharuan peta mvestasi
industri kimia dasar, barang kimia,
dan  farmasi _(supply-demand,

. dan % o
Farmasi*) 5. Farmasi dan obat- - Jawa Timur, ‘maupun lokasi pen;emlmnpn)
obatan untuk basis Promoesi  investasi  pemnbangunan
aromatik impor kilang minyak sebanyak | unit
- Banten, untuk - Pengembangan National Grand Strategy dengan ttal kapasitas 300 bare]
basis olefin pengintegrasian  industri hula, antara per hari, berkoordinasi dengan
- Jawa Barat, dan  hilir lam lembaga dan institusi
untuk basis membangun industri petrokimia yang terkait.
olefin kuat, stabil dan mandiri. - Promosi investasi industri kimia
- Jawa Tengah, - Pemantapan struktur industri dasar herbasis olefin
unmk basis petrokimia, peningkatan efisiensi maupun gas alam.
aromatik produksi, perluasan lapangan kerja dan Promosi dan kerjasama investasi ke
- Papua Barat, 1 alib teknologi. utama
unmk basis C1 | - engembangan strategi simultan  vaitu mduum kim.ndnm barang kimua,
(gas alam| peningkatan utilisasi, penguatan dan  farmasi. yakni:  Inggris,
- Sumatera struktur industri petrokimia yang terkait Singapura, Jepang, Korea Selatan,
Selatan, untuk pada semua tingkat dalam rantai nilai Taiwan. Thailand, Jerman. Kanada,
‘basis Batubara {value chain), pengembangan leknolosn Belanda.
masa depan dan pengembangan klaster. Fasilitasi  kebij; bea masuk
{BM) terhadap berbagai jenis bahan
Khusus industri farmasi dan gbat-gbatan baku  impor subsektor industr
- kimia dasar, barang kimia, dan
proszs dan uehavass pmduk nnduun farmasi.
farmasi dan melalui Fasilitasi insentif fiskal
dan pengembangan mnmngrnu tax allowance (TA) atan tax holiday.
- Penguatan infrastruktu untuk {TH).
tand - Fasilitasi harmmonisasi kebijakan
[ndonesia. investasi subsektor industii Kimia
- Pengembangan riset dan manufaktur dmr. barang kimia dan farmasi
produk bicteknologi dan herbal yang kementerian
terstandar, teknll/lembaga terkait  untuk
kapabilitas riset farmasi untuk pmduk industri petrokimia terintegrasi,
bioteknologi dan herbal, Fasilitasi  kerjasamma  dengan
kementerian teknis/lembaga
terkait (Kemen ESDM. PT. PLN)
untuk keberlangsungan jaminan
pasckan energi vang cukup untuk
kepentingan produksi.
Industri 1. Besibaja dasar - Banten - Banten - Pengembangan rocdmap Jangka panjang Terlibat aktif dalam pengembangan
m 2. logam dasar bukan | - Jawa Barat - Jawa Bavat industi berbasis mines jangka panjang industr
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- Alumina
- Alumunium

Logam tanali jarang
(rare earth)

5. Aneka logam (hasil
samping/ by product
smelter)
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Selatan
Sulawesi
Tenggara
Maluku Utara

Papua

P gkatan pen
ne;erl untuk

berbasis ineral,  berl

teknis terkait.

impor dengan utilisasi instrumen taril
beukelunrlBKJ

dengan

Penyusunan peta investasi industri
logam dasar, barang logam, mesin,
dan

uml antara lain penetapan taril bea
masuk prodiik baja.
Evaluasi penetapan tarif bea masuk
produk baja antara untuk menyerap
produk baja dalam negeri yang Kurang
kompetitif dibandingkan produk impor,
Pemberian  insentif fiskal investasi
strategis.
Penetapan SNI terhadap produk baja
secara lebih meluas.
Penetapan  kebjjakan  energi  untuk
dlpﬂﬁnusk)m bagi industri baja dalam
geri baik yang bersumber pada gas
manpun batubara.

tarif inclustri baja dalam n 5
Penerapan secara konsisten dan optimel

(supp!

potensi investasi, lokasi eksisting,
maupun lokasi pengembangan).
Promosi investas: industri baja
{iron making dan steel making). dan
industri baja turunan penghasil
produk-produk  tertentu  antara
lain:  HRC, HR plate, CRC/S,
sesual dengan supply-demand
Promosi dan kerjasama investasi ke
negara-negara  utama subsektor
industri logam  dasar, barang
logam. mesin dan elektronik. a.l:
Jepang, Korea Selatan, Amerika
Serikat, [ndia, Tiongkok.

investasi.  khosusnya
industri pengelahan dan
punnuntan besi baja lb\llh besi,
pasir besi). dan logam dasar bukan
besv [nikel. alumunium, !embaga)

{i anti i
anti subsidi, dll} dalam i i
industri logam dasar, barang logam,
mesin dan ik dal. i

k.eberlanlsungan usaha [fnnmrd-

Pasilitasi  pelayanan  perizinan
investasi yang lebih  selektif,
terutama industri baja. diperketat
dengan pevsyaratan teknis,
teknologi ramal lingkungan.
Fasilitasi kebijakan bea masuk
(BM) terbadap berbagai jenis bahan
baku impor industri Iogmn dasar,
barang I mesin,  dan
elektronik.

Fasilitasi pemberian insentif fiskal
‘tax allowanee (TA] atau o holiday
(TH).

lembaga
(Kemen ESDM. FT. PLN).
Harmonisasi ketentoan
perundangan terkait insentif fiskal,
khususnya terkait kawasan
ekonomi.
Peternakan Sapi potong - Jawa Timur - Jawa Timur F E T pu investast
- Jawa Tengah (bagian selatan. pembibitan ternak untuk menghasilkan pemmalﬁn (supply-demand,
- Bali Madl bibit-bibit unggul, penambahan pakan potensi investasi, lokasi eksisting,
- Nusa Tenggara | - Nusa Tenggara yang cukup, maupun lokasi pengembangan}
Timur Timur Penyediaan  bibit unggul untuk Fasilitasi bantuan dan lwnoulwsl
- Nusa Tenggara | - Nusa Tenggara peternakan keeil, penanaman  modal
Barat Barat Penambahan populasi bibit induk sapi yang menjalankan kegiatan
- Sulawesi - Sulawesi dan inseminasi buatan, modalnya  di  luar
Selatan Selatan Pengembangan  kawasan wilayah foutward direct
- SulawesiUtara | -~ Aceh sapi dengan mendorong investasi swasta investiment) pada subsektor
- Papua dan BUMN dan peternakan sapi rakvat peternakan,
termasuk  salal  salunya  melalui Promesi investasi pembibitan sapi
integrasi sapi-sawit. unggul
Pembangunan  peternakan  besar  di Promosi  investasi pembangunan
daerah Timur Indonesia. peternakan skala besar di wilayah
Penguatan modal peternakan  kecil tinrur (rand;] (bekas  lahan
melalui an  akses i NTT).
sumber pembiayaan dan Pmmeui dnn kerjasama investasi ke
penyempurnaan  skim  kredit  yang negara-negara utama subsektor
didukung Pemerintah. peternakan, yakni: Australia, New
Zealand.
Fasilitasi pembertan ingentif
pembibitan sapi unggul
FPasilitasi pembangunan
Infrastruktur terutama pelabuhan
ternak (baﬂ shipping) di sentra
ternak.
Industri Alat kelistrikan Jawa Barat - Jawa Barat il Penyusunan peta investasi industri
1. Motor/ = Jawa Tengah - Jawa Tengah Pengembangan investasi industri permesinan alat kelistrikan
listrik - DI Yogyakarta mbial magnet (supplidemand, potensi investasi,
2. Baterai - Jawa Timur 'engembangan investasi industri lokasi eksisting. maupun lokasi
3. Solar cell komponen pembangkit listrik tenaga pengembangan)
surya Penyusupan/pembahiaruan  peta
Mesin TPT Pengembangan investasi industri investasi mdustri permesinan TPT
4.  Mesin weaving uap 3 - 25MW; {supply-demand, potensi_investasi,
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nunan) uap nap) lokasi eksisting. mau loka:

5 Mcun knitzing dan generator kapasitas > JOMW pengembangan)

(perajutan) - Fasilitasi alih teknologi industri selsurya | - Promosi investasi industri
6. Perawatan dan melalui pendirian atau akwisisi generator uap kapaml-u 3~ ’JSMW

perbaikan mesin - Fasilitasi penelitian <lan pengembangan serta industri mesin uap (turbin

TPT, terutania mesin produk sel surya untuk implementasi di gas dan  uap) dan  generator

Spinning dan industri dan masyarakat kapasitas > 30MW

weaving - Fasilitasi penelitian kabel semi | - Promosi investasi industri mesin

konduktor khusus dan logam magnet TPT weaving (pertenunan) terutama
berdaya tinggi untuk  menghasilkan shuttle-less loom (water/air).

motor/generator listrik yang efisien - Promosi dan kerjasama investasi ke
i negara-negara  tujuan  investasi
Pengembangan investasi industri utama mmelﬂm ln.dutm

perniesinan mesin weaving
Pemberian insentil bagi industri TPT yang permesinan mduom TPT, vakm
melakukan perluasan usaha di bidang Jepang, Korea Selatan, Taiwan,
reparasi mesin TPT, terutama mesin India. dan Tiongkok.

spinning  (pemintalan)  dan  weaving | - Fasilitasi pemberian insentif fiskal
(perteniinan) tax aflowance (TA) atau tax holiday
Perlunya dukungan pembiayaan sektor {TH)

Fasilitasi untuk memperoleh

Fasilitasi dan i b dari sektor

kemampuan SDM dengan kompen-ns! perbankan dan Jjaminan

design  engineering, proses  presisi, Pemerintah

pengukuran presisi, dan

mekatronika/tebotika

- Peningkatan peran [KM dalam rantai
pasok komponen industr permesinan
melalui pengembangan sentra industri
_pembuan 1osls dan kemponen presisi.

lndustriAlat | 1. Otomotif (Kendaraan |- Jawa Timur - Jawa Barat ~ Pelaksanaan pengembangan soadmap |- Fasilitasi kebijakan bea masuk

Angkutan Bermotor) - Jawa Barat «  Jawa Timur industri alat  transportasi secara [BM) terhadap berbagai  jenis

dan 2. Kemponen otomotif - Kepulavan - DKl Jakarta komprehensil yang bersifal antar moda bahan baku impor subsektor

‘Transportasi Riau - Banten untuk upaya mendukung peningkatan industr alat angkut  dan
Lainnya DKl Jakarta konektifitas dalam negeri. transportasi lainnya.

- pasar ik melalui |- P peta investasi industri

harmonisasi tarif dan perpajakan. alat angkutan dan transportasi

- Penguatan induostri permesinan melalui lainmya  khususnya  subsektor

revitalisasi mesin/peralatan presisi pada industri komponen otomotif

industri perkapalan, kereta api, dan (supply-demand. potensi investasi,

pesawat terbang. lokasi eksisting, maupun lokasi

Peningkatan kemampuan indust pengembangan).

komipenen otomotif dalam negeri. Fasilitasi untuk mendorong aliansi

Pemiberian insentif untuk industri yang strategis dengan pemain otomotil
a ifian dan utama dunia.

pengembangan (R & D). - Promosi investasi industri

Pengembangan kawasan industri  dan kompcmcn otomotif,

sentra IKM khusus industri otomotif. -

Pengembangan  standarisasi  produk.

proses, manajemen (ISQ9000, ISG14000,

dan [SO26000), dan industri hijau

- Pemberian insentif fiskal untuk menarik

m'eab.w industri kompenen berteknologi

tinggi.
Pengunmn supply nhndn IKM modern

angkutan dan transportasi lainnya,
yakni: Jepang. Korea Selatan,
Taiwan, [ndia, Jerman, [talia,

Prancis.

- Penyusunan pdn investasi industri

1
2.

i i 3 bgam dan
dengan 4, Bauksit - monis jakan teknis aneka  logain  (supply-demand,
pengolahann | 5. Tembaga 2, Pasir besi (DI Selatan pelaksanaan lintas kementerian potensi ime-tan lokasi eksisting,

6, Mangan Yogyakarta) «  Pasir besi: DI teknis/lembaga. yang mendukung maupun lokasi pengembangan).
7. Logan mulia & Yogyakarta, kegiatan padu uuboektm pcrtambnnpn - antna kab{fnkan Bea Kelnar (BK)
8. logam tanah jarang | 3, Nikel Jawa Tengah seperti berbagai jenis mineral
(rare earth| (Sulawesi. - Nikel: Maluku jasa  usaha penambnngan dan yang bermijuan untuk
9. Aneka logam (hasil Selatan) Utara, Sulawesi pengiriman hasil produksi. mengendalikan ekspor.
samping/ by procuct Tenggara - Penetapan pemerintah tentang akses | - Fasilitasi harmonisasi kebijakan
smelter) 4, Bauksit - Bauksit: informasi data hasil eksplorasi dan investasi  pada pertamban;m
(Bintan, Riau) Kalimantan eksploitasi yang dimiliki oleh  pelaku dengan kemeniterian
Barat usaha pertambangan, tekml/lcmbawpemch terkait-
5. Tembaga - B gan antara i - Fasilitasi
(Papua) Papua daerali dan  pemerintah  pusat dalam lmnu.rnn aekmr publik dan privat
- Mangan: DI q:nnmpknn WP/WUP/WIUPK di bidang investasi pertambangan.
6, Mangan - nilai | - Fasilitasi bantuan dan konsultasi
(DI Yogyakarta, | « Logam mulia: ckonomis atas pelaku usaha pemegang pada investor untuk
Jawa Barat. Aceh, Sulawesi KK/PKP2B dengan rencana  investasi
Maluku Utara ) Utara, penyusutan volume cadangan serta dengan RTRW.
Kalimantan konsekuensi  atas  nilai  investasi | - Promosi dan kerjasama investasi ke
7. Logam mulia Barat sebelumnya negara-negara  ujuan  investasi
(Aceh. Riau, - Aneka logam « Review Permendag Nomor 342/2013 utama industri alat angkutan dan

tentang tata niaga timah, khususnya transportasi lainnya, yakni:
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terkart kewenangan Bursa Komor dan Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok,
Derivatif Indonesia  (BKDI)  untuk Korea Selatan, Australia.
mengelola tata niaga timah
Pemberian  insentif  fiskal  dalam
menentukan besaran pajak ekspor atau
bea keluar (BK) Derdasarkan  pada
8. Aneka progres pembangunan  smelter  secara

(Banten. Jawa bertingkat, Semakin besar progres

Barat ) pembnn[unan smelter-nya, semakin kecil
BK yang akan dikenakan.

Panwisata 1. Kawasan Pariwisata | 1. KSPN Toba., - Bugam Rava. - penvmun.m Rencana Tata | - Penyusunan peta investasi
2, Daya Tarik Wisata Sumatera Utara Kalimaritan Ruang Wilayah {RTRW], Rencana Induk pariwisata (supply-demand, potensi
3. Jasa Transportasi 2. KSPN Tengah Pembangunan  Kepariwisataan Daerah investasi, lokasi eksisting, maupun

Wisata Kepulavan - Palalawan (RIPPARDA]. Rencana Umum F lokasi beserta
4, Jasa Perjalanan Seribu, DKI (Bono), Riau Modal (RUPM) Provinsi dan perencanaan infrastruktur, sarana
Wisata Jakarta - Wakatobi, Kabupaten/Kota, Rencana Zonasi dan prasarana untuk daerah yang
5. Jasa Makanan dan 3. KSPN Koa Tua- Sulawesi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan Keeil memiliki potensi wisala agar
Minuman Sunda Kelapa, Tenggara {RZWP3K], bagi Pemerintah Provinsi, menjadi menarik.
6. Penyediaan DKI Jakarta - Tohasa, Kab./¥Kota yang belum me -
Akomodasi 4. KSPN Sumatera Utara sehingga proyek mvestasi yang investasi di bidang
7. 3 s bat karena tidak adanya K:
Kegiatan Hiburan Jawa Tengah Maluku bisa berjalan kembali Strategis. Pariwisata ~ Nasional
dan Rekreasi 5. KSPN Bromo- - Sabang. NAD - Meningkatan jumlah sekolah menengah (KSPN)  untuk mengidentifikasi
8. Jasa Tengger Bintan, Kep. kejuruan parbwlnu, almdf:ni atau pr(xluk wisata yang Derpotensi
Penyelenggaraan Semeru, Jawa Rian ian di hndang > muulam investasi,
Kegiatan Hiburan Timmur - Anambas. Kep. untuk i SDM kebutuk dan
dan Rekreasi 6. KSPN Riau yang memiliki keahlian di  bidang sarana  prasarana lainnya  di
9. Jasa Informasi Kintamani- - Rote, NTT pariwisata yang berdaya saing. wilny.h pariwisata, kendala dan
T Danau Bauur, - G itoli. = strategi Wi
Bali Utara di daerah p: i (jalan, ke depannya.
7. KSPN - Nias Utara, air hersih, pm;emlnn limbah, listrik, | - Fasilitasi investor yang
il Utara dan mlekvmumkasl] menanamkan modalnva di hldnn.
Pemuteran, Ball | - Bangka, ~ jumlah darat,
8. KSPN Kuta, Kepulauan laut dan udara yang belum memadahi di | - Fasilitasi pertemuan antara
Sanur. Nusa Bangks wilayah pariwisata. investor, BKPM. instansi terkait.
ua, Bali Belitung, - Perlunya insentif dari i daerah daerah, masyarakat
9. KSPN Rimjani, - Sumenep; Jawa bagi investor yang berusaha dibidang sekitar dan  stakeholder lainnya
Timuar pariwisata di daerah tersebut, untuk membahas kendala investasi
10. KSPN Komeodo, |- ‘Tanjung - Jamis dan til di yang dihadapi investor dan
NTT Lesung, Banten daerah wisata. solusinya.

. KSPN B 5 modal
Kelimunu, NTT |- Teluk Mekaki. di  daerah dengan mengoptimalkan
12, KSPN Tanjung NTB pelaksanakaan PTSP. -
Puting, - Belitung, - Peningkatan Infrastruktur IT di daerah
Kalimantan Bangka dalam rangka mendukung kegiatan bidang pariwisata dengan instansi
Tengah Belitung promosi investasi pariwisata (Wifi, pemerintah - pusat,  Pemerintah
13, KSPN Toraja, - Medana Bay. internet. telepon. faximile. telex) Daerah, investor, masyarakat
Sulawesi NTB setempat dan stakeholder lainnya.
Selatan - Tanjung - Sosialisasi kehijakan mvestasi di
14. KSPN Bunaken. Ringgit, NTB bidang pariwisata baik di pusat
Sulawesi Utara maupun claerah.
15, KSPN - Promosi  daerah-dacrah  wisata
Wakatobi. maupun  daerah  yang memiliki
Sulawesi potensi  umuk  dikembangkan
Tenggara, menjadi  daerah tojuan  wisata
16, KSPN Raja untuk menarik minat investor
Ampat, Papua untuk berinvestasi di daerah
Barat tersebut.
Promosi dan kerjasama investasi ke
negara-negara  tujuan  investasi
utama pariwisata, yakni
Singapura, Australia, New Zealand,
Jepang. Belanda.
Keterangan.
v A dalam yang kan dalam rangko substitusi impor.
= dalam sekior yang kan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan substitusi tnpor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG
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ANAK LAMPIRAN [
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR1 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-
2019

MATRIK RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015-2019

Rencana Pengembangan Kawasan Ekenomi Tahun 2015-2019:

No. Pembangunan Eksisting

a. | Kawasan Ekonomi Khusns 8 7
b, | Kawasan Industri 79 14
o Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas " B

(KPBPB)
%) Berdasarican dutu Kementerion Perindustrian dan Himpunan Kawasan hdustri (HKI) Indonesida
Sumber. RPIMN 2015-2018 (diolcah)

PETA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
DI INDONESIA

Keterangant
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Sumatars Utara (3] 25, KoneanaAlor industri bstate S8 Ko Bukfninds\susnis ity
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B Iaenng KallmantanTeiathe : EXSISTING (8] |SASARAN: 7 Dl LUAR PLLAL YAWX] 72 NI iR 5
7 BAWIT Kailmeta SElamn T B L Paplia|Meraikel 13 Ngarinriudirinl Bath dan ¢
B Ritung SulaWasi likary 2 2 Fapiis Racab [Rernvg Telll Rinduws], 74 Surabayalndusirs| Esrerigial
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0 Mamwisl Sulawes| Taagals A A, Sulawdd s 3 Hulaveess 3alarar (Baus, Selyan) Estate HIPE,
- Bantaenis, Suiawedl Selara S AAntniim, Ml ey 1. wslianen Uram iarakan) 78 B Indio sl Catdis
B3 Mchzwe Siiuest TAnEs 6 TatllanmAm-Ag, Sorrater Séldtan = Nriiesn Selater (Batili i) BemET e
43 Al Halorthdrs T g, My 7. Akmrtatie, TR 3. - 77 vl e sl Berim
LITEN X & “ialovEatums Trane nalimmentan, 7 B\ (Pt g Pan aivii] 78 MEEmION ImdsTrial Zet:
3 bk B, Vo Yt Lahmantan T u, saimie 79 Thiban ibetisrm Estaret®

A. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekenomi Khusus, Kawasan Ekenemi Khusus (KEK) dikembangkan
melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan
geostrategi, serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, logistik,
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pariwisata, energi. pengembangan teknologi. pengolahan ekspeor, dan ekonomi
lainnya vang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pengembangan KEK bermjuan untuk meningkatkan penanaman modal
melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan: geo-ckonomi dan geo-
strategis; memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan
ekonomi lain yang memiliki nilaji ekonomi Menurut tihggi; nrempercepat
perkembangan daerah; dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan
muntuk pertumbuban ckonomi; antara lain' industri, pariwisata; dan
perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

A.l Peta Pengembangan KEK yang Telah Ditetapkai Pemerintah

1 pry iy _
- I TS & Lhhh | @by Somye vz Mz
« mwei  IaIEIWE - il TR [l GEssermedll eldBee i ]
) 0wl [ Biiethigienigd - Y Ay i lilukit] g
Pl NS ST YRT r fuwin Wﬂ-—“—n—v—l-l i) - —
. Sg— - Fiptinert S evemifipmen, L
™ p— c :-Ilm e AT Bl PIILLLI TSl Tl
’ 1 t T R Tgwlidmase
WLy B e .
I
“ -
i s -
b=
»,
-
‘I
LR I R TTE R T I
T
& o b Ay
o Pimiwisata 1 MIwEE DO
= Rarwana ERLT

Sumber: RPJIVIN 20152019

Isu Strategis Pengembangai Kawasan Ekonomi Khnsus di Indonesia:

« Percepatan penyelesalan peraturan mengenal Fasilitas  Perpajakan.
Kepabeanan, dan Cukai (fiskal) di KEK. '

+ Permyelesaian peraturan ntengenai pelimpahan kewenangan perizinan dan
nonperizinan di tingkat pusat dan daerah kepada Administrator KEK.

s Penyelesaian peraturan mengenai ketenagakerjaan di KEK.

* Perlunya kestapan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung
pengembangan KEK.
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A.2 Matrik Pengembangan KEK yang Telah Di k intak Tahun 2014
| A. Wilayah Ps
B. Wilayah Mahuke
I | KEK Kabupaten | L.101, | Sudah ditetapkan | Pelabuhan Pariwisata, Belum terdata | - BKPM telah = Perlunya koordinasi
Morotai Pulau 76 melalui PP No. 50 | Daruba industri ilitasi gan infrastruktur
Morotai. Tabun 2014 kapasitas pengolalian investor yang wilayah, yaitu
Provinsi tentang Kawasan | cksisting 750 perikanan, bisnis berminat untuk pembangunan jalan
Maluku Ekonomi Khusus | DWT). jalan. dan logistik berinvestasi di KEK lingkar Morotai,
Utara Morotai Bandara Leo Morotai pengembangan
Watimena, dan - BKPM melaksanakan | Pelabuhan Morotai, serta.
air bersih kegiatan sosialisasi / | penyediaan air bersih dan
promosi penanaman listrik
modal di KEK Morotai| - Perlunya fasilitasi
Pembentukan
Administrator
- Perlunya koordinasi
Pelimpahan kewenangan
perizinan dan
nonperizinan setelah
Administrator KEK
Morotai terbentuk
1035 | Sudah ditetapkan | Bandara Pariwisata: Saleable area: | - BKPM Ielah - Perlunya keordinasi
melalui PP No. 52 | Internasional Dua lapangan golf, | 621,95 ha. jatan i
Tahun 2014 Lombok. Jalan kegiatan olahraga fasilitasi Pokja KEK wilayah. yaitu penyediaan
tentang Kawasan | akses, listrik air, Hotel Mandalika terkait listrik dan air bersih
Ekonomi Khusus | dan air bersih Lerbintang, pembentukan - Perlunya fasilitasi
Mandalika kondominium Amini rta Pemb: k
Spa; pusat-pusat prefil proyek yang Administrator
kesehatan, akan ditawarkan - Perlunya koordinasi
Perumahan untuk kepada investor Pelimpahan kewenarigan
komunitas dan - BKPM perizinan dan
Komersial & pusat kegiatan sosialisasi Administrator KEK
ritel, Outlet / promosi Mandalika terbentuk
‘makanan & aman modal
‘minuman. di KEK Mandalika
Fasilitas Konvensi,
“Tempat hiburan,
Objek wisata

KEK Palu Kota Palu, L.500 | - Sudah Pelabuban Industri Zona industri | - BKPM menyiapkan - Perlunya koordinasi

Provinsi i yang dan i

Sulawesi melatui PP No. | berdekatan Industri agro pengolahan wewenang wilayah, yaita

Tengah 31 Tahun 2014 | dengan lokasi berbasis kakao, seluas 1.450 pemberian izin pembangunan flyover
tentang KEK Palu, jalan | rumput laut. dan Ha dan zona prinsip dan zin akses KEK - Pelabuhan
Kawasan dalam kawasan. | rotan, industri logistik seluas usaha kepada Pantojoan,
Ekonomi listrik. air pengolahan nikel. | 50 Ha 7 KEK
Khusus Palu bersih. Pusat biji besi. dan Palu Pelabuhan Pantoloan,

- Administrator Inovasi Rotan ©mas, serta - BKPM pembangunan jalan
sudah Nasional, logistik melaksanakan pintas Palu Parigi, dan
melalui Perda Laboratorium kegiatan penyediaan air bersih
Kota Palu No. 6 | Kakao sosialisasi/promesi | - Perlunya koordinasi
Tahun 2014 penanaman me dalam rangka percepatan
tentang i KEK Pato pelimpahan kewenangan
Organisasi dan - BKPM telah perizinan dan
Tata Kerja kegiatan izinan Kepada
Administrator fasilitasi minat Adminisirator KEK Palu
Kawasan investasi di KEK
Ekonomi Palu
Khusus Palu

4 | KEK Bitung | Kota 534 Sudah ditetapkan | Air bersih yang | Indusir Kawasan - BEPM telah - Perlunya koordinasi
Bitung, melatui PP No. 34 | bersumber dari | pengolahan Industri melakukan kegiatan dalam pengadaan lahan
Provinsi Tahun 2014 ‘Sungai Tendeki i Intranusa (22 fasilitasi Pokja KEK dan dukungan
Sulawesi tentang Kawasan | (40 liter/detik) industr agro Ha) Bitung terkait infrastrukrur wilayah.
Utara. Ekonomi Khusus | dan Sungai herbasis kelapa * Industri pembentukan yaitu pembangunan J

Bitung Pinakolan (s/d dan tanaman seluas 5,39 Administrator Tol Manado-Bitung,

100 liter/detik). | cbat. aneka ha - BEPM Pengembangan
Bandara industri, dan o Bitung, serta
Ratulangi,Pelal il perikanan kegiatan penyediaan 4ir bersih dan
uhan Bitung seluas 595 sosialisasi/promosi listrik

{akan ha penanaman modal = Perlunya fasilitasi
dikembangkan o CF8 seluas 5 di KEK Bitung Pembentukan

menjadi ha Administrator
pelabuhan hub » Pergudang: = Perlunya koordinasi
internasional). seluas 1.1 Pelimpahan kewenangan
Jalan nasional ha perizinan dan
Girian-Kema o7 nonperizinan setelah
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KEK telah

Administrator KEK Bitung
terbentuk
| E. Wilayah Ralimantan
5 KEK Maloy | Kabupaten | 557,34 | Sudah dite Jalan dan Industri kelapa. Belum terdata | Koordinasi progress - Perlunya koordinasi
Barwa Kutar melaluj PP No. 85 | pelabuban sawit dan logistik. KEK
Trans Timur, Tahum 2014 serta pengolahan MBTK wilayah, yaito
Kalimantan | Provinsi tentang Kawasan ekspor peningkatan jalan dan
(MBTE) Kalimantan Ekenemi Khusus pengembangan
Timur Maloy Batuta. pelabuhan CPQ Maloy
Trans Kalimantan - Periunya fasilitasi
Pembentukan Dewan
Kawasan, Sckretariat
Dewan Kawasan, dan
Administrator
= Perlunya keordinasi
Pelimpahan kewenangan
perizinan dan
n inan setelah
Administratoy KEK MBTK
Ji
6 | KEK Kabupaten | 1.500 - Sudah - Jalan dalam Pariwisata dengan | - 300 ha - BKPM menyiapkan - Perlunya keordinasi
Tanjung ¥ kawasan peluang investasi; (Lahan) i i
Lesung . Provinsi melalui PP No. - Pagar batas 100% saham -50 ha wewenang wilayah. yaita
Banten 26 Tahun 2012 KEK madal dapat (Hotel/ I ian Zin Tol
tentang - Listrik tahap | | dimiliki oleh Perumahan) prinsip dan &zin Serang - Panimbang,
Kawasan (kapasitas investor asing - 5 ha (Hotel usaha kepada pembangunan Bandara
Ekonomi 1 untuk usaha: Resort) Administrator KEK Umum Banten Selatan,
Khusus NVA) Hotel bintang 3-5, Tarjung Lesung dan penyediaan air bersih
Tanjung Lesung | - Jaringan Resort, Golf - BKPM - Perlunya koordinasi
- Administrator telekomunikas | Course & Driving an dalam rangka percepatan

kegiatan
sosialisasi/ promosi

pelimpahan kewenangan
perizinan dan

www.peraturan.go.id

melaluj Perda terpasang: 6. modal i kepada
Kabupaten core) di KEK Tanjung Administrator KEK
Pand g No. | - Air bersih lesung Tanjung Lesung
2 Tahun 2014 {kapasitas - BKPM telah = Perlunya dukungan
4.7 kegiatan wedi: g
Pembentukan liter/detik} fasilitasi minat komputer untuk
Organisasi - Drainase ‘manajemen hotel) investasi di KEK penduking sistem
Perangkat - Instalasi Penyertaan Modal Tanjung Lesung SPIPISE di kantor
Daerah Asing [S0% saham Administrator KEK
Kabupaten Air dimiliki aleh Tanjung Lesung
Pancleglang Limbah/IPAL - Perlunya pelatihan PTSP
(kapasitas bagi personil
sang: 0,6 3 Administrator
Titer/detik) Motel & Lodging.
- Fasilitas Rumah tinggal,
Catering. Spa.
Amusement
Center, Bar, Kafé,
Singing Room
(karaoke].
Restaurant,
Taman rekreasi,
Tour 5
PCO (Professional
Conference
Organizer).
Impresariat, serta
Objek wisata
budaya dan alam
{kecuali dalam
situs
G. h
7 | KEK Sei Kabupaten | 2.002. | - Sudah - Gedung Industri - Zona - Aksi yang sudah Perlunya keordinasi
Mangkei imal 77 industri BEPM:
n, Provinsi melalui PP No: kawasan Kelapa Sawit, seluas - Penerbitan [zin wilayah, yaitu penyediaan
Sumatera 29 Tahun 2012 | - Instalasi Industri 1.411.57 Ha Prinsip atas nama listrik. pembangunan
Utara tentang pengolahan Pengolahan Karet, dengan PT. Unilever Pelabuhan Kuala Tanjung,
Kz air dengan Pupuik dan Aneka peruntukan Oleochemical pembangunan jalur kereta
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kapasitas
250m3 /jam

- Jalan ROW 43
(0.95 km) dan
ROW 28 (1,75

- Sajuran induk
(1.9 kmj,

Jaringan
listrik, fasilitas

perizinan dari i
- Pusat inovasi
kelapa sawit

dengan nilai
investasi Rp
1.45 Triliun

Rp 5,7 Triliun
(kawasan) dan Rp
7 L2 Triliua
ftenant)

(543,35 Ha),
dan lainnya.

- Zona logistik
seluas 293,5
la

Indonesia (UOI]
16/1/1P/1/PNA/201
2 tanggal 18 Januari
2012 jo. No.

1221/1 /1p-
PB/PMA /2014
tanggal 2 Mei'2014
Fenerbitan SP

Prinsip dan fzin

Kepala
Administrator KEK
Sei Mangkei melalui
Perka BKPM No. 1
dan No. 2 Tahun
2014

- Penyediaan
perangkat komputer
untuk pendukung
sistem SPIPISE di
kanf
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api Bandar Tinggi - Kuala

Tanjuug, dan peningkatan
akses jalan dari sumber
bahan baku ke KEK

tor
Administrator KEK
Sei Mangkei

8 | KEK Kahupaten | 2,030 | Sudah ditetapkan | Pelabuhan Peti Industri Industri kimia. | - BKPM telah - Perhunya koordinasi
Tanjung Banyuasin. melalui PP No. 51 | Kemas Tanjung | pengolahan karet, | dasar kegiatan ) i
Api-Api Provinsi Tahun 2014 Api-Api, Industri (1.039.29 Ha). fasilitasi Pokja KEK wilayah, yaitu
Sumatera tentang Kawasan | Jaringan rel pengolahan sawit, | Industri kecil Tanjung Api-Api pengembangan
Selatan Ekovomi Kliusus | kargo eksisting | dan industri 1100.91 Hal terkait Pelabuhan Tanjung Api-
Tanjung Api-Api petrokinia dengan tukan Api. p Jalur
total nilai inclustri Administrator Kereta Api Tanjung Enim
investasti industri | [214.08 Ha) - BKPM - KEK Tanjung Api-Api.
sebesar Rp 33 jalan, dan
Triliun kegiatan air bersih
sosialisasi/ promosi - Perlunya fasilitasi
madal
di KEE Tanjung Api- Administrator
Api - Perlunya koordinasi
Pelimpahan kewenangan
perizinan dan
nonperzinan setelah
Administrator KEK
Tanjung Api-Api
ferbentuk
Keterangan®
ROW: Right of Way
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A.3 Peta Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KEK Tahun 2015-2019

- LI... <2

A.4 Matrik Indikasi Lokasi Rencana Pengembangan KEK Tahnn 2015-2019

| No, | Provinsi \ Tadikasi Lokasi
L. | Papua Merauke
2, | Papua Barat Sorong, Tetuk Bintuni, Raja Ampat
3. | Sulawesi Selatan Garambing Baro, Takabonerate-Selayan
4. | Kalimartan Utara Tarakar:
5, | Kalimantan Selatan Batu Licin
G, | Jawa Barat =
7. | Sumatera Barat Padang: Pariaman
8. | Aceh Lhiokseumawe

B. Kawasan Industri

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyvehutkan bahwa
Kawasan Industii adalali kawasen tempat pemusatan kegiatan industri veng
dilengkapi dengan sarana dan prasalrana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh perusahasn Kawasan Industri. Selanjutuva, Pasal 106
menyebutkan bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan industri
wajib herlokasi di Kawasan [ndustri. Adapurn tujuan pembangunan Kawasan
[mdustri sebagaimana tercantum dalam Perdaturan Pemerintali Nomor 24
Tahun 2009 teritang Kawasan Industri Pasal 2, yaitu:
a. mengendalikan pemanfaatan ruang;
oy meningkatkarn upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan:
. metnpercepat pertumbuhan Industri di daeral;
. meningkatkan daya saing Industri;
. meningkatkan daya saing investasi: dan
. memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan

infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait,

e H (I = o]
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B.1 Peta Pengemb K: Industri Eksisting

Sumatera Utara.
1. Medan Industrial Area®
2. Medan St Industrial Estate?
3. Pulanan Serval industrial Estate

Sumatora Barat
4 Padang ndstrial Estate

Riau
5. Duwieai Industidl Estate.
6. “Tanjung Buton Industrial Fstate

Park
15. Bintan Industrial Estate™
16. Latradle [0dusteial Park™
17 Pult] Setaka Industrial Estate**

2017, No.217

lavra Barat
A8, Clownong Canter Ingfustrial Estare.
49, Sentul incustrial Area
50. RansaekeX industvial Atea
SL. Bukit dah Industrial Park
2. Kojang edusteial Area
54 Kacawagg Intermational lidistriat ity
et

5. SUnYaOpta City of ndustry

56. Daya Kercarata Wikistial Park (Artha
sl iR

57 litm indstrial Area

5%, Kota Bukh Indah ity

59, Boksst Intesmiational ndlistial Estate

0, Bast Estate®

eentre

62, Jababoka Indstrial Estate®

G Gobel dustrial Area

2. indonesia Chna lategrated Industrial
area

67, MM2L00 industial Town —BFIE
65 MM2L00 st al Tt~ MMID
industyea!

Kepulauan Bangka Selitung. 7L Marddalapratanna Pe:mal industrial
18, Suge industrial Area s
OKi Jakarts. Jawa Tengah
tampung 25 MGM Clkane | E'S 9. Ave. Iawa Timuir
19 Larmony fdintriat Estats** 256 . <0. 72, Gredk inaustrial Area
27. Gkupamas Industriat Avea 8 38, Olandak Commercssl Estate AL Terboyo Semarang Industrial Arex 73, Ngoro Industrial Park (dan I1*
; nlv—un-u; 2 it 74. Surabaya fodusteial Estate Runghul.
20, Kaltim tnoustrial Estate 28 Milerium industrial Estate 7, .
21, Kaviangau industriat Ared 2. Bumi Serpong Dames Teling Park £, Bukit Semarang Byrw Incustial Park Estare (119E)
22, Dlrea hidustral Park . Keakatay Industral Estate. 5. Tanjung Emas Export Processing Zone 76. Pasuruan Industrial Estate Rembiang™*
31 Clegon ndustrat Park (KTTC)* 6. Sayung industrial Zone (1ateing Land) 77. Sidowrja Indusinal Estate Serbek®*
 Sulawesi Selatan 32. Nikomas Gemilang industrlal Estate** 47. Clacap imfustriat Estate®* Wastrial Estate Gresk®
23 Makassar Infstrial Area 33. Langgeng Sahabat ndustrial Estate™* 79, Tulan ndustria) state™*
34 Pasar Kermis Industrial Estate™*
Sulawes) Tengah 35. Kencana Alact Indostriat E3tate™*
24. Palu ndustrial Are
) Obyek Vital Nasional Sektor Industri (OVINT)
#%) Belum terdaftar sebagai anggowa HKI
Sumber: i i ian dan Himp {c Industri Indonesia (diolah)
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Isu Strategis Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia, yaitu:

L]

Perlunya peningkatan pengawasan dan pengelolaan terkait masalal
[ingkungan hidup.

Perlunya dukungan dan komitmen dari pemerintali daerah untuk terus
melakukan penyederhanaan perizinan.

Perlunya dukungan infrastruktur pendukung IKl, antara lain ketersediaarn
listrik dan sisten1 logistik (darat dan laut) guna menarik investor.

Pentingnya peran aktif instansi penanaman modal untuk memfasilitasi
pengamanan dan kenyamanan berinvestasi, khiususnya dalam kawasan
industri yang dikategerikan sebagai obyek vital nasional sektor industri
(OVNI).

Khusus di Pulau Jawa, yaitu:

Tingginya ketergantungan impor bahan baku, suku cadang, dan
permesinan.

Masih kurangnya pengembangan R&D.

Perlunya penajaman roadmap dan clustering industri.

Masalah lingkungan.

Tingginya harga lahan karena adaiya spekulan-spekular.

Khusus di Luar Pulau Jawa, vaitu:

Terbatasnya SDM yang ahli dan terampil.

Kunrangnya pasokan energi.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA daerah.

Terbatasnya dukungan infrastruktur wilayah.

Belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW). '
Masih perlunya penyederhanaan herbagai peraturan daerah untuk
menciptakan iklim usaha yang kondusif.
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B.2 Matrik P b Ka Ind i Eksisting
¢ Sewa ‘Luas Lahan
Luas Harga Jual Dates
Infrastrultur L i
No. Kawasan ] Lokasi ' (ha) yang Tersedia Lahan/SFB { /m?) e ( yang
A. Wilayah Papua
B. Wilayah Maluka
C. Wilayah Nusa Tenggara
D. Wilayah Sulawesi
1 Kawasan Industri Makassar, 703 Air bersih (2,300 m?*/hari). pengolahan air limbah Lalian industri : SFB : Belum terdata
Makassar Sulawesi (3.000 m3/hari), listrik (20 MW), dan telekomunikasi Rp 400 ribu-600 Rp 15 ribu-20
Selatan {2.000 sambuinigan) ribu/bulan tibu/bulan
Warehouse
Rp 15 ribu-20
ribu/bulan
2 | Kawasan Industri Palu. 1.500 labuhan T loan yang berdel dengan lokasi Belum terdata Belum terdata Belum terdata
Palu Sulawesi KEK Palu, jalan dalam kawasan, listrik. air bersih,
Tengah Pusat [novasi Rotan Nasional, Lab ium Kakao
ah Kalimantan
3 | Kawasan Industri Kariangaa. 399.3 | Air bersih [industri: 0.55 |/detik/hari. perumahan: Belum terdata Belum terdata Belum terdata
i 150/1/corang/hari) , Listrik (2x100 MW dan 2x25 MW),
K
Timur
4 | Kaltim Industrial Bontang, 214 Air bersih [144 m3/hari]. pengelahan air limbah (25 Lalan industr : Lahan industri : 348
Estate Kalimautan 3 /hari), listrik (23 MW), dan telekomunikasi (250 US$ 120/tahun US$ 6/tahun
Timur
5 | Kawasan Industri Bulungan. 400 Belum terdata Belum terdata Belum terdata Belum terdata
Delma, Kalimautan
Utara
F. Wilayah Jawa-Bali
6 MGM Cikande Serang, 662 Air bersih, listrik, telekomunikasi Dapat - Belum terdata
Iategrated (ndustrial Banten dinegosiasikan
Park
7 | Modern Cikande Serang, 1050 | Air bersih, listrik (180-240 MVA), telekomunikasi Lahan industri ; - 220 {tahap 5)
Industrial Estate Banten 15.000 sambungan|. gas. Jalan ROW primer [32-50 m). | Rp 1:400:000
ROW sekunder [15-24
8 Krakatau Industrial Cilegosn, 625 Airbersih (2,000 liter/detik), listrik {3.400 MVA), Lahan industri: US$ | SFB; USS 10%dari total
Estate Cilegon Banten telekomunikasi. gas (9 mmscld), jalan kelas A, 150-180 3.5/bulan area
pelabuhan [150.000 DWT}
9 | Jababeka [ndustrial Cilegon, 1.000 | Air bersil, listrik, dan telekomunikasi Lalan industri : ~
Estate - Cilegon Banten dapat
dinegosiasikan
Luas Jual Harga Sewa Imas Lahan
Na. Kawasan Lolasi. Infrastruktur yang Tersedia m:“;g. ! YLahan/SFB ( yang
=) i) 1) Ditawarkan (ha)
10 |cil 250 Air bersih, listrik, dan telekomunikasi Lahan industri : - -
Park & Storage Banten dapat
dinegosiasikan
11| Millennium Industrial | Tangerang, 273.65 | Air bersih, listrik. gas. dan telekomunikasi Lahan industri : Lahan industri 200
Estate Banten dapat dapat
SFB : dapat SFB : dapat
dinegosiasikan dinegosiasikan
12 | Taman Tekno Bumi Tangerang, 200 Air bersih (8,640 m?/hari), pengolahan air limbah Lahan industri - .
Serpong Damai Banten (5.184 m?/hari), listrik (75 MWA). dan telekomunikasi | Rp 2.6 juta
(1.800 sambungan| SFB : Harga sesuai
permintaan
lahan
13 | Kawasan Industri Serang, 165 Belum terdata Belum terdata Belum terdata Belum terdata
Nikomas Gemilang Banten
14 | Kawasan Industri Serang, 500 Belum terdata Belum terdata Balum terdata. 495
1 Sahahat Banten
15 | Kawasan Industri Serang, 73.54 | Belum terdata Belum terdata Belum terdata
Pasar Kemis Banten
16 | Kawasan Industri Serang, 62 Belum terdata Belum terdata Belum terdata 8
Kencana Alam Banten
17 | Jakarta Industrial Jakarta 500 Air bersih, listrik. telekomunikasi. Jalan ROW primer Lahan industri SFB: 85
Estate Pulogadung Thmur, DK (30 m). dan ROW sckunder (12 m) Rp 2.6 juta Harga sesuai
Jakarta permintaan
kebutuhan
bangunan
18 | Kawasan Berikat J: rta 578 Air bersil, listrik, dan telekomunikasi (1000 - Lahan industri : 20%dari total
Nusantara Utara, DKI sambungan) USS 9-12/1abiun | area
Jakarta SFB : Harga
sesual
permintaan
kebutuhan lahan
19 | Cilandak Commercial | Jakarta L2 Air bersili [700 liter/ detik), listrik (6.6 KVA], dan - Lahan industri :
Dxtate Selatan, telekomunikasi (950 sambungan) Office ; US$
DKl Jakarta 15/bulan
‘Warehouse : US$
9.5/bulan
Workshep : US$
9.5/bulan

www.peraturan.go.id
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= 1 Harga Sewa Luas Lahan
Na. Kawasan Lokasi | L Infrastruktur yang Tersedia u:‘;:‘:“‘ Lahan/SFB ( yang
{(ha) (/) Jm2)
20 | Kawasan Industri Bogor. Jawa 100 Air bersih, listrik, telekomunikasi. serat optik, gas Lahan industri: Belum terdata Belum terdata
Sentul Barat dapat
dinegosiasikan
21 | Cibinong Center Bogor. Jawa 140 Air bersih (70 liter/detik). listrik {6 MVA). Lahan industri: Rp Belum terdata Belum terdata
Industrial Estate Barat unikasi, jalan ROW primer {24 m), jalan ROW | 3.000 /bulan
sekunder [20 m), dan jalan ROW tersier (13 m) SFB: Rp
32.500/bulan
22 | Bekasi International Bekasi. 200 Air bersih [13.000 m?/hari). pengolahan air limbah Sudah terjual (sold - -
Industrial Estate Jawa Barat (8.000 m3/han), listrik (900 MWA). telekormunikasi, out)
- Jalan ROW primer (40 m], dan ROW sekunder (20 ]
23 | EastJakarta Bekasi. 320 Air bersih, pengolahan air limbah. listrik. gas. dan Dapat Dapat Belum terdata
ial Park Jawa Barat | teleks dinegosiasikan i i
24 | Greenland Bekasi, 1,000 | Air bersih, listrik, telekomunikasi Lahan industri: Rp Belum terdata. Belum terdata
International +Jawa Barat 850,000
Center
25 | Jababeka Industrial Bekasi, 1.840 Air bersih (47.500 m*/hari}. Pengolahan air limbah Lahan industri: 10% dari harga Belum terdata
Estate Cikarang Jawa Barat (42.000 mH/haxﬂ lntdk |2 x 150 MW dan 1 x 340 1oitlai dari Rp. Jjual
W) i [25.000 Serat optic | 3.000.000
26 | Patria Manunggal Bekasi, 39 Mr beruilL liutrik. telekomunikasi Dapat Balum terdata Belum terdata
Estate Jawa Barat
27 | Kawasan Industri Bekasi. 54 Air bersih. listrik, gas. telekomunikasi Dapat Belum terdata Belum terdata
Gobel Jawa Barat i
28 | Kawasan Industri Bekasi, 200 Alr bersih, listrik, telekomunikasi Dapat Dapat 80
Terpadu Indonesia — Jawa Barat i i i i
China
29 | Lippo Cikarang Bekasi, 1.000 | Air bersih (40.000 w*/hari). pengolahan air limbah Dapat Dapat Lahan industri:
Jawa Barat {10,000 mi/hari), listrik (900 MVA), it i di i 5.000 m*
(15,000 sambungan), Jalan ROW printer (40 m). dan SFB
jalan ROW sekunder (20 m) Lahan : 1,357 -
1.800 m*
Bangunan : 860
= 1.024 m*
30 | Marunda Center Bekasi, 540 Air bersih [10.000 m*/hari), pengolahan air limbah Dapat Dapat Lahan industri:
Jawa Barat (600 m?/hari), listrik (20 MW), i (2.000 i iasik di i 5.000 - 100.000
sambungan|. Jalan ROW primer (2448 'm). dan jalan m?
ROW sekunder (20 m| FB Lahan :
500 -1,800
m?
601
Luas Jual Harga Sewa Imas Lahan
Na. Kawasan Lolasi. Infrastruktur yang Tersedia m:";;. YLahan/SFB ( yang
=) i) 1m2) Ditawarkan (ha)
Bangunan :
320 - 1.200 m®
31 | MM2100 Industrial Bekasi. 300 Air bersih (72.000 m?/hasi), pengolahan air limbah Lahan industri; US§ | - Belum terdata
Town [BFIE} Jawa Barat (64.800 m*/ hari), I.ub’k (348 MVA), telekomunikasi 130
(10:000 sambungan), gas alam. gas industri, jalan ROW
primer (4 1-60 m), dun jalan ROW sekunder (18-20 m)
32 | MM2100 [ndustrial Bekasi, 1,200 | Air bersih (72.000 m*/hari), pengolahan air imbah Lahan industri; US§ | - Belum terdata
Town (MMID)} Jawa Barat 154,800 m3/hari). listrik (646 MVA). telekomunikasi 110-115
(10.000 sambungan|. gas alam, gas industri, Jalan
ROW prirmer (41-60 m), dan jalan ROW sekunder (18-
20 m|
33 | Karawang Karawang. 1200 | Air bersih [30.000 m*/hari). pengolahan air limbah Lahan industri: Belum terdata Belum terdata
International Jawa Bamt {36,000 m3/hari), listrik (180 MVA), telekomunikasi dapat
Industrial City dinegosiasikan
34 | Artha [ndustrial Hill Karawang, 390 Air bersili (300 liter/ detikj, pengolahan air limbah (240 | Lahan industri : US$ | - 390
Jawa Barat liter/detik), listrik {100 MVA), telekomunikasi, gas, 170
jalan ROW primer (45 m), jalan ROW sekunder (10 m),
(6 )
35 | Kawasan Industri Karawang, 500 i), listrik (129 MWA), Lahan industri : - -
Mitra Karawang \Jawa Barat g ikasi {1.500 Jalan ROW primer | dapat
(45 m). dan ROW sekunder (25 dinegosiasikan
36 | Kujang Industrial Karawang, 140 Air bersih [5.000 m3/hari), listrik (20 KVA), - Lahan industri : as
Estate Jawa Barat telekomunikasi (200 sambungan), Jalan ROW primer 0SS 4,5/tahun
33 m), dan ROW sekunder (17 m)
37 | Suryacipta City of Karawang. 1.400 | Air bersih [43.500 m*/hari|. pengolahan air limbah Lahan industri | - 200
Industry Jawa Barat 130.450 m3/hari), listrik (300 MWA), telekomunikasi dapat
(3.000 sambungan), gas, Jalan ROW primer (50 m), dinegosiasikan
ROW sekunder (30 m]. dan ROW tersier (24 m) SFB : Harga sesuai
taan
| . | kebuthap lahan .
38 Bulnl “indah Industrial Karawang 700 Air bersih [14.000 m#/hari), pengolahan air limbah Lahun industrit - 22.4
Jawa Barat (11.600 m?*/hari). listrik (250 MVA|. telekomunikasi, dapa
gas dineg oelasikan
39 | Kota Bukit Indah Punvakarta, L300 | Air bersih (60.000 m*/hari), pengolahan air imbah Lahan industri; US$ | Tanah: US$ 498
Industrial City Jawa Barat 128.000 m?/hari). listrik (250 MVA). telekomunikasi, 70 1.25/bulan
gas, jalan ROW primer (45 m), jalan ROW sekuncler
{30-35 m), dan jalan ROW tersier (20-26 m) Bangunan: JS$
4.00-5.00/bulan

www.peraturan.go.id
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= 1 Harga Sewa Luas Lahan
Na. Kawasan Lokasi | L Infrastruktur yang Tersedia u:‘;:‘:“‘ Lahan/SFB ( yang
{(ha) 1 /m3) Jm2)
40 | Kawasan Industri Purwakarta, 50 Air bersih, listrik, telekomunikasi Dapat Belum terdata Belum terdata
Lion Jawa Barat dinegosiasikan
41 | Kawasan Industri Bandung, 200 Air bersih (3 liter/detik), listrik {s/d 16,5 kVA], dan Lahan industri @ 8FB: 14,6 40
Rancaekek Jawa Barat telekomunikasi (500 sambungan) dapat Jura/bulan
dinegosiasikan
SFB:Rp3
miliar/unit
42 | Kawasan Industri Bekasi. 302.5 | Belum terdata Betum terdata Belum terdata Belum terdata
Mandalajratama Jawa Barat
Permai
43 | Grand Karawang Karawang. 566 Belum terdata Belum terdata Belum terdata Belum terdata
ial Park Jawa Barat
44 | Kawasan Industri Bogor, Jawa 500 Air bersih, listrik, dan telekonminikasi Lahan industri SFB : US$ -
Candi Barat Rp 500 ribu 1.75/bulan
45 | Terboye Semarang Semarang. 300 Air bersih [500 m?/hari]. listrik (2.5 MVAJ. dan Lahan industri -
Industrial Area Jawa telekomunikasi dapat
Tengah dinegosiasikan
46 | Tugu Wijaya Kusuma | Semarang, 250 | Air bersih (1.000 m3/hari), pengolahan air fimbah Lahan industri ¢ Warehousing: 160
Industrial Area Jawa (600 m3/bari). listrik (60 MW). telekomunikasi. jalan Rp 400-450 ribu Rp 10 ribu - 12
Tengah primer (30 m], jalan sekunder (22 m) ribu/bulan
a7 Baru : 105 | Air bersih (66 liter/detik), pengolahan air limbah (30 | Lahan industr ; - 3
Semarang Small Jawa liter/detik), listrik {10.000 KVA]. dan telekomunikasi Rp 250 ribu
Industry C Tengah
48 | Taman Industri Bukit | Semarang, 120 Alr bersil [30 liter/detik), pengolahan air limbah, Lahan industri - 27
Semarang Baru Jawa listrik (65 MW), dan telekomunikasi (501 sambungan) Rp 1.500.000
Tengah
492 | Tanjung Emas Export | Semarang, 101 Air bersih (2,160 m?*/hari], listrik (10 MWA), dan SFB Lahan/Banguuan | 71
Processing Zone Jawa telekomunikasi (600 sambungan] Gedung : US$ +3,050 m?/ 1,856
Tengah 2/bulan m? per unit
Lalan : US$ Bangunan : US$ 2
6/butan [bulan
“Tanah: US$
0.6/bulan
50 | Kawasan Industri Demak, 300 Air bersih, pengolahan air limbah, lstrik, Belum terdata Belum terdata Belum terdata
Sayung (Jatengland) Jawa telekomnunikasi
Tengah
51 | Kawasan Industri Cllacap. 154 Belum terdata Betum terdata Belum terdata a9
Cilacap Jawa
Tengah
Luas Jual Harga Sewa Imas Lahan
Na. Kawasan Lolasi. Infrastruktur yang Tersedia m:";;. YLahan/SFB ( yang
(ha) ( /m?) )
52 | Kawasan Industri ‘Wonogiri. 400 Air bersih, listrik, telekomunikasi Betum terdata Belum terdata Belum terdata
Wonogiri Jawa
Tengah
53 | Kawasan Industri Gresik. 140 Air bersib [200 m?/hari]. pengolahan air limbah (500 Lahan industri : SFB: 443
Gresik Jawa Timur ma/hari), listrik (40,2 MWA), dan telekomunikasi (400 | Rp 650 ribu -1,3 Rp 16 ribu-21
sambungan) Jjuta ribu/bulan
Warehousing : Rp
12 ribu-15 ribu/
bulan
Lahan Industri -
Rp 45 ribu-50
ribu/bulan
54 | Kawasan Industri Tuban, 227 | Air bersih (15 liter/detik], listrik (100 MW), gas (5 juta | Lahan industr ¢ Rp 50 ribu/tabun | 204.5
Tuban Jawa Timur 3/bulan]. 6 ribu Jalan Rp 750 ribu
primer (2 x 7 m), jalan sekunder {8 m)
55 | Kawasan Industri Gresik, 341,5 | Air bersih, pengolahan air limbah, listrik, jetty Belum terdata Belum terdlata Belum terdata
Maspion Jawa Timur
56 | Java Integrated Gresik. L.761 | Air bersih. pengelahan aic limbah. iisuik, gas. dan Belum terdata Belum rerdara Belum terdata
Industrial Port and Jawa Timur telekomunikasi
Estate
57 | Ngoro Industrial Park | Surabava. 440 Air bersih. pengolahan air limbah. listrik. gas alam. Lahan industri : SFB/Warehousing | 80
Jawa Timur dan telekomunikasi dapat Rp 15
dinegosiasikan ribu/bHulan
58 i 335 Air bersih, pengolahan air limbah {10:000 m#/hari, Lzhan industri ¢ SFB: 15 ribu -20 | -
Estate Rungkut Jawa Timur listrik. gas alam. dan telekomumnikasi (1:200 Rp 400 ribu-450 ribu/bulan
sambungan| ribu/bulan Warehousing : Rp
17 ribu-20
ribu/bulan
59 | Sidoarjo [ndustrial Sidearjo, 87 Air bersil, pengolahan air limbah, listrk, gas, dan Belum terdata Belum terdata Belum terdata
Estate Berbek Jawa Timur telekomunikasi
60 | Pasuruan Industrial Pasurnan, 500 Air bersih, pengolahan air limbah (5:000 m#/hari), Lahan industri : Lahan: 5 - 15%x | Belum terdata
Estate Rembang Jawa Timur listrik, gas. dan telekomunikasi Rp 400 tibu-450 NJOP/tahun
ribu/bulan SFB : 15 ribu -20
ribu/bulan
‘Warehousing : Rp
17 ribu-20
ribu/bulan
G. Wilayah
61 | Kawasan Industri Medan. 780 Air bersih [300 |/detik) . Pengolahan air limbah USS 65 Rp 5.000- Belum terdata
Medan (18.000 m*/hari), listrik (120 MVA|, Telckomunikasi 6.000/bulan
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= 1 Harga Sewa Luas Lahan
Na. Kawasan Lokasi Infrastruktur yang Tersedia uh::;:l Lahan/SFB yang
N (/o) Tt | hetes
Utara (1.500 sambungan|. Gas industri (1.500 m#/jam) Warehouse: Rp
19.000/bulan
62 | Medanstar Industrial | Tanjung 103 Air bersih (2,000 m3/jam), Pengolahan air limbah Uss$ 30-35 Belum terdata 5
Estate Morawa 15.600 - 6.400 m3/hari). Listrik {17.500 KVA).
Telekomunikasi (625 sambungan|
63 | Pulahan Senuai Medan, 650 Airbersih, pengolahan air limbah, Ustik, dan US§ 25-55 US$1,200- 600
Industrial Estate ikasi 1.350/bulan
Utara
64 | Kawasan Industri Padang, 200 | Air bersil [400 1/detik). Listrik (30 MVA], USS$ 25 Belum terdata a5
Padang Sumatera Telekomunikasi
Barat
65 | Kawasan Industri Dumai, L.146 | Air bersih [750 m?). Pengelahan air limbah {150 m?), Uss 60 Belum terdata 547
Dumai Riau Listrik (50 MW). dan telekomunikasi
66 | Kawasan Industri Tanjung 590 Pelabuhan Tanjung Buton (25,000 DWT), jalan akses Dapat Dapat Belum terdata
Tanjung Buton Buton. ke pelabuhan i ik i iasi
Siak, Riau
67 | Batamindo Industrial | Batam, 320 Air bersihi [4,500 m3/hari), Listrik (150 MW}, Betum terdata $§3.50 - 10.50 / | 320
Park i (2.500 gan| m? / bulan
Riau
68 | Bintang Industrial Batam, 70 Air bersih, pengelahan air limbah, listrik. dan Lahan industri : $§ $: 13.600/B1.950 | 47
Park Ki i ikasi 60 5§84 /bulan
Riau Bangunan pabrik
S8 400
%9 | Kabil Integrated Batam, 520 | Air bersih (3,080 m3/hari), Listrik (30 MW], Lahan Industri : US$ | Lahan industri: | 150
Industrial Estate il 2-000 80-100 USS 80-
Riau Bangunan pabrik : 150 /bulan
dapat Warehouse : US$
dinegosiasikan 5-6/hulan
70 | Panbil [ndustrial Batam, 103 Air bersih [2,500 m3/hari], pengolahan air limbakh, Dapat 584.00 - 4.96
Estate Kepulauan listrik (48 MW], dan telekomunikasi (3.000 SST| dinegosiasikan 5.30 fbulan
Rian
71 | Purilndustrial Park Batam, 30 Air bersih, pengolahan air limbah. tistrik (3 MVA). Lahan industri : 88 | 8S 4 /bulan 10
2000 ikasi (100 SST), Jalan ROW primer (1 km), 90 atau
Rian ROW sekunder (2 km), dan ROW tersier [1 km) Rp 650,000
SFB : S$ 425 ataw
Rp 3,000.000
72 | Tunas [ndustrial Batam, 38 Air bersih, listrik (10 MVA), dau telekommunikasi (300 - §83.5 Belum terdata
Estate
Riau
Jual Harga Sewa Luas Lahan
Na. Kawasan Lolasi. W\M Infrastruktur yang Tersedia m:gn V) | Laban/SFB( yang
Sm?) Ditawarkan (ha)
73 | Umion Industrial Baram, 23 Air bersih, listrik [2 MVA). telekomunikasi (100 SST), Betum terdata $% 3-4/bulan 7
Pstate Kepulauan Jalan ROW primer (20 m), ROW sekunder {15 mj, dan
Riau ROW tersier (15 m)
74 | West Point Maritime Batam, 360 Air bersih., pengolahan air limbah. listrik, dan B Lahan industri : 285
Industrial Park i Harga sesuai
Rian permintaan
— kebutuhan lahan
75 | Bintan Industrial Bintan, 273 Air bersih [7.500 m*/hari). pengolahan air limbah, - B -
Estate Kepulauan listrik {21 MW), dan telekomuanikasi (1.000
Riau | sambungan|
76 | Latrade [ndustrial Batam, 52 Air bersih, listrik. telekomunikasi Lahan industri: Pabrik: 88 4.50 - | 32
Park Kepulauan S8 60-80 5.00 /bulan
Rian Bangunan: Hostel: 5§
S8 300-350 500 /kamar/bulan
77 | Kawasan Industri Belitung, 1.414,7 | Belum terdata Belum terdata Belum terdata 500
Suge Kepulauan
Bangka
Belitung
78 | Kawasan Industri Lamipung 126,8 | Belum terdata Belum terdata Belum terdata 78
Lampu
79 | Putri Selaka Batam, 200 Belum terdata Belum terdata Belum rerdata Belum terdata
Industrial Estate Kepulauan
Rian
Keterangan
SFB . Standard Factory Building
US$ : US Dollar
8%  : Singapore Dollar
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B.3 Peta R Pengembangan K: Industri (KI)
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B.4 Matrik R Pengembangan K; Industri Baru
| Lokasi | Luas (ha) | Fokus Sektor [
Kabupaten X Industri migas dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU] 300 MW. akses jalan sepanjang 26 Km dari.
Bintuni Teluk Bintuni, pupuk Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan Industri, pelabuhan Trestle sepanjang 5 km
Papua Bavat dengan 50.000 DWT. perumahan untuk pekerja,
pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja. dan Sekolah Kejuruan dan Akademi
Ly .
B. Wilayah Maluku
2 | Kawasan Industri Buli | Kabupaten 300 Industri smel Pembangunan Pembangkit Listrik (PUTU] 2 x 110 MW, peningkatan kualitas jalan
Halmahera Thmur ferronikel. stainless dari Maba ke Buli [Alternatif Jalan Provinsi] kurang lebih 8 km. pembangunan jalan
Timur, Maluku steel, dan downstream akses Pelabuhan — Pabrik | km, pembangunan jalan akses Pabrik - Town Site 2 ki,
Utara stainless steel dan pembangunan Pel'-buhan 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14000 DWT
dan 35000 DWT 2.5 km
C. Wilayah Nusa
| D. Wilayah Sulawesi R = F
3 | Kawasan lndustri Bitung, 534 Industri agro dan logistik | Penyelesaian pembangunan PLT Panasbumi Lahendong V daya 1x20MW,
Bitung Sulawesi Utara penyelesaian pembangunan PLT Uap Kema daya 2x25MW, penyelesaian
PLT Gas Lik daya 3x25MW. p i Gardu
Induk Paniki 150 KV dan Tanjung Meral 150 KV, peningkatan Kapasitas Sumber
Air Tendeki 1239,05 ltr/detik, peningkatan fisik Ruas Jalan Nasional Girian — Kema
sepanjang 5 Km, pembangunan Jalan Nasional akses ke Tol Manado - Bitung dari
pintu tol Km 28,5 ke KEK sepanjang 5 KM, peningkatan Jalan Tol Bitung Mimit
Manado jang 43 KM, i seluas 247 ha, pembangunan
perumahan untuk pekerja. dan b Politeknik Kelapa dan Perikanan.
Kl Kawasan Industri Palu | Palu, Sulawesi 1.500 Industri Totan, karet. Jalan Layang Nasional, jalan Lingkar luar (Moda Transportasi Barang) 4.5 km,
Tengah kakso (agro), dan peningkatan Pelabuhan Pantoloan dan Terminal Peti Kemas, gudang Logistik,
| ) - S| | | —— | smelter | gedung Trading Ce: dan Balai Latihan Retja A i
5 Kawasan Industri Jalan Trans 1.200 Industri smelter PLT Batubara 250 - 350 MW. pembuatan Tranemisi Listrik ke Lokasi Kawasan
Merowali Sulawesi Desa ferronikel, stainfess Industri, pembuatan Situ/Waduk 1000 — 1200 liter/detik, pelebaran dan
Fatufia. Kee, steel, dan downstream peningkatan jalan dari Bungku ke lokasi Kawasan Industri {40 Km), pelebaran dan
; stainless steel peningkatan jalan dari Bandara ke Jokasi Kawasan Industri (§ Km). dukungan dari
Bahodopi Kementerian Perhubungan Rl untuk memperlancar Perizinan Pelabuban dan
Kab. Morowali, Bandara, pembangunan perumaban untuk pekera, pembangunan Rumah Sakit
Sulawesi untuk Pekerja. pendirian Politeknik Pertambangan dan Industri Logam di Kawasan
Tengal Industri Morowali, pendirian Pusat Inovasi Industri Logam | nikel).
6 | Kawasan lndustri Bantacng, 3.000 Industri smelter dapat kapal dengan 10,000-20.000
Bantaeng Sulawesi ferronikel, stainless DWT, pembangunan perumahan untuk pekerja. dan pembangunan Rumah Sakit
Selatan steel, dan downstream untuk pekerja
stainless steel
7 Kawasan Industri Kec, Bondoala 5.500 Industri smelter Pembangunan jembatan di dalam kawasan, ikasi 1100 SST, )
L | Konawe | & Kee, l _| ferronikel. stainless perumahan untuk pekerja. dan pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja
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- Hpiuisa | Tuws (he) | 3 2 SR S e |
Kapoiala, steel, dan dounstream
Konawe stoinless steel
Sulawesi
Tenggara
E.
8 [ Kawasan Industri Kab, Ketapang, | 1.000 Industri alumina Peningkatan kapasitas jalan provinsi di sekitar kawasan, peningkatan akses jalan
Ketapang Kalimantan industri menuju pelabuhan sekitar 20 km, dan pengembangan pelabuhan sebagai
akses masuk ke kawasan dan untuk hongkar muat industri
9 | Kawasan Industri Kab, Landak, 306 Industri karet, CPO Jaringan listrik dan jalan raya menuju kawasan industri 2 km dan Gardu [nduk,
Landak Kalimantan waduk 5] han air industri dari sungai
Barat Mandar, dan jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhian Pontianak
34 km
10 | Kawasan Industri Kab. Tanah 530 Industri besi baja Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang L5 km dari jalan lingkar,
Batuliem Bumbu, pelabulian dermaga dengan Jeti 750 m kedalaman 22 m
Kalimantan
Selatan
11 | Kawasan Industri Kab. Tanah Belum Hilirisasi samber daya Belum terdata
Jorong Laut, terdata mineral (bauksit), kelapa
Kalimantan sawit
Selatan
F. Wilayah Jawa-Bali
G. Wilayah
12 | Kawasan lndustri Batubara, 1.000 Industri alumunium, Jalan Utama (volume 97, 125 m2), jalan Lingkungan [volume 27 1,950 m2), dan
Kuala Tanjung Sumatera Utara CPO Jalur KA Bandar Tinggi Pantibalan - Kuala Tanjung (22, L5 km]
13, | Kawasan Industri Sei Simalungun. 2.002.77 Industri pengolahan CPO | Pembangunan Jalur KA KEK Sei Mangkei — Sepur Simpang (2.9 Km). peningkatan
Mangkei Sumatera Mara relJalur KA Gunung Bayu = Perlanaan (4,15 km), dan penambahan kelengkapan
mesin dan peralatan pusat inovasi
14 | Kawasan Industri Tanggamus, 3.500 Industri maritime dan Pembangunan energi listrik power plant, peningkatan jalan menuju Kawasan
Tanggamus Lampung logistik Industri Maritim (lebar 8 m. panjang 10 kmj, peningkatan pengembangan
Jeti di Kawasan Industri, dan Balai Latihan Kerja
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C. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB),
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai
tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa,
industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos
dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang
lainnya. Fungsi tersebut meliputi:

a. Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran,
pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang
atas Dbarang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan
perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;

b. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air,
prasarana dan sarana perhiubungan termasuk pelabuhan lant dan bandar
udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta
prasarana dan sarana lainnya.

Isu Strategis Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas (KPBPB) di Indonesia, yaitu:

+ Diperlukan pembagian peran yang jelas di antara KPBPB yang telah ada,
seperti KPBPB Batam, KPBPB Bintan (dan Tanjung Pinang), KPBPB
Kariniun,

» Diperlukan penajaman roadmap dan clustering/spesialisasi industri.

+ Diperlukan pengembangan industri inovatif dan peningkatan value added.

+ Diperlukan dukungan kebijakan (regulasi dan kontribusi pembiayaan) lintas
sektor terkait masing-masing industri.

s+ Diperlukan dukungan penibiayaan sinergi piisat dan daerah (APBN/APBD).
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Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

C.2 Matrik R b K: Perdag: Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
| A. Wilayah Papua
| C. Wilsyah Nusa Tenggara
D. Wilayah Sulawesi
E. Wilayah Kalimantan
F. Wilayah
G. Wilayal natera
1 Pulau Weh, ota Sabang {Pulau A infrastruktur Perlu pengembangan Bandara Maintun
Sabang kan Wah Pulau Klah, Saleh. Sabang, dan jalan lingkar Pulau Weh (Sabang — Keneukal).
melalui | Pulau Rubiah. Pulau | dan industri, - Perlundmy-pctmcmaanyangknmplﬁwnﬂfnntnmakaumwndfdm
UTI No. | Seulako & Pulau aris KPBPR dengan regulasi dan | y
37 Rondo) dan dneml antara pusat dan dacrah (APBN/APBD).
Talun | Kecamatan Pulau - readmap dan lisasi industri dengan
2000 Acely, Aceh Besar duknngan kebijakan lintas sektor terkait masing-masing industri. Dalam hai ini,
(Pulan Breuh. Pulau Sabang perlu sebagai pusat I dan jasa
Nasi dan Pulau serta pariwisata internasional.
Teunom
2 KPBPB | Pulan 415 Ditetap | Meliputi Pulau Sektor - Diperlukan penajaman S g/ sasi industri,
Batam | Bavam. kan ., PulauTonten, ito perlu ndustri incvaril dan peningkatan value added. Untuk
Provinsi melalui | Pulau S:tnkak. Pulau | maritim, itu, harus ada k |-=5uuwl!"" il
Kepulanan PP No. Nipah, Pulau industri, sektor terkait mamnl-manmg hmun
Riau 46 Rempang. Pulau - fdlif yaito Batu Ampar
Tahup | Galang, dan Pulau perbankan, dan pelabuban Tandunc. Sauh, jalur KA ‘L'm]ung Unmg Batam Center,
2007 ‘Galang Baru Twisata dan Batam - Bintan 150
bidang lainnya KVA. pembangunan wmbe.rdnyaair(immaDamSeiGon( nvmpuu Utara.
Teluk Nongsa, dan Pulau Kepala Jeri), pengelolaan sampal kota, dan
pembangunan techno park berbasis industri
) KPBPB | Kabupaten | 61.296. | Ditetap | Sebagian dari wilayal | Sektor - Adanya hambatan pelaksanaan tugan pengelola KPBPB karena aspek struktural
Bintan | Bintan, 5 kan b Bintan dimana terdapat ketidakjelasan dan juga
Provinsi imelalui | serta selurub maritim, ruang lingkup/cakupan wilayah bebnyanl bersifat enclave. Selain it, adanya
PP No. KAwann Industri industri, hambatan finansial dimana terbatasnya besaran dana APBN yang dialokasikan
Riau 47 Galang Batang, dan proses
Tabun Kmnan Industri perbankan, - Perlu adanya i I t:
2007 erinm dao Pulau pariwisata dan pusat dan daerah untuk ke_lelum tquuai status u)embmtm. pengaturan
bidang lainnya | lahan. i industri vang sinergi antara pusat dan
sclminn dari wilayah daerah.
Kota Tanjung Pinang - lnlhlmtkmryam mrlfxiiaju(a mnih rqrbnm Infrastruktur yang perlu
vang meliputi jalan lingkar Kata Tanjl.m;
Kawasan Industri Pinang - Kab. Bintan, dan lumber dag air (Tampungan Air Baku DAS Kawal
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Kabupaten i i wil Sektor - Terbatasnya ketersedizan infrastruktur, antara lain perlu pembangunan
Karimu | Karimun kan i ikan PLTG/MG TB. Karimun Peaker 40 MW dan PLTU TB. Karimun
0 dan Kota melalui maritim, Peaker 20 MW,

‘Tanjun PP il industri, - Perlu adanya perencanaan yang komprehensif antara skema insentif dan

Pinang. No.48 L i KPBPB dengan regulasi dan pembiay

Provinsi ‘Tahun perbankan, sinergl antara pusat dan daerah (APBN/APBD),

Kepulanan 2007 pariwisata dan | - Selain itu, diperlukan juga ji n raadmap dan ¢l 1 ialisasi

Riau bidang lainnya industri dengan dukungan kebijakan lintas sektor terkait masing-masing

industri.

www.peraturan.go.id



2017, No.217 84,

D. Kawasan Pariwisata
D.1 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia,
Pemerintah telah menetapkan PP No. 5O Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). RIPPARNAS telah menggariskan visi,
misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator peneapaian program
pembangunan pariwisata nasional hingga 2025. RIPPARNAS mengacu pada
empat pilar uitama, yakni strategi pembangunan industri pariwisata, destinasi
wisata, pengembangan pemasaran pariwisata, serta pengembangan
kelembagaan pariwisata dengan menargetkan 50 destinasi wisata nasional, 88
kawasan strategis wisata nasional, dan 222 kawasan pengembarigan wisata
nasional.

Rencana Pengembangan Sektor Pariwisata Tahun 2015-2019

| No. ‘Uraian. Sasaran Baseline 2014 | 2019
1 Kentribusi terhadap PDB Nasional 4.2% 8%
2 Wisatawan Mancanegara (Orang) 9 Juta 20 Juta
3 Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 Juta 275 Juta
4 Devisa (triliun rupiali) 120 240

Sumber: Kementerian Partuisata

Berdasarkan RIPPARNAS dan RPJMN 2015-2019 Pemasaran Pariwisata
Nasional diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan
manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara, dengan
strategi fokus pada 16 pasar wisatawan manca Negara dan 16 pasar ufama
wisatawan domestik. Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya
untuk wisatawan mancanegara mencakup: (1) wisata alam yang terdiri dari
wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (2) wisata budaya yang
terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata
kota dan desa; dan (3) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event,
wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu. Dalam rangka peningkatan
pemasarant pariwisata nasional, akan dibentuk Pusat Premosi Pariwisata
Indonesia di mnegara-negara terpilih serta pemberdayaan kantor-Kantor
perwakilan Indonesia di luar negeri.
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13 Desti i Prioritas Nasi 1 (DPN) dan 16 K: St gis P i Nasi 1 (KSPN)
A h a
1 | Serong-Raja Ampat, | Papua Raja Ampat, | Wisata bahari, hotel, | - Perlunya penambalian sarana transportasi umum laut dan penetapan
dskt Barat dskr eoltage. restoran. resort Jjadwal dan tarif yang jelas.
- Pembangunan pelabuhan /marina yang bisa dilabuhi kapal penumpang
berukuran sedang/besar.
B. Maluku
C. Nusa Tt
2 | Lombok-Gili NTB. Rinjani. dskt Wisata alam, pondok | - Pembangunun dan perbeukan mfrasn nktur terutama jalan dan jembatan
Tramena. dskt wisata, eko-wisata, hotel, | unwk ke k T Gunung Rigjani
resort lasilitas p pariwisata serta pelayanan publik
lmm:rya seperti bank, kantor s, rumah sakit, pasar dan terminal
tahunan k kegiatan Visit
Lombok dan Sumbm (VLS)
3 | Komodoe-Ruleng, dskt | NTT Komaodo, dskt Wisata  bahari, hotel, | - Pembangunan pelabuban/marina yang bisa dilabuhi kapal penumpang
cottage, restoran, dan berukuran sedang/besar,
resort - Perlunya penambahan sarana transportasi umum baik darat maupun
laut dan penetapan jedwal dan tarif yang jelas
- Perhinya peningkatan mutu dan kualitas SDM dibidang pariwisata
dengan membangun SMK maupun Akadem) Pariwisata
- Pembangunan fasilitas hyperham: chambers, pengolahan
limbah /sampah, penyediaan air minum/air bersih, mmseum swasta. balaj
latihan kerja
« Perlu dikembangkannya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
dengan skema kemitraan,
4 | Kelimutu-Maumere, | NTT Ende-Kelimutu, | Wisata  alam,  hotel, | - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur !erulama Jalan dan jembatan
dskt dskt cottage untuk ke
- F kan sarana dan pariwisata di kawasan Ende-
(p bahan lampi p 1, toilet, tempat sampah dan
tempat makan)
- Peml sarans ek air bersih/ar minum
- Perlunya Lal sarana ransportasi umum darat yang terjadwal.
Sulawesi
& | Toraja-Lorelindu. Sulawesi Toraja, dskt Wisata budaya. hotel, | - Pembangunan dan pubankan mfmau uktur terutamea Jalan dan jembatan
dskt Selatan cottage. restoran untuk Toraji
« Perln mengoptimalkan bandara Pongtiko dan menambeh [rekuensi
penerbangannya,

Janad dskt | Wisata bahan. hotel, Perlunya penambahan sarana transportasi umum laut dan penetapan
dskt Utara cottage. restoran, resort Jjadwal dan tarif yang jelas,
- Pembangunan marina yang bisa dilabuhi kapal penumpang berukuran
sedang/besar,
7 | Kendari-Wakatob. Sulawesi Wakatobi, dskt | Wisata bahari. hotel, | - Perlunya penambahan sarana transportasi umum laut dan penetapan
| Tenggara cottage, restoran, resort jadwal dan tarif yang jelas,
- Pembangunan pelabuhan /marina yang bisa dilabuhi kapal penumpang
berukuran sedang/besar.
E. Wilayah Kalimantan R
8 jung Wisata alam, . Akan d:kemhang,lmn !eba@x tujuan wisata lubauss, buken mass tourism.
Tanjung Puting, dskt | Tengah Puting, dskt akan d sistem antre yang
lalkan pesona 2 borneo {Pongo gmaeus)
- ingk kesadaran kat melalui p
untuk selalu menjaga kelestarian lin ngg
Jawa-Bali
9 | Jakarta-Kep. Seribu. | DKI Jakarta | Kep, Seribu. | Hotel. couage. restoran, | - Perlunya penambahan sarana transportasi laut yang terjadwal dan lebih
dsk dske eco-resort  dan  wisata kan kesel
tirta = Pembangunan marina yang bisa dilabuhi kapal penumpang berukuran
sedang/besar.
- Perlu ditingkatannya kegiatan promosi wisata Kepulauan Seribu.
Kota-Tua- Akomodasi (hotel) dan | - T sarana dan pariwisata di kawasan kota
Sunda Kelapa, | wisata budaya tus han lampu tempat sampal, lahan parkir,
dskt kawasan pedagang dan tempat makan).
- Revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah yang telah rusak.
- Peningkatan keamanan dan ketertiban di kawasan Kota-Tua.
10 | Borobudur-Yogya. Jawa Borobudur. Hotel, ecottage. restoran | - Perlu dibuatnya taman-taman wisata di sekitar lingkungan candi
dskt Tengah - | dskc dan wisata budaya Borobud I k ip jung Candi bisa terr 3
DIy v il sarana dan pariwisata di kawasan
bal lampu tempat sampah. lahan
parkir, k d dan tempat makan).
11 | Bromo-Malang, dskt | Jawa Timur | Bromo- Hotel. cottage. restoran. | - Perlunya pelebaran jslxm akses meuu)u kawasan Bromo-Tcnggcr-Semeru
Tengger- dan wisata alam = Perlunya DMO (D
Semeru, dskt - Perbaikan sarana dan prasarana penunjsng psrlwwats di kawasan

Bromo. Tengger Semert toilet,
pedagang dan tempat makan)

- Pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk ikut menunjang kegiatan
pariwisata (pemandu wisata. warung makan, penginapan dan penyewaar

Jip)

lampu p
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Hotel. oottage. restoram.

dan wisata alam

Perbaikan sarana dan prasarana penun;
Kintamani-Danau Batur (tempat sam;
dan restoran, dan pasar tr

pari ta di kawasan
han parkir, kawasan

Hotel. cottage. restoran.
wisata alam, dan wisata
budaya

Masalah perambahan kawasan. pencurian sumber daya alam hayati,

perburuan liar kebakaran hutan, pengeboman ikan dan terumbu karang

cukup memprihatinkan, oleh karena itu perlu ditingkatkannya efektivitas
i dengan k o8 imanan di daerah yang

rawan pels an yang dileng} 'l;e.ngan _ s
dan perahu mesin) dan pengamanan darat (motor trail)
oy ) lalui

laut {speed boat

di daerah penyangga
Peningkatan kegiatan promosi wisata ke Menjangan, Pemuteran

Kuta,  Sanur,
Nusadua, dskt

Hotel, oottage, restoran,
dan wisata tirta

Perbaikan daerah Sanur terutama 7 kilometer sepanjang tepi Pantai
Sanur sampal dengan Pantai Mertasari dan Pantai Matahari terbit, Serta
desa wisata percantohan di Desa Sevangan, Sanur.

Untuk daeralh Kuta, beberapa dacrah telah dipilih perbaikan termasuk
dalam jangka pendek Pantai Pandawa, Desa Adat Kukuli. Kuta Selatan.
Kabupaten Badung,

Perbaikan akses jalan sepeda dan jalan di sepanjang tepi Pantai Sanur
dan penataan zonasi antara kios wisata bahari dan kegiatan lainnya

Sumatera
13 | Medan-Toba. dskt Sumatera | Toba. dskt

Utara

Hotel
Testoran,

berbintang.
desa  wisata,

dan taman safari

Perlunya penambahan sarana transportasi umum baik darat maupun
laut/danau yang terjadwal.

Perlunya P di pa titik di tepi
danau Toba dan pulau samesir (Tigaras - Simanindo, Ajibata-Tuktuk,
Sibutar-Balige, ‘Nalnggnlm-Muara, dermaga wisafa Nl\;lk Bu}:‘u/ Parapat]

un para dalam ikma 0 danau
b [asilitas limbah/sampah dan penyediaan air
minum /air bersih.
1y i 1 k dalam menjaga kelestarian

Peta 50 DPN, 88 KSPN dan 222 KPPN

Laut Chine Selaban

‘G?E%

/c'
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Peta 16 Ka: trategis P Nasi
afF TANJUNG PUTING T WAKATOBI
KALTENG SULTRA

Maleisle

Jische Orzaan

BROMO - TENGGER — SEMERU

JATIM
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RAIA AMPAT
PAPUA BARAT
BUNAKEN
suwT
J
A

KINTAMANI - DANAU BATUR

KEP. SERIBU
JAKARTA

I

KUTA, SANUR, NUSA DUA
BAUL

I

MENIANGAN, PEMUTERAN

JATENG & DIY

BOROBUDUR J

evoe- ey ]

www.peraturan.go.id



2017, No.217 83,

Selain 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional diatas, berdasarkan
Laporan Kegiatan Indonesia Tourism Investment Day tahun 2014 yang
disampaikan oleh Menteri Pariwisata, ada 19 lokasi potensi investasi
pariwisata dengan status lahan clean and clear yang terdiri dari 13 lokasi milik
Pemerintah Daerah meliputi Wakatobi, Buigam Raya, Palalawan (Bono),
Tebasa, Saumlaki, Sabang, Bintan, Anambas, Rote, Gunungsitoli dan Nias
Utara, Bangka dan Sumenep serta & (enam) lokasi milik pengembang swasta
yaiti Tanjung Lesurng, Mandalika, Teluk Mekaki, Belitung, Medana Bay dan
Tanjung Ringgit, sebagaimana ditampilkan dalam tabel matrik rencana
pengembangan wilayah jasa pariwisata nasional di bagian D.2,

Isu Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional yaitn:

. Perlunya percepatan pelayanan penanaman modal di bidang pariwisata.

2. Permudah pelayanan kepabeanan, keimigrasian dan karantina (CIQ)-

3. Percepatan penyelesaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah bagi
Kabupaten, Kota dan Provinsi yang masih belum menyelesaikan.

4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang menunjang
kegiatan pariwisata.

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban di destinasi pariwisata.

6. Pengembangan Sarana Penyebaran informasi potensi pariwisata di
Indonesia.

7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata
yang berdaya saing.

—
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Raja Ampat,
Provinsi Papua
Barat

Gunakan penerbangan menuju  Sorong yang dilayani bebu-apa maxkapai
nasional. Jika terbang dari Jakarta akan waktu 4

Wlsalz Bahari (Snorkling, Diving)
lasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort]

Sorong yang berhenti di Manado dengan Lion Air atau Wings Aw Pnhhan lain wd:any.
selama 6 dengan Garuda atau Sriwijaya Air dengan transit di Makassar. Tersedia
pula penerbangan langsung 4 jam dari Jakarta ke Sorong dengan Express A.u
Kepulauan Raja Ampat. terletak di Pulan Waigeo Selatan. Kabupaten Ampat.
Provinsi Papua Barat. Bisa lewat Jalur udara, Bandara Domine Eduard Osok

Blrv/ ‘Agen Wisata dan Pemandu Wisata
Kapal penumpang

.*5’.“:“

maupun jalur laut, P Waisai dan F Rakyat Sorong
Malulou
2 Segitiga Wisata Kabupaten Sanmlaki memiliki 2 pulau yang bisa dikembangkan yaitu Pulau 1. Pelabuhan kapal penangkap |lmn cold storage.
Bahari MAN, Matakus yang berpenghuni dengan luas 474 Ha dan Pulau Nustabun yang tidak fasilitas pengeringan rumput laut
Provinsi Maluku berpenghuni dengan luas area 100 Ha 2. Marina
Bisa dicapai dengan perj; pesawat [express air dan 3. Restaurant, Hotel, Bar
‘Trigana Air) dari Bandara Ambon Pattimura ke Bandara Saumlaki OIilit 4. Toko kerajinan tangan dan seni, olal raga air, fasilitas
Ada dua ferry besar yang memiliki rute zntara Saumlaki, Malukn Tengah {Ambon) air bersih dan [fasilitas penyediaan bahan bakar
dan Papua dengan kedaxangan beberapa kali dalam satu bulan tergantung dengan 5. Pelabuhan kecil untuk jetty, speed boat. perahu
cuaca. tradisional
Perahu Kayu dan Perahu Fibergl lay dari pulan 6. Pesawat dan helicopter terapung
Yamadena ke pulau sekitarnya
C. Wilayah
3 | Gunung Rinjani. Peluang pertumbyhan pariwisata Lombok di masa datang ]uga akan semakin L. Pengembangan kawasan Wisata Oufband dan
Provinsi Nusa terbuka dengan vang mulai crb: ke
Tenggara Barat Lombok. seperti Merpati. “Lion Air. Air Asia dan Criilink. Benvalu-ya maskapai yang 2. Rerulisi alam serta lcﬂsgaman flora dan fauna vang
melayani penerbangan ke Lombok akan semakin mermi wisatawan untuk dimiliki TN Gunung Rinjani juga dapat menjadi sarana
berkunjung. yang bagus bagi pengembangan wisata outbond dan
petualangan (adventure),
3. Pengembangan Pondok Wisata
4. Perkembangan pengunjung wisata di TN Gunung
Rinjani dapat menjadi peluang bagi pengembangan
pondok wisata. Sesuai dengan ketentuan, pondok
wisata ini hanya dapat dibangun di Zona pemanfaatan
TN Guaang Rinjani dan harus sesuai dengan desain
tapak yang telah ditentukan.
5. Pengembangan kebun raya atau taman-taman rekreasi

berbasis alam dan pendidikan lingkungan /ekologi.
Pengembangan obyek wisata ini diperlukan untuk
sarana rekreasi dan pendidikan ekologi serta untuk
melavani wisatawan yang tidak dapat berwisata ke
puncak gunung.

Pembangunan Hotel/Cottage atau Sarana Akomioda;
lainnya Provinsi NTB khususnya di sekitar kawasan TN
Gunung Rinjani membutuhkan usaha-usaha jasa
pengimmn/homl/resor\. Perkiraan Investasi
pembangunan hotel/resort lengkap dengan segala
fasilitas vang ada di dalamnya untuk i kawasan TN
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Gunung Rinjani adalah sekitar 137 milyar

4 | Taman Nasional
Komodo, Manggarai
Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur

‘Taman Nasional Komodo k dalam wilayah Komodo, K:
Manggarai Barat. Provinsi Nusa Tenggera Timur. Bisa ditempuh melalui jalur udara
lewat bandara udara Komodo, Jalur laut juga bisa ditempuh lewat Pelabuban
Perum) di Labuan Bajo.

5 Ende Kelimutu.
Provinsi Nusa
Tenggaca Timur

Bisa lewat Jalur udara, Bandara H. Aroeboesman maupun jalur laut. Pelabuhan
Ippi-Ende

6 Pulau Rote. Provinsi

Pulau rote bisa dicapai oleh turis domestik maupun mancanegara. melalui:

L. Wisata Bahari (Snorkling, Diving, Water sport, fishing)
2. Akomodasi (Hotel. Cottage. Restoran dan resort)
3 Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata

umpan;
Penumubangan kawasan Wisata Oufvbwld dan Adventure.
Investasi sangat i TN
Kelimutu, Sangat pas bagi wisatawan yang gemar
_menjelajahi alam (jungle track) atan hiking.

Beherapa pulau dan pantai bisa dikembangkan untuk

Nusa Tenggara - Bandara: Lekunik Rote {bandara lokal dengan jadwal yang tidak padat. melayani beberapa bidang usaha yaitu:
Timur 1ute penerbangan dari Kupang ke Rote Ndao sckali sehari) I. Hotel berbintang 3-5
- Bandara luas yang terdekat adalah bandara Bl Tari di Kupang 2. Restoran. Café dan Bar
« Bandara internasional terdekat adalah Banelara Ngurah Rai di Bali 3. Spa dan villa
- Pelabuhan lautnya antara lain; pelabuhan Ba'a di Lobalain, pelabuhan Batutua di | 4. Taman rekreasi dan taman wisata alam
Rate Barat Daya. Pelabuhan Oelaba di Rete Barat Laut. Pelabuhan Papela di Rote 5. Desa wisata
Timur.
- Pelabuhan Ferry Pantai Baru di Pantai Baru
7 Mandalika Resurt Dari Bandara Internasional Lombok hanya 16 km atan 20 menit 1. Dua golf 18 hole dengan fasilitas
Lombok. Provinsi mobil. penunjangnya

Nusa Tenggara Menggunakan kapal bisa dari Ball melalui pulau Gili selama 1 jam, kemudian 2. Hotel, Condotel, dan Villa
Barat dilanjutkan lagi 1,5 Jam untuk mencapai Mandalika Resort Lombok maupun dengan |3, Pusat Kesehatan dan Kebugaran
Ferry vang lebih lambat dari Bali bisa mencapai (5 Jam| sandar di sebelah barat 4. Tempat tinggal untuk komunitas pensiunan
pulau Lembar 5. Restaurant, Bar
6, Fasilitas Rapat/pertentuan/pameyan
7. Taman hiburan
8. Muscum [seni dan gallery kerajinan tangan)
9, Infrastruktur (jalan)
10. Pelabuhan dan Marina
11. Jaringan listrik air, komunikasi dBﬂ data
12.7T i umum yang
13, Wisata air dan kegiatan olahraga lainnya
8 Mekaki Bay. Dari Bandara Internasional Lombok dapat ditempuh selama 1,5-2 jam lewat L. Taman Wisata Alam
Provinsi Nusa perjalanan darat 2. Hotel
Tenggara Barat Total Area: 200 Ha 3.
4. Eko Wisata

www.peraturan.go.id
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Mid-Rise Apartement
Hotel Bintang 4 (100-150 ruangan)
Villa

Kolam renang anak, taman bermain anak
Lapangan tenis dan badminton

Toko perlengkapan menyelam

Klinik kesehatan

Spa, Gym dan olah raga air

Eco resort dan Hotel
Ekowisata (rumah dan villa)
Marina
Pasilitas lmmpanesl
Pembangkitan energi terbarukan
Pusat pelatihan selam dan olahraga air
SPA dan klinik kesehatan
Restoran dan bar

?ﬂ?@?PNr?HFWPPF

Akomudasi (Hotel, Cottage, Restoran)
Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata

Wisata Bahari (Snorkling, Diving, Water sport, ishing]

A i [Hotel. Comage, Restoran dan resort)
Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
Kapal penumpang

Akomuodasi [Hotel, Cottage, Restoran dan eco-resort). Spa,
airport internasional, Desa Wisata,

Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata

Wisata Tirta (Snorkling, Diving, Water sport, fishing}

Bandara Internasional Lombok bisa diakses dari Jakarta [CKG) 1 Jam 50 Menit,
Bali |DPs) 25 Menit, Silk Air dari Singapura (3 Jarm)

-~ Dari Bandara Lombok ke Medana bisa ditempuh melalui jalan darat selama 90
menit (56 ki)

- Perry dari Lembar ke Padang Bai Bali (4 Jam), dari Lombok Timur melalui
Sumbawa Barat (1 Jam)

- Kapal cepat dari Bali ke Gili Trawangan dan Jetty umum di Bangsal sejauh & km.

10 | Tanjung Ringgit. - Lewat jalan darat 1.5 jam dari Bandara Internasional Lombek
Provinsi Nusa - Lewat jalan laut bisa ditempuh selama 20 menit dari telongelong ke Tanjung
Tenggara Barat dan Ringgit dan perkiraan 1 jam ke Pulau Delapan
Pulau Delapan di - Luas Area 400 Ha (Tanjung Ringgit) dan 20.000 Ha (Pulau Delapan)

Sumbawa
D. Wilayah S

11 Suku Toraja di Suku Toraja adalah suku yang menetap di Kabupaten Tana Toraja, pegunungan
Provinsi Sulawesi baglan utara Sulawesi Selatan. Untuk menujn Tana Toraja dari Bandara
Selatan: | Sultan d dapat kend. pribadi

maupun kendaraan wmim,

12 | Bunaken yang Pulau Bunaken terletak di Teluk Manado, Sulawesi. Luasnya sekitar 8,08 km? dan
terletak di Sulawest | termasuk ke dalam bagian dari Kota Manado. Untuk i Pulau B dapat
VUtara; ditempuh dengan speed boat dengan lama perjalanan sekitar 30 menit dari

pelabuhan Kota Manado. Daya tarik pulau ini adalah karmataﬂapat'ramnn
Nasional Bunaken yang kmmlahﬂn terkenal sampai wlumwan mancanegara.

13 | Wakatobi. Provinsi | Taman Nasional terletak di i, Provinsi Sulawesi

Sulawesi Selatan, Tenggara, Untuk ™ i dapat pesawat dengan
tujuan Kendari Bandara Dari Kendari dapat dil

menggunakan kapal ke Wanci yang terletak di Pulau Wangi-Wangi dengan lama
perjulanan 10-12 jam, Pulau ini merupakan pintu gerbang pertama memasuki
kawasan TN Wakatobi.
Ada pelayanan ferry yang terjadwal diantara pulau-pulau di Wakatobi.
Luas Area: 3500 Ha
E. Wilayah

14 | Bugam Rava. Untuk mencapm Bugam Raya dari Bandara Hatta ke Bandara
Provinsi Kali waktu 1.5 Jam dan tersedia jadwal rutin seuap
Tengah harinya.

Terdapat Fasilitas pelabuhan di Hulu Sungai, Kumai. wisatawan bisa menggunakan
ferry sungai, ferry antar pulau dan kapal penumpang dan barang,
‘Total Area: 105,5 km2

L. Perlunya i utama diant:
Keraya dan Sebuai (Zone KB1),
2. Perlunya shuttle yang menghubungkan bandaca dan
rt

airpor

3. Pelabuhan laut yang komplit yaitu untuk terminal
ferry antar pulau, ferry sungai, cruise ship. Marina
untuk Super dan Cruise Yatch,

Terpadu dengan pelabuhan periu dibuatnya restoran,
toko-toko. fasilitas hiburan. layanan yang dibutuhkan
warga/wisatawan.

5. Lapangan Golf, Water Park, Aninal Parks

6. Floating Hotel

TN Tanjung Puting.
Provinsi Kali

Cara terbaik mcm:ju Taman Nasimuﬂ tanjung Puting acdaiah melalui Kumai. kota

Tengah

laut yang terletak 15 km dari Pangkalan Bun
{Ibukota Ksbupau—m Kotawaringin Barat). Untuk mennju Pangkalan Bun dari Palan
Jawa dapat dicapai dengan menggunakan pe_mwat udara. Ada beberspn maﬂmpm
penerbangan yang melayani

Demikian pula jika melalu kota-| koeu di irman .eperﬂ P
atau Banjarmasin. ada rh i ke
P: Bun. Kemudian, dari Bandara lukanda.r Pangkalan Bun dapat

menggunakan taksi carteran ke Kumai. Bila menggunakan kapal lant menujo
Pelabuhan Kumai dapar menggunakan jasa PELNI [Binaiya. Lawit. Tilong kab:h
Leuser] atau kapal laut swasta dari atau Untuk

lokasi kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dari Kumai dapat menggunakan

klotok atau speed boat.

Dengan Speed Boat:

Kumai - Tanjung Harapan (20 km) : 0,5 jam

Kurmai - Pondok Tanggui (30 kmj : 1.0 jam

Kumai - Camp Leakey (40 km) : 1,5 jam

Dengan Klotok:

Kumai - Tanjung Harapan (20 km) : 1 5 jam.

Kumai - Pondok Tanggui [30 km|
Kumai - Camp Leakey (40 kin) @ jam

Pengembangan kawasan Wisata Outbond dan Adventure
Investasi petualangan bagi wisatawan yang gemar
menjelajahi alam [jungle track) atan hiking.

F. Wilayah Jawa-Bali
16

Tanjung Lesung,
Provinsi Banten

- Terletak 180 Km dari Bandara Ddara Internasional Soekarno-Hatta

- Bisa ditempuh welalui Jalan Tol Jakarta-Merak. keluar pintu Serang Timur,
melalui Pandeﬂan;-labum -Tanjung Lesung

- Tanjung Lesung juga bi melalui PO; laut dari Marina Ancol (4
jam|, Pantai Mutiara {4 Jam| dan Carita || Jam).

- Total Areas 1500 Ha

Mengembangkan Allin One Resort, lengkap dengan
fasilitas hiburan, sekolah, rumah sakit, hotel dan tempat
komersial lainnya

Kota Tua di jantung

Kota Tua terletak di bagian utara Kota Jakarta. Akses untuk menuju Kota Tua

Akomuadasi (hotel), Wisata Budaya

vang terletak di DKI
Jakarta:

Kota Jakarta, sangat mudah baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umam.
Provinsi DK]
Jakarta;
18 | Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu terletak di sebelah utara pantai Jakarta. Lokasi Pulan Seribu . Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan eco-resort)
gugusan 76 relatif mudah dij karena ada lokasi yang 2 Biro/ Agen Wisata dan Wisata
kepulauan karang 3. Wisata Tirta (Snorkling, Diving, Water sport, fishing)

kapal menuju Pulau Seribu yaitu Muara Angke, Muara Kamal, dan Pelabuhan
Marina Ancol

www.peraturan.go.id
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Candi Borobudur terletak di Desa

A (Hote]

, Cottage, Restoran dan resort),

kecl]nval

- Bandara lokal [truncjoyo)

- Bandara internasional terdekat yaitu bandara Juanda di Surabava dan Ngurah Rai
i Bali

Jawa Tengah Magelang Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai Candi Borobudur dapat Wisata Budaya,
gunakan jalur darat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dengan | 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
wakm tcmg\lh 2 5 jam dari Semaraug dan | jamn dari Yogvakarta.
20 | Bramo, Tengger, dan | Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru termasuk ke dalam 4 (empat) wilayah L. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran dan resort]
Semeru, Provinsi kabupaten Malang. Pasuruan. Probolinggo. dan Lumajang di Provinsi Jawa Timur. 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
Jawa Timur; ‘TNBTS dapat dijangkau melalul jalur darat dari Surabaya atau Malang. 3.
21 | Dapau Baturdi Danau Batur terletak di Kabupaten Bangli, Bali, Jarak tempuh yang diperlukan L. Akomodasi (Hotel, Cottage. Restoran dan resort)
Kintamani. Provinsi | untuk mencapai Danau Batur sekitar 1.5 jam perjalanan mobi) dari keta Denpasar 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
Bali: dan 20 menit dari Kota Bangli.
22 | Pulau Menjangan, Lokasi Pulau Munjangan berada di Desa Sumber Klampok, Gerokgak, sekitar 55 km L. Akomodasi (Hotel, Cottage, Restoran]
dengan candi yang dari Kota Singaraja. Bali. 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata
terletak di bawaly
Laut Pemuteran,
| | Provinsi Bali:
23 | Kuta. Sanur. dan Paniai Kuta, Sarmr, dan Nusa Dua berlokasi di Pulau Bali. Pamtaj Saror berjarak |. Akomedasi (Hetel. Coutage. Restoran dan resort)
Nusa Dua, Provinsi | sekitar 6 km dari pusat kota Denpasar dan dapat dicapai dengan kendaraan pribadi | 2. Biro/ Agen Wisata dan Pemandu Wisata,
J seperti mobil atan sepeda motor Pantai Kuta dan Pantai Nusa Dua terletak tidak 3. Wisata Tirta (Snorkling, Diving, Water sport, fishing)
Jjauh dari Bandara Internasional Ngurah Rai yaitu sekitar 40 menit ke Pantai Kuta
dan 30 menit ke Pantai Nusa Dua.
74 | Kabupaten Sumenep dapal dijangkau baik oleh ik maupun 1. Pantai Lombang bisa dikembangkan untuk hotel
Sumenep, Provinsi melahi: berbintang, restoran, hotel, kafe dan bar. spa. villa,
Jawa Timur - Terminal terminal hilyard, tenis lapangan, dan kolam renang, tamarn
- m}': flyawfm e Dialees dengan pulau rekreast dan taman wisata

2. Pulau Gilivang bisa dikembangkan SPA dan villa

Danau Toba di Danau Toba terh di atas. di Utara, antara lain
Utara; Samosir, Tapanuli tara, Kabupaten
Karo. dan K: Dairi. Luasnya kurang

lebih 100 km x 30 km. Untuk mencapai Danau Toba wisatawan dapat melalui rute
Medan - Parapat atau Medan Berastagi yang jaraknya kurang lebih 176 km dan
waktu tempuh 4 jam dengan kendaraan roda dua atau empat, Di tengah Danau
Toba terdapat Pulau Samosir yang juga merupakan daya tarik keindahan Danau
Toba. Untuk menuju Pulau Samosir dapat djtzmpuh melalui jalan darat yaitu
melalui jembatan penveberangan dan jalur air dengan kapal,

Ada tiga Wilayah di Kabupaten Samosir yang akan dikembangkan, yaitu:

. Wilayah Aek Natonang

a. Hotel berbintang 3-5

b. Wisata Alam/taman safari

¢, Rumah pensiunan

d. Hotel dan restaurant dengan gaya Batak
€. Fasilitas Konvensi dan Konferensi
Wilayah Lagundi

a. Hotel

b, Tasilitas Berkemah

e. Olah raga air

Wilayah Sigullatti Geo Park

»

i

Wilayah Aek Natonang, berupa dataran tinggi, nasikan untuk pariwisata,
berukuran 94 Ha termasuk Danau 14 Ha dan hutan lindung dibagian selatannya
b. Wilayah Lagundi seluas 28 Ha
¢, Witayah Sigullati

26

Pulav Weh, Provinsi
Nangroe Aceh
Darussalam

Pulau weh dapat dijangkau oleh turis domestik manpun turis asing melalui Bandara
Internasional Sultan [skandar Muda Banda Aceh dari Banda Aceh turis dapat
‘mencapai pulau Weh dengan ferry melalui l: UleeLheu (ferry
kecil dan cepat memakan waktu 45 menit sedangkan yang besar dan Jebih lambat
‘memakan waktu 1.5 sampai 2 Jam)

Pantai Ihoih. dengan luas area 1,5 Ha bisa
dikembangkan investasi hotel bintang 1-2. restoran,
cafe dan villa.

Pantai Lhok Weng dengan luas area 15 Ha bisa
dikembangkan investasi hotel berbintang, spa. villa
dan kolam renang

. Pelabuhan CT3 dengan total luas lahan 15 Ha, baru
dibangun 3 Ha dengan panjang pelabuhan 430 meter.
bisa dikembangkan investasi Galangan kapal,
transportasi laut khusus wisata baik domenh’.k
maupun internasional

Pantai Sumur Tiga, dengan luas lokasi 2 Ha, investasi
vang bisa dikemnbangkan antara lain, hotel berbintang,
restoran dan kafe, spa dan villa. kelam renang
Balohan. dengan luas lahan 5 Ha, bisa dikembangkan
hotel berbintang, restoran, kafe, MICE

. Jaboi Geothermal Site dengan luas area 15 Ha. bisa
dikembangkar SPA. villa, taman wisata dan
pemandian air panas

Ba.ngo dennn tmnl luas Lalmn 48 6 Ha bisa

]

o

*

@

ES

.“

pa., villa,
;n]l' lsplngan icnnia, tanan rekmam taman wisata,

9‘

Ba]ka wung dengan total luas lahan 142.6 Ha. bisa
dikembangkan hotel berbintang, restoran, spa, villa,
fasilitas olahraga, lapangan tennis, lapangan golf,
taman rekreasi, taman wisata alam dan kawasan
parivisata

27

Sabang, Provinsi
Nangroe Aceh
D

- Bandara Udara Iskandar Muda Internasional Airport terletak 13,5 km sebelah
tmum Banda Aceh

dari Banda Aceh ke Sabang ditempuh melalui faut (1-2 jam perjalanan)
- Luasavea 100 Ha

Pelayanan Kepelabuhanan
Marina

Agen Wisata
h:mbangkll tenaga listrik ramab lingkungan

Re;tnran Internasional
Hotel, Resnrt dan Villa/Bungalow
Wisata air

9“?’95"?!‘!"'.‘

Tobasa, Sumatera
Utara,

Terdapal btmdaravans terdekat yaitu Silangit, dekat dengan Balige, 40 menit

dari bandara Kuala Namu dilanjutkan perjalanan darat 2 Jam ke

Banyak investasi bisa dikembangkan di areal pesisir dan
masuk pulau, yaitu:

www.peraturan.go.id




2017, No.217

-92-

Parapat Hotel berbintang 3-5
2. Desa Wisata
3. Hotel dan Restorant bergaya rumah aclat Batak
4. Hiburan keluarga di wilayah pesisir
L 5. Taman safari
20 | Ombak Bono Sungai | Tersedia bandara ndara i i dengan 1. Hotel i 3-5
Kampar, Provinsi internasional dari Singapura dan Kuala Lumpur dan perjalanan domestik dari 2. Taman Alam
Rian Jakarta, Padang, Kuala Nam (Medan), dan Batam plus bandara lokal. 3. an untuk para pensiunan
Dari Pekan Baru dilanjutkan jalan darat ke Pangkalan Kerinei ibukota Kabupaten 4. Wisata air dan fasilitas olahraga air
Pelalawan sejauh 70 km, dilanjutkan perjalanan. darat 3-4 jam ke tempat wisata 5. Fasilitas hiburan keluarga
ombak Bono sungai Kampar 6. Pasilitas pertemuan
[ 7. Desa Wisara [rumah tradisional Riau)
30 | Belitung. Provinsi Dapat ditempuh dari bandara Soekarmo-Hatta ke Tanjung Fandan Belitung selama 1. Taman Wisata Alam
Bangka Belitung 45 Menit, 3 Jam perjalanan dari Mentok ke Pangkal Pinang (lbu Kota Proyinsi 2. Hotel
Bangka Belitung) 3 Resort
3 Jam perjalanan laut dari Bom Baru Palembang ke Tanjung Kalian. Mertok. Toral 4. Eko Wisata
area 300-500 Ha
J1 | Bintan, Provinsi Airport pribadi khusus untuk turis (bisa untuk 737 dan A320), 35 menit dari Lagoi 1. Resart
Kepulauan Rian Bay lewat darat. Beberapa jadwal pesawat menuju Bandara Kijang Bintan. yaitu 2. Spa
Sriwijaya (2x dari Jakarta), Sky Aviation (7x dari Pekanbaru). dan Lion Air (axdan 3. Golf
Jakarta] 4. Restaurant dan Bar
| 5. Wisata Tirta
32 < dengan kan pesawat dengan propeller turbo 6 hari dalam Femda telah berapa pulan
Anambas, Provinsi seminggu dan Tanjung Pinang, Bintan atau dari Batam. Lama perjalanan 1 jam, dan pantai sebagai pusat pengembangan utama
Kapulanan Rian Saat ini satu-satunya bandara di Anambas adalah di Palmatak, Pulau Matak, Kapal pariwisata [{Ekowisata), beberapa bidang yang bisa
kecil dan ferry menghubungkan Matak ke Tarempa., ibukota K: Tiga ferry i vaitu
besar melewat alur laut diantara Tanjung Pinang dan Tarempa, Slantan dua kali 1. Boutique Hotel berbintang 3-5
sebulan, Lama perjalanan sekitar 18 jam. Ferry dengan kecepatan tinggi lewat tiga 2. SPA
kali seminggu dengan wakwu tempuh 9 jam. Dari 4 pelabuhan di Kabupaten 3. Wisata tirta dan fasilitas olah raga
Anambas hanya 2 yang bisa dilabuhi fersy besar yaitu Tarempa dan Letung. 4. Hotel dan restaurant dengan gaya perkampungan
Anambas termasuk dalam Koridor kapal cruise yang menghubungkan Hong Kong, nelayan
Singapura dan Philipina. Oleh kKarena ita perlunva pemerintah Kabupaten untuk 5. Pasilitas Konvensi/Konferensi
menyediakan terminal untuk kapal eruise berukuran sedang di masa yang akan
dat 3
33 | Gunung Sitoli, Pulau nias dapat dijangkau oleh turis domestik maupun turis asing melalui: 1. Miga Beach Hetel, Resto dan Galeri dengan luas 1,5 Ha
Pulau Nias, Provinsi | - Bandara Binaka [bandara lokal dengan frekuensi penerbangan yang rendah [peluang  bisnisnya antara lain hotel berbintang,
Sumatera Utara melayani rute Nias-Medan) restoran, kafe, bar,
- Rualanamu adalah bandara internasional terdekat 2. Goa Togi Ndrawa dengan luas L4 Ha (bisa
- Pelabuhan Guoungsitoli dan Teluk Dalam dikembangkan taman rekreasi dan wisata alam)
3. Pantai Hoya dengan tuas 3] Ha bisa dlkeml)angknn
hotel berbintang, restoran. kafe dan bar. spa dan
lapangan tenis dan golf. taman rekreasi dan taman

=

. Sungai Muara Indah dengan luas 4.5 Ia Dbisa

wisata, kawasan pariwisata, MICE

dikembangkan hotel berbintang, restoran. kafe dan
bar, spa dan villa, taman rekreasi dan taman wisata

34

Bangka, Provinsi
Bangka Belitung

Pulau Bangka dapat dijangkau oleh turis asing maupun domestik melalui:

- Bandara lokal yaitu Bandara Depati Amir (melayani Jakaria-Pangkal Pinang,
Balam-Pm\gkal Pinang, Palembang-Pangkalpinang. Belitung-Pangkal Pinang)

- Bandara i stonal terdekat yaitu Hatta, Sultan Malimud Badrudcin
i I’alembang

yaitu i kota lian Tanjung
Gudanu di Kecamatan Belinyu, dam Tanjung Kalian di kecamatan Muntok

0

. Pantai Parai, beberapa potensi investasi yang bisa

. Pantai Rambak dengan total area 110 Ha dan 80 Ha

dikembangkan antara lain: Hotel berbintang 3-5.
Restoran, kafe dan bar, Spa dan villa, marina,
lapangan golf, bilyard. tennis lapangan, dan kolam
renang. Taman rekreasi maupun taman wisata

nya dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk
investasi khususnya di bidang pariwisata. beberapa
bidang yang dapat dikembangkan vaitu  Hotel
berbintang 3-5, Restoran, kafe dan bar, Spa dan villa,
marina. lapangan golf. bilyard. tennis lapangan. dan
kolam renang, Taman rekreasi maupun taman wisata
dan desa wisata,

35

Kabupaten Nias
Utara, Provinsi
Sumatera Utara

Prlau Nias dapat dijangkau oleh turis domestik maupiun turis asing melalui:
- Bandara Binaka [bandara lokal dengan {rekuensi penerbangan yang rendah
melayani rute Nias-Medan)
- Kunalanamu adalah bandara internasional terdekat
- Pelabuhan Gurmingsitoli dan Teluk Dalam

. Pantai Pasir Berbunyi, beberapa potensi investasi

Pamax Lafau, heberapa potensi investasi vang bisa

. Pantai Tureloto, beberapa potensi investasi vang bisa

yaog bisa dikembangkan anara laimn: Hetel heybmum;
Restoran, kafe dan bar, Spa dan le!a. marina,

dikembangkan antara lain: Hotel berbintang, Restoran,
kafe dan bar. Spa dan willa. marina. lapangan goll,
Rawasan Pariwisata, tennis lapangan, MICE, Taman
rekreasi maupun taman wisata

kan antara lain: Hotel berbintang, Resteran,
kafe dan bar, Spa dan villa, marina, lapangan golf,
Kawasan Pariwisata, tennis lapangan. MICE. Taman
rekreasi maupun taman wisata
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PENANAMAN  MODAL  TAHUN

A. Wilayah Papua

1 | Pembangunan Bandara Nabire Baru Papua L,00 APBN/APBD :

2 | Pengembangan Bandara Timika Papua 1.00 APEN/APRD AR Ry
3 | Pengembangan Bandaca Sentani Pupia 0.57 APBN/APED By ey
X Bandara N Papiia 1,50 APBN/APBD

5 | Perpanjangan Bandara Mopal Merauke (2015 Papua 0.3 APBN/APED CRpcmi: Mok
4 | Pengembangan Bandara Sorong Papua Barat 0,20 APBN/APED Ba""e“;tof‘“e"“"
7| Perpani Landasan Bandara Kebar Papua Barat L.00 APBNJAPBED

& | F i Land: Bandara Werur Papua Barat L.00 APBN/APBD

¢ | Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (2015) Papua Barat 0,20 APEN/APED B“*’P‘“;;-o‘ff“‘m
10| Pengembangan Bandara Readani, Manokwari Papua Barat 0,20 APBN/APED Bappenas

B. Wilayah Maluln

n. Pembangunan Bandara Ambon Maluku 4.50 PBN/AFPBD Bappenas

o b TBandara Tual Maluku .00 PBN/APED

.| Pembangunan Bandara Moa Maluku 01 PBN/APRD Bappenas
Ty Bandar Udara Anialial Maluku 15 PBN/APED

an Bandara Namniwel Maluku 0.01 PBN/APBD Bappenas
unan Bandara Halmahera Maluku Utara 6,70 APBN/APBD Bappenas
Bandara Ternate Maluku Utara 4.50 APBN/APBD B:
| Peningkatan Bandara Oesman Sadik - Labubha Maluku Utara: 1,20 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Bandara Fito Morotal Maluku Utara 2,00 PBN/AFBD Bappenas
Nusa
Jatem Terminal Bandara NTB 0.82 BUMN Kemenko Ekon,
3 Bandara Bima NTE L.20 APBN/APBD
72 Pengembangan Bandara E] Tari NTT 0,04 APBN/APBD Bappenas
.| Pengembangan Bandara Komodo NTT 0,13 APBN/APED Bappenas
). Wilayah Sulawesi
Lanjutan Pembangunan Bandara Djalaluddin Gorontalo 2,93 PBN/APBD Bappenas
| &.__| Pengembangan Bandara Baru Buntu Kunik, Tanatoraja. Sulawes| Selatan .04 APBN/APBD Pemprov
3 Bandara Banggai Laut Sulawesi Tengah .00 APBN/APED BPMP
Pembangunan Bandara Morowali Sulawesi Tengah APBN/APRD BPMP
Peningkatan Bandara Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara 46 PEN/APED Bappenas
| 2 Pengembangan Bandara Samratulangi Sulawesi Utara ,50 APBN/APBD Bappenas
| E. Wilayah Kalimantan
| %. | Peningkatan Bandara Rahadi Oesman - Ketapang Kalimantan Barat .00 APBN/APBD Bappenas
L Bandara F il Kali Barar .30 APBN/APED Pemprov
32 Bandara Sintang Ki Barat ,00 BN/APED Pem prov
| 3. | Pembangunan Bandara Singkawang Kalimantan Bacat 00 PBN/APRD Pemprov
34 Pengembangan Bandara Paloh Kalimantan Barat ,50 PEN/APBED Pemprov
5 Bandara Sanggan Ledo i Barat. 00 APBN/APBD Pemprov
3. | Pengembangan Bandara Supadio Kalimantan Barat 70 BUMN Bappenas
7 Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Kalimantan Selatan .46 APBN/APED Bappenas
3, | Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam Ralimantan Sclatan .17 APBN/APBD Bappenas
3, b Bandara Tjilik Riwut i Tengah ,35 PPP
Pembangunan Bandara Muara Teweh Kalimantan Tengah .30 APBN/APBD Bappenas
inda Baru Kalimantan Timur .00 APBN/APBD Bappenas
Bandara Tana Paser Timur A0 [APEN - BUMN; p
dara Boritang Kalimantan Timur 40 Campuran (APBN - BUMN] Bappe:
lara Tarakan Kalimantan Utara 250 APBN/APBD Bappenas
lara Tanjung Harapan, i Utara ,00 APEN/APED
tara Maratua Utara .15 'APBN/APED
.| Pembangunan Bandara Banten Selatan Banten 088 FPP Kemenh;:‘.mkmaxm
&, | Pembangunan Bandara Baru Kulon Proga 1 DI Yogyakarta 6,00 APBN/APRD 1 Bappenas
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Pembangun Kertajal PBN/APBD
Pengembangan Bandara Ahmad Yani APBN/APBD
Terminal Penum; Bandara Djvanda BUMN
Pengembangan Bandara Sumenep PBN/APBD
Pengembangan Ben;hrthmbmn Banmangl PBN/APRD
Bandara Noto PEN/APBD
| Pembangunan Bandara Pulau Bawean GI'EHk PBN/APBD Bappenas
Pengembangan Bandara Baru Bali PPP Bappenas
Wilayah Sumatera
3 Bandara Sultan Muda Aceh 0.01 BUMN
Pengembangan Bandara Fatmawati Bengkulu 1,60 PPP Bappenas
Pembangunan Bandara Engganc kulu 0.02 APEN/ATED Bappenas
!““""’”"”“”’K Feravg Ry PRRicd Disaln! Pavey Jambi 0,30 APBN/APBD Bappenas
61 [® Bandara Sultan Thaha Jambi 44 @m« - BUMN]
T Bandara HA.S delin Kep. Bangka Belitung 3
Pengembangan Bandara Depati Amir Kep. Bag;ka %nun; ,40 Bappenas
|64 | Konstruksi Runway Bandara Dabo-8ingkep .50 APBN(A PBD Bappenas
b Bandara Letung sz» Ruu 18 APBN/APBD Bapp
| 6. | Pembangunan Bandara Tambelan Kep. Riau 26 APBN[APBD %ﬂm
| 7. | Pengembangan Bandar Udara Radin Inten Il Lampung Lampung .15 PP nas
Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim 11 Riau ,55 BUMN
Bandara Minangkab Sumatera Barat ,20 APBN/APED Bappenas
|7, | Pembangunan bandara perintis Kubang Balanbak Sumatera Barat .50 APEN/APED Bappenas
T Bandara Rokot Sumatera Barat ,30 APBN/APBD Bappenas
n ’engarmatnpﬁn Terminal di Bandara Sultan Mahmud s s Belosaiii 017 BOMR i -
73| Pengembangan Bandara Kualanamu Utara 0,50 APBN/APRD Bappenas
4 Bangdara Bina Gn. Sitoli Utara 0.04 APBN/ATED

Mulia

Papua
Peningkatan Jalan Timika-Nabire Papua 0.63 APEN/AFBD Kemenko Ekon
: : =
Peningkatan Jalan Merauke - Muting-Waropko (511,4 Papua 2.20 APEN/APED Kemenko Ekon
Pt 58 falenal v Papua 5,60 APBN/APBD Bappenas

4. | Pembangunan Jalan Enarotali - Tiom (240 km] (2015) Papua 168 APEN/APED K’“,;?‘“ Eksn,
Jalan Kumbe - Okaba - Nakias {150 km) Kemenke Ekon,
L | (2015} Papua 0,76 APBN/APBD Bﬂ Cipérian
Penanganan Jalan Habema - Yaguru (110 km] {2015) Papua 0.36 AFBN/APBD Ke:m“’
T Jalan Tiimika - (2016) Papua 0,70 APBN/APBD Bemenks Elan,
Pembangunan Jalan Mendukung MIFEE (Buraka-
Paoletom, Merauke-Erambn., Merauke-Okaba-Buraka- Papua 12.00 APEN/APBD Bappenas
Wanam-Bian-Wogikel]
Pembangunan Junbatan Hollelmm Papua 3.00 APEN/APBD
Jalan D o B ” Papua 3.00 AFBN/APBD Kemenko Ekon
Pembangunan Jalan J Papua 4.00 APBN/APBD
Rehabilitas Jalan Sentani - Batu Kota Papua 3,50 APBN/APBD Bappenas
Pembanguinan Jalan Tanah Miring - -Jagebob - SP13 Papua 0,18 APBN/APBD K‘"é:““ Blo,
Pembangunan Jalan Erambu - Torai Papua 0.07 APEN/APED Remote Shen;
Pembangunan Jalan twur - Warapko Papua .00 APEN/APBD Bappenas
.| Pembangunan Jalan Oksibil - Dekai Papiia .60 PBN/APBD Bappenas
P Jalan Oksibil - Iwur Papua 00 APEN/APBD
. | Rekonstruksi Jalan Bedudipa - Batas Kota Nabire Papua 20 PBN/APBD Bappenas
Rekonstruksi Jalan Memberame - Tengon Papua .78 APBN/APBI Bappenas
: :manuamm Jalan Manokwari-Eebar-Sorong (606,2 P ‘Barat 4,58 APBN/APBD Baj
. i Jalan Manokwari-Binfuni (257 km] Papna Barat 1,37 APBN/APBD a
;Tlnbbmgmm JdAn_SDnmg - Sausafor - Werman - Bapua Baraz 0.10 APEN/APBD Bay o
Peningkatan Jalan Kokas-Fakfak-Bomberai (140 km) Papua Barat 0.73 APBN/APBD Ekon
Pemb nan Jalan Lingkar Raja Amy Papua Bavat 470 APEN/APBD Bay s
Pembangunan jembatan Arar 11 Papua Barat 045 APBN/AFED Al E”Elm
Pembangunan Jalan Bourof - Bofuer - Bomberai Papua Barat 0,50 APBN/APBD
Frmmbiang oan delancThests. - Movana S5 Wepame < Papua Harat 2,00 APEN/APED Happénas
Pemb Jalan Wendnl idor - Tiwara Papua Barat 1,00 APBN/APBD
F Jalan K: - -Sp. Ba
- - L P Papua Barat 1.00 APBN/APBD i
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APBN/APBD
ax; | 12 e'“"m pAnslen e Bes JaiA - Saniin - Papua Barat 1,00 APBNJAPBD Sepurmes
|32, | Pembangunan Jalan Sorong - Arar Papua Barat 0,30 APBN/APBD Bappenas
33. | Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan [ndustri Papua Barat N/A APBN/APED/ BUMN/BPP/SWASTA Zemrausin
B. Maluku _
34. | Pembangunan Jalan Trans Maluku Maluku .00 APEBN/APBD B:
Jembatan Wai Lata Besar Maluku .00 APBN/APBD a
.| Penanganan Jalan Masohi-Haya-Laim-Werinama Maluku 00 AFBN/APBD Kemenko Ekon
Pembangunan Jalan Lingkar Pulan Halmahera Malukuo Utara .75 APBN/AP! Bappenas
Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian
38. | Selatan (Weda - Matuting - Gane; Sakea - Dehep - Maluku Utara 1.07 APEN/APBD Bappenas
Payahe)
Jalan Daruba - - Sopi -
39, Barehare Maluku Utara 0.21 APBN/APBD Bappenas
b Jalan Lingkar Bagian,
40, Tbngah [Boboﬁelgo-s\mr-smmhn Lolebata-Tamtam- Maluku Utara 1,53 APBN/APBD Bappenas
Akelamo-! Qamloba-dam Jara-Buli-Maba-Sagea-Patani)
F Lingkar Bagian Utara
41, Ii‘Jaun!Ao—GbalhKedL-Gsle Naluku Utara 0,80 APBN/APBD Bappenas
Jalan Lingkar | Bagian
42, Selamn[Weda Matuting - Gane. Sakea - Dehep - Maluko Utara 1.07 APBN/APBD Bappenas
43. | Jembatan Ake Auloto [ Mahiku Utara 4.00 APBN/APBD Bappenas
44, | Jalan Lingkar Morotai Maluku Utara N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Kemenko Ekon
C. yah Nusa Tenggara
F Jalan Ende - (Jal
45, | Maumere - Megapanda (Jalan Strategis Nannonnl) total NTT 0,11 APBN/APBD Kemenko Ekon
138,293 km
Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Timor y
46, Batu; ti.h Panite-Cinlausi-Boking-M NTT 0.80 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Lintas Utara Puhu Flores
47. N - Kondo- Reo- Riting-Me ) NTT 0,40 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Poros Tengah Kupang-'ﬂmar
Tengal Utara (Oilmasi -Sulammo] NTT 0.14 APBN/APBD Bappenas
Jalan Waingapu-Melolo-Baing (P,
49, Simha) i NTT 0,40 APEN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste
B (Motomasin - Laktutus -Fatubesi - Dafala - Wedomu i ki APENpARET Bappenas

a1 Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - NTT 0.30 APBN/APED Bappenas
52. | Pembangunan Jalan Seba - Mesara NTT 0,30 APBN/APBD Bappenas
3, | Pembangunan Jalan Terang - Bari - Kedindi NTT 0,30 APBN/APBED Bappenas
54, | Pemb Jalan Lingkar Luar Pulav Flores NTT 2.10 APEN/APBD B:
Peningkatan Jalan Bangau - Dompu- Ramba ~Lb.,
55, | Bajo (159.25 ) umuk mendukung industri rurmput NTT 0.32 APBN/APBD Kemenko Ekon
laut
Peningkatan Jalan Bolok - Tenau - Kupang - Oesau - o =
56. Gesapa (59.35 Km) NIT 0,13 APBN/APBD Kemenko Ekon
Pembangunan Jalan Punumng = Tanjung - Bavan -
57. | Sanbella - Ub,Lofibol NTE 0.11 APBN/APBD Bappenas,
J!lan ng-Labu Sawo dan Moyo -
58. Sebewe (Samota} NTE 0,16 APBN/APBD Bappenas
59, _Pembnnumm Jalan Akses BIL (Gerung - Pating Sapi NTE 0.30 APEN/APBD B
|60. Pembangunan Jalan Benete - Sejorong - Lunyuk NTR 0.38 APEN/APBD Bappenas
61. gu;han{unm Jalan Bangau - Dompu - Ramba - Lb. NTE. 1.8 APEN/APBD Bej
62, | Pembangunan Jalan Benele - Simpang Negara NTE 0.83 APBN/APBD
55 | e=bangumen dalan bugnik Rapang Selokatfons TR 0,20 APBNJAFBD Happerias
| Sp-Dapu-Oanp
5 | Ry AL A e NTB 007 AFBN/APED Bappenas
Pembangunan Jalan Sp.Banggo-Sp:Kempo- Doropati-
65, ,b.Kznxma Kamndaxm—§p NTB 0,20 APBN/APBD Bappenas
Meninting 1) 30 APBNJAFPBD
Pengembangan Pelabuhan Lombok B 50 APBN/APBD Kemenhub
Pernbangunan Jalan Dompu-Huu T .50 APBN/APBI Bappenas
B b Lingkar Pulau JIE) .00 APBN/APBD
| D. Wilayah Sul:
70. | Pembangunan Jalan Gorontalo - Bilul Gorontalo 1,25 APEN/APBD Pemprov
7L, f‘g’"“":‘;‘“ SRR SRS pOPUIDAL BRI - Tt Gorontalo 1.00 APBN/APED Pemprov
Jalan strategis Tulabolo - Pinogu 0,50 APBN/APBD Pemprov
.| Pelebaran Jalan Bulontio - Tolinggula 3,80 APBN/APBD
4 Outer Ring Road [CORR] 3.00 APBN/APBD
5 _’cmbnngunm «Jalan Bilato - Tangkobu Gorontalo 1,25 APBN/APBD Pemprov
76. Jalan Biluhu Barat - Bilato I 1.25 APBN/APBD Pemprov.
77. | Pembangunan jembatan Biluhu Gorontalo 0.60 PBN/APED Pemprov.
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Pembangunan jembatan lumata Pelehu APBN/APBD
Pembangunan jemhnun Muurn Bangunan bawali) Gorontalo X AFBN/APBD
b Tapadaa . APBN/APBI
Peningkatan Jalan Majene- Polewali (49,8 km) Sulawesi Barat APBN/APBD
Pembangunan Jalan tembus Mamasa-Tana Toraja Sulawesi Barat APBN/APBD
flyover akses bandara Sulawesi Selatan .10 APBN/APBD
Peningkatan Jalan dari Siwa- Pare-pare-Barru-Maros- "
Makassar (203 km) Sulawesi Selatan 0.97 AFBN/AFPBD Kemenko Ekon
Penb: Jalan ByPass Mamminasata Sulawesi Selatan 3.50 APBN/APBD
Peningkatan Jalan Batas Sultra-Malili-Masamba- i
Palopo-Siwa 318 km) Sulawesi Selatan 0.21 APBN/APBD Kemenko Ekon
_l_ alan M
Bajoe (150. 74 kml Snlawesi Selatan 0.24 APBN/APBD Kemenko Ekon
Pembangunan Jalan Layang ke Pelabuhan Pontoloan Sulawesi Tengaly 3,00 APBN/AFBD BPMP
Pembangunan Jalan pintas Paln Paxigi Sulawesi Tengah N/A APBN/APBD/BIMN/PPP/SWASTA Kemenko Ekon
PEChn g JHR Leya0E Natmikl v Sulawesi Tengal N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Sraeateoa
Pembangunan Jalan Lingkar luar [Moda Transportasi Kementerian
Barang] 4.5 kmiNasional [Kawasan Industri Palu] ShilaeolTeagli ki ARRN/REED/ RN RHEASUASIA Perindustrian
Peningkatan Jalan dari Bungku ke lokasi Kawasan i
Industr (40 Km) Sulawesi Tengal N/A APBN/APBD/BUMN/ ] TA Parndustrian
Peningkatan Jalan dari Bandara ke lokasi Kawasan Kementerian
Industri (5 K Sulawesi Tengaly N/A APBN/APED/BUMN/PPP/SWASTA Pediidugtrian
)} katan Jalan Kendari-Asera Sulawesi Tenggara 0.28 APBN/AFBD Ekon
Peningkatan Jalan Mendukung Kegiatan
T\mbmllnduoln Nikel di Kolaka Utara menuju ke Sulawesi Tenggara 0.30 APBN/APBD Kemenko Ekon
Lasususa (132 km)
P Jalan'ep. Hlainco-Kendan (1271 g, e Tenggara 0,17 APBN/APBD Kemetiko Bikon
Rekonstruksi Jalan Ambesia-Lainea Sulawesi Tenggara 1.00 APBN/APBD Bappenas
Rekonstruksi Jalan Matanauwe-Lasalimu Sul i Tenggara 1,00 APBN/APBD
Pemb: Jalan ringroad Manado (1T Sulawesi Utara 2,50 APBN/APBD Pemprov
Peningkatan Fisik Ruas Jalan Nasional Girian ~ Kema N Kementerian
100. akses kawasan industri Bitung) Bulawesi Utara NjA APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Perinduatrian
E. Wilayah
101. | Pembangunan Jembatan Tayan: Kalimantan Barat 0,58 APBN/APBD Hespeats: Spui
% Jalan - Siduk - - 3
102, Teluk Batang Kalimantan Barat 0.68 APBN/APBD Kemenko Ekon
103, | Pembangunan terminal darat perbatasan Entikon Kalimantan Barat 3.50 APBN/APBED Pemprov

. | Pembangunan Por Outer Ring Road Kalimantan 4. APBN/APBD
105, Peban nan terminal danl atasan Badau K: Barat 0.70. APBN/APBD
106 Jafari GUELLEE Kalimantan Barat 1,50 APBN/APBD Bappenas
i Jerg]_l-ulm Merbau —j’c__rgg‘}g &
107, P‘m"“"‘“‘""‘ Jalan o Hitam - Sp.Bantanan - Galing | g, umanean Barat 1,40 APBN/APBD Bappenas
Pemba.n(unan Jalan Perbatasan Ruas Temajuk -
108. | G nung Karkud -Sis Taiiju Kalimantan Barat 2,00 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau -
109. | Bts.Kec. 8iding - Bs.Kab. Sanggan - Brs Kee Sekayam Kalimantan Barat 0.10 APBN/APBD ‘Bappenas
- Bts, Kab, Sintang
110. | Pemban, Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalten; Kalimantan Barat 0,10 APBN/APBD Bappenas
Jalan Ruas Puf) all -
111 !anﬁ Era — BtsKaltim Kalimantan Barat 1,20 APBN/APBD Bappenas
’embnnxgmn Jalan Rasau - Sepulau Kalimantan Barat .00 APBEN/APBD Bappenas
Jalan Siduk - Sei Keli - Barat .02 APBN/APBD
Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng Kalimantan Barat ,10 APBN/APBD Bappenas
Peml nan Jalan lay aver) Gatot Subroto Kalimantan Selatan .00 APBN/APBD Pemprov.
. | Pembangunan jembatan Basirih Kalimantan Selatan ,50 APBN/APBD
. | Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri =
117, Batulicin ke Pelabuhas Batulicin Kalimantan Selatan 0.02 AFBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan e
LI8. | petaihari di Kabupaten Tanah Laut Kalimanutan Selatan 0,05 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Benua Anvar - Margasari-Ma, i
119, | ) iming-Kand Kalimantan Selatan 0.65 AFBN/APBD Bappenas
120.| Pe dalan i B Kalimantan Selatan 0.20 APBN/APBD Bapperias
|| Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas
1 M
121, Pagatag, Batuliéi-S, Kypang,dan Simp, Kodeoo- Kalimantan Selatan 0.16 APBN/APBD Bappenas
Mentewe
g Jalan han Trisakti Ji 1 . ,
122, (Tmakn Pasir M” i Barito) Kalimantan Selatan 0.10 APBN/APBD Bappenas
123, Jalan - Tajau Pecah Gali Selatan 1,20 APBN/APBD
124 Pembangumm Jalan ’l'umbangs-mha Thy Senawang- Kalis tan Tengah 0,10 APBNJAPBD Bay
Jalan i Buki g
125, Batu-Buntok-Ampalt Kalimantan Tengah 6.50 APBN/APBD Bappenas
Peningkatan Jalan Strategis Nasional dari Sampit-
126, | Bagendang-Ujung Pandaran-82 km (35 km masih Kalimantan Tengah 0.25 APBN/APBD Kemenko EkonBappenas
Tanali)
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APBEN/APBD Bappenas
: leeteg) = Kalimantan Timur 0.05 APEN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong
129, Ohting - Long Pahanigal Kalimantan Timur 0.30 APEN/APBD Bappenas
130, | Jembatan Pulan Balang Kalimantan Timur 1.90 APEN/APBD oy S,
Peleharan Jalan Meruju Kawasan Wisata Sepanjang
131. | 30 km (Pengembangan Destinasi Pulau Derawan dan Kalimantan Timur 0,20 APBN/APBD Kemenko Ekon
|__| Tanjung Baru)
Rekonstruksi Jalan SP.J Muara Wahau - Kelay Kalimantan Timur 0.50 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu-Tou Lumbis Kalimantan Utara 4,00 APBN/AFBD Bappenas
134, gunbtlmgm\sn Jalan Bulungan - Tarakan (jembatan Kal tao Utars 9,00 APBN/APBD Bapi
135, | Pembenguoan Jaton; Long Nawang = Mealang = Long | gy imanten tiisca 5.00 APEN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Perbatasan Long Nawang - Long i
136. Buju " Toig Rembualk » Lan - Malirien Kalimantan Utara 7,00 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau - Punan - "
137, oug Bawan Moy Midsng Kalimantan Utara 4,00 APBN/APBD Bappenas,
138. | Rekonstruksi Jalan is- Batas Ne Kalimantan Utara 0.80 APBN/APBD Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali
139, Selat Sunda Banten 250.00 PPP ekon
| e pemerg < Banten 0. APEN/APBD Kemenko ekon
Pembangunan Jalan Culmndc - Rangkasbitung Banten 15 APEN/APBD Bappenas
142, | Pembangunan Jalan Cikande - Serang - Cilegon Bamten .95 APEN/APBD Bappenas.
[143. Jalan Cipanas-Warung banten - Bayah Banten ,84 APBN/APBD a
A b Jalan Tanjung Lesung - Sumur [24 Km) Banten .84 AFBN/APBD ‘Bappenas
Pembangunan Jalan Lmntas Pantai Selatan Jawa
145 {Ternoni-Bupsl-Clrijati-Baron-Jepiti- DI Yogyakarta 0.50 APBN/APBD Bappenas,
146, | Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogvakarta DI Yogyakarta 0.40 APEN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan -Jawa Barat
147, (Tegal Buleud-Sind Barang-Kel Jawa Barat 2.00 APBN/AFPBD ‘Bappenas
48, | Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) Jawa Barat 11,52 APBN/APBD
Rekonstruksi Jalan Jatibarang Kab. Cirebon Jawa Barat ,80 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi) Jawa Barat 62 APBN/APBD
Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Kiaracondong Jawa Barat ,60 APBN/APBD Bappenas
«Jalan Poncosari-Greces Jawa Tengah .00 APBN/APBD
Pembangunan Jalan Bypass Brebes-Tegal Jawa Tengah .20 PEN/APED Bappenas

Jawa Tengah 2.00 AFPBN/APBD ‘Bappenas
Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa
195 | ‘Tengah (Siarang - Jladri- Mawar - Congot] il i) d AFEIATER Brapois
Pemban;unnn Fly Over Kali Banteng {Menuju
166. Tieoiung, Batiws) Jawa Tengah 0.164 AFBN/APBD Bappenas
| Adelaniioen ] Jawa Tengah 0,034 APBN/APBD Happerias
Pembangunan Jalan Rembang - Blora-Batas Jatim Jawa Tengah 0,50 APBN/APBD Bappenas
Jalan Akses Pelabuhan Teluk La.mmg Jawa Timur 5.00 APBN/APBD Bappenas
. | Perban, Jalan Bos Jawa Timur 2.00 APEN/APBI Bappenas
Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selaban Jawa %
| Tinuir fJarit - Piiger-Glenmio: Jawa Timur 2,00 APBN/APBD Bappenas
. | Pernbangunan .Jalan Prigi-Durenen Jawa Timur 0,04 APBN/APBD
Jalan s Jawa Timur 2.00 APEN/APBD Bappenas
Jalan ialan - Tj B
164, Sobb af-Sumestiep. Jawa Timur 3.00 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa &
. [Talok ~ W o -Ngrejo - Prigi - P J Jawa Timur 2.00 A.FBN/!_LPBD Bappenas
Pembangunan Jalan Kintamani — —Danau Batur Bali ,30 APBN/APBD >
Pembangunan Jalan Sp. Tol = Pay Siut Bali ,30 PBN/APED Bappenas
Pembangunan Jalan Pantai -Siut - Bali 31 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan — Tuban Bali .00 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan BE N‘un.h Rai Bali .30 PBN/APBD Bappenas
Pernbangurian Fg Ngurah Bali .50 APBN/APBI
tosari - Bts, Kota Tabanan Bali .50 APEN/APBD
ayah .
Peningkatan Jalan Pameu-Genting Gerbang Seksi 1 Aceh 2,80 APBN/APBD Bappenas
Pembany an Jalan Kruengraya-Tibang ceh 0,02 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Gempang - Pameuly cely 1.50 APBN/APBD Bappenas
Pengembangan Pelabutian Banda Acely Acely 1.50 APEN/APBD Kemenlub
oJ: Lingkar Pulau Simelue ceh 0.02 APBN/APBD
Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Aceh 2,00 APBN/APBED Bappénas
Jalan Lingkar Kota Bengkul .00 APBN/APBD
Pembangunan Jalan Lingkar Pulan Enggano Bengkulu .01 APBN/APBD Bappenas
Pelebaran Jalan Mukomuke-Bantal Bengkulu .50 APBN/APBD Bappenas
Peleharan Jalan Simpang Rukis-Tanjung k .80 APBN/APBD
Jalan dari Kota Jambi ke Candi Jambi ,00 APBN/APBD Pemprov
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Tuny APBN/APBD
Pengembangan Panjang Runway Bandara Depat
Parbo Kabupaten Krinet APEN/APBD Bappenas
Pengembangan Bandnrn Sultan Thaha Campuran (APBN - BUMN;] Bappenas
Pemb: nan Jalan [ Jambi Dukuh APEN/APBD B:
Pembangunan .Jalan 8p. Niam ~ Merlung APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Talang Duku - Muara Sabak AI'BN[APBD Bappenas
_;:gxlu;s:u;unxn Jalan ms;; P Bengas-Sungat APBN/APBD Bay -
191. | Pelebaran Jalan Tj. Kelian-Thul Kep. Bangkn Belitung 0.40 APEN/APBD Bappenas
192, Ruas Jalan Trans-Babel Kep. Bangka Belitung 12,00 APBN/APBD Pemprov.
193 l;esmrmmm Jalan Tanjung Gudang-Paritiga~Jebus- Kep. Bangka Bel . 1.50 APBN/APBD Bay
194. | Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu Kep. Bangka Belltung 0,64 APBN/AFBD Bappenas
195 Pembm'zgunan Jalan Tanjung Kelian - Petaling - Kep. B Belitung 1,50 APBN/APBD Ba
- Namang — Teboali Kep. Bangka Belitung 1.00 APBN/APBD Bappenas
197, | Fembangunan Jalan Koba - Lubuk Besar - Tanjunk | cp, pangka Belitung 0.50 APBN/APBD Bappenas
198. | Pelebaran JJalan 8im; Sekunyam-Desa Ce Kep. Riau 0,10 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu- a
199.| g Gesek Kep. Riau 1.00 AFBN/APBD ‘Bappenas
Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo Kep. Riau 1,40 APBN/APBD
Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.| n Kep, Riau 1,00 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar Kep. Riau 0.09 APEN/APBD Bappenas
Tk s e e e T Fr Kep. Riau 0.01 APBN/APBD Bappenas
Pemb: Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam Kep. Riau 0.20 APBN/APBD
Pcleba:an Jalan Pugung Tampak-Simpang Gunung ini 450 APEN/APBD Bap
’zmb-ngumn Jalan Camp HTI - Sidoarjo Lampung .00 APBN/APBD Bappenas
Permb: Lampurng, .50 APBN/APBD Bappenas
| .03 APBN/APBD
b Jalan Mesuji - Blambangan Umpu mpuiy 16 APBN/APBD Bappenas
b Jalan Lingkar Bandarjaya 1, .00 APBN/APBD B:
Pembangunan Jalan Mesir Ilir - Pakuan Ratu Lampung ,02 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Sp.Way Tuba - Mesir (lir 0 .14 APBN/APBD
katan Jalan mennju Kawasan Industri Maritim Kementerian
213 | barS . panjang 10 kel Lampung N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Berladligtan

p. Buatan-Siak

Jalan Sp. Lago- s
214, Pelabuban Buton. (91‘25 Sermj-Jalar: Provinki Riau 0.27 APBN/APBD Kemenko Ekon
Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbar-Buton .
21%| Tahap € Paket V1 : Simpang Pusako-Biton (19,13 kin) R n APBNZARER Beatiotleh Rion,
n Jalan gis Nasiol 8
216. ann Tahap L. Paket lI: Maredan-| Bumn 116 km) Riau 0.24 AFBN/APBD Kemenko Ekon
Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-
217:| Buton tahap 1. Paket 111 : Buatan-Dayuin (22,5 k] R a8 AFBNJATER Bemtetics BFn,
Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-
218, | Boton Tahap . Paket [V : Dayun-Sungai Tonggak (20 Riau 0.43 APBN/APBD Kemenko Ekon
k)
Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-
219, | Buton Tahap 1. Paket V : Sungai Tonggak-Simpang Riau 0.82 AFBN/APBD Kemenko Ekon
Pusako (15.5 km)
Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-
220. | Buton Tahap L. Paket VI Simpang Pusako-Teluk Riau 0,32 APBN/APBD Kemenko Ekon
| | Mesjid (15.69
Peningkatan Jalan menuju kawasan industri Tenayau Riau 3.50 APBN/APBD Pemprov
. | Jalan Dumal-Pelintung (25 km)-Jalan Provinsi Riau 0,13 APBN/APBD Kemenko Ekon
Peningkatan Jalan Pangkalan Heran-Siberida (51 kin] . .
223:| Jan Siberida-Batas Provinsi Jambi (19 kin) Rl o2l APEN/ARED KAmeaih B,
JL Sp Kulim-Plb. Dumai [44.37 km) Panjang Ruas 48 .
224, Im, yang perly dith 21 km {rigid Riau 0.11 APBN/APBD Kemenko Ekon
Peningkatan Jalan Sorek-Sp. Japura-Rengat-Rumbai s
| Jaya: Kuala Enole 238 ktm Riau 0,30 APBN/APBD Kemenko Ekon
Pengembangan Jalan % Batang-Lb. Gaung {19.5 kmj) Riau 0.20 APBN/AFPBD Kemenko Ekon
Pembangunan Jalan ara By-Pass Riau 0.21 APBN/APB Bappenas
3 Sungai Darch Barat 3,00 APBN/APBD
u Jalan Baru-Band.
" | Nagari Kapa Recaniatan Luliak Nan Duo Sumatera Bavat. 2.50 APBN/APBD Pemprov
. | Pembangunan Jalan Sicinein-Lb Alung Sumatera Barat. 2.00 APBN/APBD Bappenas
.| Pembangunan Jalan Tapan-Bis Jambi Sumatera Barar 2.50 APBN/APBD Bappenas
Pordhangurian delan’Tio.: Saslssdir Hangla(5 By Sumatera Barat 2,00 APEN/APED Bappenas
Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk
| {Jembatan dan Terowon Sumatera Barat 3.00 Amﬂ[fPBD Bappenas
Jalan siﬁn- Muara Sigep Barat .00 APBN/APBD
Pembangunan Jalan Mara - Sicban — Tacpejat Barat ,00 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Padang - Mukomuko Sumatera Barat .50 APBN/APBD
Pembangunan .Jalan Kiliranjao - Teluk Kuantan Sumaters Barat ,03 APBN/APBD Bappenas
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__APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Padang Panjang — Solok Sumatera Barat 1,50 AFBN/APBD Bappenat
Pembangunan Jalan Kiliranjao — Bangko Sumatera Barat 1.00 APEN/APBI
’:luembmpn ‘Terminal Terpadu Karya Jaya, Sumatera Selatan 0,75 ppp Bapperias
Pembangunan .Jalan Palembang-Tj Api-Api Sumatera Selatan ,00 i d Bappenas
Pembangunan Jalan g&x \g Enim — Muara Enim Sumatera Selatan .06 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Pasanglay: Sumatera Selatan .00 /APB] Bappenas
i Jalan Wiralaga-Sp. F ~{P}-40 km Selatan .28 APBN/APBD Ekon
.| Pembangunan Jalan Akses Belawan 15 km Sumatera tara 0.15 APEN/APBD B“m;‘iof'““‘h’
Pengembangan Jalan Akses Kualanamu Sumatera Utara. 0.26 APBN/APBD Kemenko Ekon
Tendnglear ‘!"5“”"“‘ Lima FlatERematng S Sumatera Utara 026 APEN/APBD Kemenko Ekon
Perbaikan Jalan Raya Ruas : Lima Puluh-Simpang Sumistera Utara: 0,15 APBN/APBD ; Ekon
Sumatera Utara .00 APBN
Sumatera Utara. .14 APEN/APBD Kemenko Ekon
Sumatera Utara ,10 PPP Ekon
Sumatera Utara ,06 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan KISM - Sp. Mayang - Lima Puluh 5
| ~8p. Inalum - Koala Tanjung Sumatera Utara 0.29 APBN/APBD Bappenas
Pes Jalan Pematang Siantar - Th Tinggi Sumatera Utara. 0.26 APBN/APBD Bappenas
ibre‘.::bangunm Jalan Tanjung Morawa — Saribudolok — [ —— 0,05 APBN/APBD Bapperias
|257. [ Pembangunan Jatan Simp._Sei Balai - Ujung Kubu Utara. 0,03 APBN/APBD
Pembangunan Jalan Sp. Mayang-Sei Mangkei-
Simy P: Baru — Holuk Sumatera Utara. 0.02 APBN/APBD Bappenas
Jalan Sp. Pal XI - Sp.Kotapinang Sumatera Utara. 0,02 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Tele ~ Pangururan Sumatera Htara 0.15 APEN/APBD Bappenas
Pembangunan Jalan Ujung Kubu - Kuala Tanjung ' Utara. 0,15 APBN/APBD
Pembangunan Flyover Seimangke. Pinang Baris, 9
Katamso dan Gatot Subroto 4 Paoges Ui i AVBARHD Shppemma
an; Bandara Bina Gn. Sitoli Sumatera Utara 0,04 APBN/APBD Bappenas
b Jalan Lingkar Pulau Nias Utara 2.00 APBN/APBD B:
Pembangunan Jalan Natal-Bts. Sumbar Sumatera Utara 1,50 APBN/APBD Bappenas

C. Jalan Tol

D. % Sulawesi
1. | Jalan Tol Manado-Bitung {45 km] I

: BPJT. Bappenas.
Sulawesi Utara. 4.20 PPP Rameriko Bl
2. | Pembangunan Jalan Tol Tomohon-Manado | SulawesiUtara | 14,00 APBN/APBD Pemprov
E.
s BRJT. Bappenas,
3. | Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99.02 km) ] Kalimantan Timur l 15.00 PPP o e
| F. Wilayah Jawa-Bali
| 4. | Jalan Tol Panimbang-Serang (83 km) Banten 1191 PPP Kemenke Eken
| 5. | Jalan Tol Cilegon-Bojonegara Baaten 1,07 PPP BPJT, kemenko ekofn
» F u Jalan Tol Serpong-Balaraja Banten 5,17 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWAS' BPJT, Bappenas
| 7. | .Jalan Tel Kamal - Teluk Naga - Batu Ceper Banten 3.59 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWAST/ BPJT
| 8. | Jalan Tol Bakauheni — Terbanggi Besar Banten 17.38 APBN/APBD/BUMN/FPPP/SWAST BPIT
Pembangunan Jalan Akses Tol Tanjung Prick DK) Jakarta 3.90 AFPBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BPJT, Bappenas
i b, Jalan Tol
10. | cenpkereng-Kificisan DK) Jakarta 3.50 BUMN
11. | Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21,04 km; DK Jakarta 7.20 BUMN
12. | Jalan Tol Depok-Antasari 21,55 km: DK Jakarta 4.80 BUMN
F L Jalan Tol
13 | RancianS, pong 11,19 KM DK) Jakarta 2.60 BUMN
14, Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Jawa Barcat 1,25 PPP
15. | Jalan Tol Cileunyi - Sumedang — Dawuan Jawa Barat 10,16 PPP
16. | Jalan Tol Pasir Koja-Soreang 10.57 km: Jawa Barat 14.30 PPP
Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Jawa Barat 4,20 PPP
Jalan Tol Cil is-Cibitung (JORR 2] 25,39 km Jawa Barat 4,40 BUNN ko Ekon
Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Jawa Barat 7,80 BOMN Kemenko Ekon
Pembangnnan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) Jawa Barat 11,52 APBN/APBD Bappenas
Jalan Tol Sukabumi — Ciranjang - F Jawa Barat 0.50 APBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA BPUT
f“"“ Tal T‘g:;"_”‘"‘“" = Mjnag Berong + Clieasyl Jawa Barat 12,10 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BRJT
Jalan Tol Gedebage - Maj Jawa Barat 0,90 APBN/APED/BUMN/PPP/SWASTA BPJT
Pembanginan Jalan Tol Semarang - Solo Jawa Tengah 6.21 PPP
Pembangunan Jalan Tol Pemalang — Batang Jawa Tengal 4.08 PPP Bappenas
Jalan Tol Semarang-Ungaran (Seksi [) : Ungaran-
Rawen-Solo (Seksi 11-V) total 72 km Jawa Tengah 6.20 BUMN Kemenka ekon
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PBN/AFBD,BUMN/PPP/SWASTA

Jawa Tengah
Jawa Tengah APBN/AFBD/BUMN/PPP/SWAST
Jawa Tengaly [APBD/BUMN/PPP/SWASTS
Jawa Tengah APBN/APBD/BUMN/ PPP/SWAST!
alan Tol Legundi-Bunder Jawa Timmur PPP
Pandaan — Malang Toll Road. Bast Java Jawa Timur PPP A
Pembangiinan Jalan Tol Kertosono — Mojokerto Jawa Timur A48 PPP Bappenas
| Pembangunan Jalan Tol Selo - Kertosono Jawa Timur 10.32 PPP. Ba 8
Jawa Timur 2380 BUNMN Kemenko Ekon
Jalan Tol Pasuruan - P i 45.32 Km Jawa Timur 65.00 BUMN E|
Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Jawa Timur 3,12 uran (APEN - BUI Bappenas
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Jawa Timur 18,43 APEN/ATPED/BUMN/PPP/SWASTA BPRJT, Kemenko Ekon
.| sJalan Tol Bandara -Juanda - Tanjung Perak Jawa Timur 0.50 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BPJT
.__| Jalan Tol N‘m — Kertosono Jawa Timur 1.24 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BPJT
Wilayah Sumatera
Pembangunan Jalan Tol Langsa-Chokscumawe Aceh 16,88 BUMN Kemenko Ekon
ik Jalan Tol i Aceh 16,88 BUMN Ekon
nan Jalan igli-Banda Aceh Aceh 14.00 BUMN Kemenko Ekon
Bengkulu-Palembang Bengkulu 2,75 BUMN Kemenko Ekon
BRRERINEAY Ml Koty Kep. Riau 2.0 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BRJT. Bappenas
Kemenko Ekon,
46, | Bakanheni-Terbanggi Besar Toll Read (150 km) Lampung 9,38 PPP Ba "
A7, Tegineneng-Babatan Toll Road L 2,73 PPP
8, | pnnasl B matang Panggang Toll Lampung 12,50 BUMN Kemenko Ekon
Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Riau 17,34 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BPJT, Kemenke Eken
Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Sumatera Barat 30.00 BUMN Pemprov
= BRJT,
Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Sumatera Selatan 13.29 BUMN Bay  Remerifo Bl
Jalan Tol F Jambi Sumatera Selatan 29.38 BUMN Kemenko Ekon
I Jalan Tol — Indralaya Selatan 31 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BPRJT, Bappenas
Jalan Tol Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat Sumatera Otara 20.00 NN Kemenko Ekon
+Jalan Tol Siantar - Sibolga Sumatera Utara 3.00 APBN/APBD
Pemban Jalan Tol Medan - Binj Otara 2,29 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BPJT, Bappenas
5 =
b JalanTol Tebing Sumatera Utara 221 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA BPJT. Bappenas
Jalan Tol Binjai - Aceh Otara 13.75 BUNN Ekon

IBiomassa Merauke 10 MW .02 PLI
') Piak 2x7 MW Papua ,23 SWASTA PL
' Nabire 2x7 MW Papua 23 SWASTA PLI
U Jayapura 2x15 MW Papua 49 SWASTA Ll
TU Timika 4x7 MW Papua A6 BUMN PLN.Bappenas
'l Holtekamp 2 2x15 MW Papua .05 BUMN Pl
TA Baliem 50 MW Papua .00 BUMN
LTM Kalibumi | Papua ,50 APBN/APBD
' Jayapura (FTP1] - Holtekamp 10MW Papua N, APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
'MG Biak 15 MW Papua N, APEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA P
'MG Merauke 20 MW Papua N, APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Papua 5 APBN/APBD/BUMN/ PP /SWASTA
Papua .05 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Pl
Papua A4 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PL
Papua 14 APBN/APBD/ BUMN/ PPP/SWASTA
Papua 14 PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA g
Papua PEN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA L1
Papua 03 "BN/AFBD/BUMN/PPP/SWASTA
Papua 03 \PBN/APED/BUMN /PPP/SWASTA L1
Papua .10 PBN/APBD/BUNMN/PPP/SWASTA
Papua 03 \PBN/APBD/BUMN /PPP/SWASTA LI
Papua 112 PEN/APBD/BUMN/ FFF/SWASTA
PLTMG Timika Peaker 5 MW Papua 06 PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
"M Kalibumi [l 7.5 MW Papua ,156 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Papua 11 PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Papua 33 APEN/. /BUMN/PPF/SWASTA
Papua Barat .49 SWASTA
Papua Barat .23 SWASTA
Kombemur 2x3,3 MW apua Barat 13 BIMN L
LTU Manokwari 2x7 MW apua Barat ,23 BUMN
MG Mobile PP (Manokwari] 20 MW Papua Barat /A PBN/AFBD/BUMN/PPP/SWASTA
LTMG Fak-Fak 10 MW Papua Barar /A APBN/APED/BUNMN/PPP/SWASTA
'MG Bintuni 10 MW Papua Barat /A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
PTMPD Fak-Fak 2x1.2 MW Papua Barat .05 A\PBN/APBD/BUMN /PPP/SWASTA L!
PTMPD. Sorong 2x3,5 MW Papua Barat 14 PEN/APBD/BIIMN/PPP/SWASTA Ll
PLTM Waigo | MW ‘apua Barat 02 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA L]
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PLTM Prafi 2 | MW PBN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA
PLTM Ransiki 6 MW APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
PLTA Warsamson 46.5 MW PBN[APBD[BUMN[FPP[SWAS’I‘A
PLTU Manokwari 2 2x7 MW PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
PTMPD Fak-Fak 3,5 MW \PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
TM Wai Tina 2x06 MW SWASTA
M Sapalewa 2x4 MW Maluku .16 SWASTA
P Tulehu (FTF 2) 2x10 MW Maluku 35 BUMN P
0 Ambon 2 2x15 MW Maluku .49 BUMN P
Ambon (FTP 1) 2x15 MW 49 BUMN PLN, Bay
PTMPD Bula 2x1,2 MW Malukar .05 APEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PL
LTMG Dobol0 MW Maluku 05 PEN/APED/BUMN/PPP/SWASTA LI
Maluku 105 PBN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA L
Maluku 14 M(APB‘;![BM[PPP[SWASTA
Maluku 05 \PBN/. /BUMN/PPP/SWASTA PLI
Maluku .05 PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Maluku .08 \PBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA
Malukus 55 \PEN/APHD/BUMN/PPP/SWASTA
Malukut AL PEN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA L1
Maluku .14 \PBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA P!
Maluku .08 PBN/APBD/BUMN/TFPP/SWASTA Pl
Maluku .16 \PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA P!
Maluku .03 PBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA
Malukir .08 \PEN/APED/BUMN/PPP/SWASTA
L1 Maluku 16 PEN/APHD/BUMN/ PPP/SWASTA T
| PLTMG Ambon Peaker 2 10 MW Maluku N 'APBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA
I Ambon 3 15 MW Maluku 25 PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
LTO Waai (FTP 1] 2415 MW nja \PBN/APBED/BUMN/PPP/SWASTA
Maluku n/a PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Maluku nja \PBN/APBD/BUMN /FPP/SWASTA
P Songa Wayana [FTP 2) 5 MW Maluku 1tara 09 SWASTA P
PJaiJnlo (FTP 2} 10 MW Malukn Utara 18 SWASTA LI
Maluku Utara .25 BUMN
Maluku Utara 10 BUMN P
: Maluku Utara .05 PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
PTMPD Sofifi 2x1,2 MW Maluku Utara 05 PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
TMG Ternate Peaker 20 MW Malukn Utara .22 \PBN/APBD/BUMN/FPFP/SWASTA
PTMPD Daruba 2x1,2 MW Malukn Utara 05 PEN/APBD/BUMN/FPPP/SWASTA I

PTMPD Sanana 2x1.2 MW PBN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA
TP Jailolo 3 § MW \PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
TMPD Jailolo 2x1.2 MW PEN/AFBD/BUMN/FPP/SWASTA
PEN/APBD/BUNIN/PPP/SWASTA
\PBN/APBD/BUMN /PFP/SWASTA
PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
LU Malukit Utara/Tidore (FTP 1] 2x7 MW APEN/APED/BUMN / PPP/SWASTA
PLTMG Mobile PP Tobelo 10 MW/ \PBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA
PLTMG Mobile PP (Ternatej 30 MW PEN/AFBD/BUMN/TFP/SWASTA
PLTMG Mobile PF (Scfifi) 10 MW \PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
PLTMG Malifut Pekaer 5 MW PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Nusa 2
PLTD Lombok Timur 2x25 MW i) 82 SWASTA Ui
PLTP Hu'ti 2x10 MW 5 35 SWASTA L
PLTU Bima [FTP 1) 2 x 10 MW B 23 BUMN
PLTU Sumbawa Barat 2 x 7 MW s .90 BUMN Pl
PLTU Bima 2 2 x 10 MW B 63 BUMN
TG Lombok Peaker 150 MW B .33 BUMN
T Sumbawa 2 x 10 MW I 33 BUNMN
LTU Lombok (FTP 2) 2x50 MW 1) 33 BUMN L1
[P1) 25 MW i) A APBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA
L] FEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA g
B X \PEN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA P
B \PEN/APBD/BUNN /PFP/SWASTA
Lotmbok 2 50 MW ) APEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Lombok 25 MW B A PBN/APED/BUMN/ PPP/SWASTA T
Segara_ B A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Sedan ™ PEN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA
Kokok. 1) X APBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA
Brang e APBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA
Brang B APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
I APEN/APED/BUMN/ PPP/SWASTA P
T SWASTA LI
[1 .19 SWASTA
I .19 SWASTA Pl
I’ .15 SWASTA PLI
I 19 SWASTA PLI
(1 .19 BUMN PL
T 19 BUMN PLI
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X
i
-
o
angan Transmisi tota) 530 kms T
TA Wae Rancang | 10 MW N P
FLTA Wae Rancang (1 6.5 MW T 19 BUMN PL
T \PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PLI
T PEN/APED/BUMN/ PPP/SWASTA PLI
T \ \PEN/APED/ BUMN/ PFP/SWASTA L
T PEN/APED/BUMN/PFF/SWASTA Li
NTT PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA LI
T \PEN/APBD/BUMN/PPT/SWASTA
T 3 \PEN, 'gmg@‘ NN/ PPP/SWASTA PLI
Lokomboro 6.7 0.4 MW T PEIN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA
Wae Roa - Ngada 0.4 MW T \PEN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA
Harunda L6 MW T /A \PEN/APED/BLUMN/PPP/SWASTA
Sita — Borong | MW T NjA PEN/APBD/BUMN/ FPP/SWASTA L
Mataloko (FTF 2] 10 MW T N/A \PBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA P
h Sulawesi
134. | PLTD Gorontalo FTP | 2:x25 MW Gorontalo 082 BUMN K’mﬁ.’fwg"_‘f‘; PLE
135.| PLTG Garontalo Peaker 100 MW Gurontalo 50 PEN/APBD/BUMN/ FPF/SWASTA PLI
3 63 PEN/APBD/BUMN/ FPP/SWASTA
38 PEN/AFBD/BUMN/FFP/SWASTA P
Gorentalo A upmgum@mgppp@wnsm .
Gorontalo /A APBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA
Sorontalo /A APBN[APRD[BI)MN[PPP[SWASTA FL
Stawesl Baral 16,50 PIN
Sulawesi Barat .50 PI
Barat 02 mlmnzauwlwplswnsn
Sulawesi Selatan 36 SWASTA
Sulawesi Selatan 12 SWASTA
ulawesi Sclatan 69 SWASTA
ulawesi Selatan 4.33 SWASTA
x lawesi Selatan 54 SWASTA L
129.| PLTU Sulsel Barru 50 MW ulawesi Selatan 2.90 BUMN

PLTU Punagaya (FTP 2) 2x100 MW BUMN
.| Pembangunan Gardu Induk di Prov. Sulawesi Selatan BUMN
Pembm;umm Jaringan Transmisi Prov Sulawesi Sulawesi Selat 092 BUMN K Ekon
N 57 km "
. "'TM Ratelimbong - Kolaka 2 NW Sulawesi Selatan .90 BUMN Kemenko Ekon
PLTG Makassar Peaker 600 esi Selatan 79 BUMN ¥
mG Mobile PP Sulsel ﬂ'n].ln Lama) 100 MW Sulawesi Selatan LPBN[APBD{ BUMN/PPP/SWASTA
LTGU Sulsel Peaker 300 MW Sulawesi Selatan PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA P
PLTGU Sulsel Peaker 150 MW Sulawesi Selatan A APBN/. D/ BUMN/PPF/SWASTA
Mobile PP Sulsel (Tello) 50 MW Sulawesi Sclatan A \PBN/APBD/B! [PPP/SWASTA
PLTMG Sel 10 MW Sulawesi Selatan /. A\PBN/APBD/BIMN/PPP/SWASTA
LTM Ussu Malili 3 MW Sulawesi Selatan PEN/APHD/BUMN/PPP/SWASTA PLI
Biteba 7.5 MW Sulawesi Selatan APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Pl
Pasui 2 MW Sulawesi Selatan PEN/A PBDé BUMN, 5 FPP%SWASTA P
Pasui 6 MW Sulawesi Selatan \PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PLI
Malua 5 MW Sulawesi Selatan PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Tombolo Pae 2 MW Sulawesi Selatan \PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Lt
Sulawesi Selatan APEN/APBD/BIIMN/PPP/SWASTA PLI
Sulawesi Selatan N/A PBN/APBD/BUMN/FPPP/SWASTA L1
Sulawesi Selatan (A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA P
Sulawesi Selatan PEN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA Pl
Sulaves PEM/APRI/BUMN PFP/SWATH P
Sulawesi Sclatan \PBN/ATBD/B! /PFP/SWASTA
Sulawesi Selatan A\PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Sulawesi Selatan PBN/APBD/BUMN/FPPP/SWASTA Lt
Sulawe: 14 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Sala selatan .60 PBN/AFBD/BUMN/PPP/SWASTA P
Sulawesi Selaran .00 APEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PL!
Sula selatan .06 PBN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA
Sulawesi Tengalh 03 SWASTA PLI
Sulawesi Tengah 02 SWASTA Pt
Sulawesi Tengah 07 SWASTA
engah ,50 SWASTA
i Tengal .03 SWASTA
Sulawesi Tengah .10 SWASTA PLI
ulawesi Tengah .10 SWASTA PLI
Sulawesi Tengah .06 BUMN ko Ekon, PLN
ulawesi Tengah .10 BUMN PLN
.| PLTU Leok 2 x 3 MW ulawesi Tengah 10 BUMN Kemenko Ekon., PLN
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5 ] 2x3 MW gah Kemenko Ekon
[ PLTU Rolonodale 2 x 3 MW Kemenko Fkon
190.| PLTU Tambu 2 x 3 MW i .10 BUMN Kemenko Ekon
19 L. | PLTO Toli - Toli 2 % 3 MW E i .10 BUMN Kemenko Ekon, PLV
192.] P} 4 BUMN Kemenko £kon
193.] P APBN/APED ¥L
3 \PEN/APED/BUMN / PPP/SWASTA p
LF‘BN[APBDéBUMN[WPLSWASTA
PEIN/APBD/BUMN/ PFP/SWASTA P
\PBN/APRD/BUMN/ PPP/SWASTA i
PEN/APED/BUMN/PPP/SWASTA PLI
3 \PEN/APED/BUMN/PPP/SWASTA Li
PEN/APED/BUMN/ PPF/SWASTA L
PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Lt
\PEN/APBD/BUMN /PPP/SWASTA
/A \PEN/APBD/BUMN / PPP/SWASTA Pi
.02 PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
.05 \PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
63 \PEN/APED/BLUMN/ PPP/SWASTA
PTMPD Banggai 2x1,2 MW .05 PEN/APBD/BUMN/ FPP/SWASTA L
FIMPD Tolitoli 2x3,5 MW si 14 \PBN/APBD/BUMN/ FPP/SWASTA P
Sulawesi Tengah 12 FEBN/APBD/BUNN/TFP/SWASTA Pi
Sulawesi Tengah 12 \PBN/APED/BUMN/PPP/SWASTA P
MW Sulawesi Tenggara 63 BUMN PLI
PLTU Nii Tagasa 10 MW Sulawesi Tenggara 16 BUMN Pl
i Rongi 0.8 MW Sulawesi Tenggara 01 BUMN Kemenko Ekon, PLN
Bau - Bau 10 MW Sulawesi Tenggara. 16 BUMN Bappenas
Bau - Bau 2x10 MW Sulawesi Tenggara. .33 BUMN PLN
Raha 2x3 MW Sulawesi Tenggara .10 BUMN Kemenko Ekon
217.| PLTO Wangi - Wangi 2x 3 MW Sulawesi Tenggara 0,10 BUMN Faatesioo Bloary
i, | PERREDKDR Bafdin [tk 1 Piov Silawed Sulawesi Tenggara 027 BUMN Kemenko Ekon
bt | Pt destagu Ty tamial e Sulos) Sulawesi Tenggara 0,55 BOMN Kemenko Rkon
230. | PTLU Kendari 2 x 10 MW Silawesi Tenggara 02 BUMN Kemenko Ekon
U Rendari 3 2x50 MW Sulawesi Tenggara 163 BUMN PLI
THE Lapai 2 4 MW Sulawesi Tenggara. 04 APEN/AFBD PLN
TMG Bau-Bau 30 MW Sulawesi Tenggara N/A APBN/APHD/BUMN/PPP/SWASTA PLI

PLTMG Mobile PP W Wangi 5 MW Sulawesi Tenggara PBN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA
| PLTMG Mobile PP Bombana 10 MW Sulawesi Tenggara APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA

MG Mobile PP Kolaka Utara 5 MW i PBN/AFBD/BUMN/PPP/SWASTA
LTG Mobile PP Sultra {Kendari) 50 MW i

PBN/APBD/BITMN/PPP/SWASTA
PEN/APBD/BUMN / PPP/SWASTA
PBN/APED/BUMN/FPP/SWASTA
“BN[APBD[ BUMN/PPP/SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
SWASTA
BUMN
BUMN
PLTU Sulut [ (FTP 1) 225 MW BUMN
PLTM Lelipang 0.5 MW PBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA
5 Mobile PP Sulbagut ulawesi U \PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
TM Duminanga 0.5 MW Sulawesi | \PBN/APED/BLIMN /PPP/SWASTA
Picluing 2 MW Sulawesi PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Ui
Ran ko 2.2 MW APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA P
Sian 2x1.2 MW Sulawesi FPBN/APBD/BUNMN/PPP/SWASTA
Tahuna 2x3.5 MW Sulawesi Utara 14 \PBN/APBD/BUMN/ PPF/SWASTA P
D Talaud 2x1.2 MW Sulawesi Utara .05 PEN/APBD/BUMN /FPP/SWASTA
Sulut 3 2x50 MW Sulawesi 00 APBIN/APBD/BUMN/PFP/SWASTA
Poigar 2 30 MW Sulawesi PEN/APHD/BUMN/ PPP/SWASTA
PEN/APBD/BUMN/PPF/SWASTA

Kalimantan
B Sewa Tayan 6 MW i SWASTA

e}

U PP} 2x6 MW Kalimautan Barat .20 SWASTA
Parit Baru (FTP 1} 2x50 MW i Barat 90 BUMN
Pantai Kura-Kura {FTP 1) 2x28 MW i Bara 82 BUMN P
LTU Sintang 357 MW Kalimantan Barat 1,31 BUMN LI

ang Biomassa 10 MW Kalimantan Barat .33 BUMN

Kalimantan Barat 69 BUMN Pl
Barat .60 BUMN PLI
Kalimantan Barat 14 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PLI
Kali Barat 1,14 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PLUI
PTMPD Putussibau 2x3,5 MW Kalimantan Barat N3 APBN/APBD/BUMN/ FFP/SWASTA PL
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.| PLTU Kalbar-1 2x100 MW i PEN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA

PLTH Melanggar O.5MW | Kal APEN/APED/ BUMN/ PPP/SWASTA
PLTM ke PBN[AP’BD[BUMN[FPP[SWASTA L
PEN/APED/BUMN/PPP/SWASTA

\PBN/APBD/BUMN/PPF/SWASTA
] PEN/APED/BUMN/FFP/SWASTA Ui
TG Mobile PP Kalbar 100 MW i \PEN/APED/BUMN/ PPP/SWASTA P
D Ketapang CFO 10 MW i mBN[APB'xSéBUMMWPLSWASTA
I Kembayung-1 4.5 MW i PEN/APBD/BUNN,/ PPP/SWASTA PLI

'O Kalsel (FTP2) 2x100 MW .08 SWASTA Kemenko Ekon, PLN
LTU Asam Asam 2x65 MW | BUMN Bappenas, PLN

'l Kotabaru 2x7 MW i BUMN PLI

I Kalsel Peaker 1 200 MW i 20 BUMN Ll

FU Kalselteng 2 100 MW i APBN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA LI

G Mobile PP Kalseltenig 2x100 MW APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Ll

r'U Kalselteng 1 100 MW SWASTA PLI

El

BUMN PLN. Bappenas
PLN

rGL . Bay 5
) i
TU PLI

r .82 SWASTA
TG 57 SWASTA
JU Tan: .23 SWASTA
T0 Kaltim (EFG) 2&]00 MW .08 SWASTA
TU Kaltim (MT) 2x27 imz .90 SWASTA
LTG Kaltim Peaker-2 wo MW i 60 PEN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA U
MG Mobile PP Kaltimra 30 MW i 4 APEN/APBD/BUMN/FPPP/SWASTA
‘anjung Redep 2x70 MW, i i PEN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA
Teluk @w[r_mnmm 7] N APBN/APBD /BUMN/PPP/SWASTA
PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
10 BUMN
40 APEN/AFPED/BUMN / PPP/SWASTA P!
0 P&"MMLZ’ZEW_@& Lt
nja APBN/APBD/BUMN / PPP/SWAS’
nja PBN[APBD[B[NN[PFP[SWASTA Pl
oja PBN/APBD /BUMN/PPP/SWASTA
2098. FLTM Bulakan 10 MW | 0,04 T SWASTA T PLN
299.[ PLTM Cidano 1.5 MW 1 441 I SWASTA T PLN

2 MW
Cisimeut 2 MW
Cisungsang [1. 3 NW.
Cibareno 1.5 MW
MW
W
5 MW
P 2] 110 MW
Jawa-5 (F1P2]
Jawa-9 600 MW
/MG Pe Jawa-Bali 3 400 MW
P
PLTT BUMN Kemenko Ekon
PLTL Banten 12,23 BUNMN Kemenko Ekon
PLTE . DI N/A BUMN PLN
Pembangunan PLTG Muara Karang 400 MW DKl Jakarta 2,00 BUMN Kemenko Ekon
Pembangunan PLTGU Priok Extension 500 MW DKl Jakarta 4,00 BUMN Kemenko Ekon
PLTGU Muara Karang_ DKI Jakarta N/A ‘BUMN
P} Cimandiri 3 MW Jawa Barat 06 SWASTA Pl
PLTM Cianten | 2 MW Jawa Barat .04 SWASTA Pl
PLTM Clanten 2 5 MW Jawa Barat .10 SWASTA
P] f ] 9 MW Jawa Barat 18 SWASTA
LTM Cibatarua 5 MW Jawa Barat 10 SWASTA L
Cicatih 6 MW -Jawa Barat 12 SWASTA
0-2 6 MW Jawa Barat ,12 SWASTA
Cilaki 1B 10 MW Jawa Barat .20 SWASTA
Cilaki 7 MW Jawa Barat .14 SWASTA
LTM F jeng Bawah 6 MW Jawa Barat 12 SWASTA
"LRM Cikaengan-2 7.2 MW Jawa Barat 06 SWASTA Pl
. | PLTM Caringin 4 MW -Jawa Barat 08 SWASTA LI
PLTM Ciarinem 3 MW Jawa Barat .06 SWASTA
PLTM Ciasem 3 MW Jawa Barat .06 SWASTA Pl
PLTM Cibalapulang 2 7 MW Jawa Barat 14 SWASTA PLI
P] Cibalapulang 3 6 MW Jawa Barat 12 SWASTA PLI
PLTM Cij: 11 MW Jawa Barat 1,02 SWASTA PLI
P] Cikandang 6 MW «Jawa Barat 12 SWASTA PLI
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Cilaki 1A 3 MW
TM Cisanggiri 3 MW
Kalapa Nunggal 3 MW
Pakenjeng Atas 4 MW
Pusaka 1 9 MW
| Pusaka 3 3 MW
TA Jatigede (FP 2) 2x55 MW
TM.
“Jawa Barat
TP Tangkuban Perahu | FTP2} 55 MW Jawa Barat SWASTA
LTGU/ MG r Jawa-Bali 4 300 MW Jawa Barat A SWASTA LI
PLTGLI/MG Peaker Jawa-Bali 4 150 MW Jawa Barat. /A SWASTA LI
TA Upper Cisokan Pump Storage 1000 MW Jawa Barat .50 BUMN Ekon
TP Kamojang !nit 5 1 x 40 MW Jawa Barat BUMN Kemenko Ekon
LTU Jabar - Pelabuhan Ratu 3 x 350 MW -Jawa Barat 13,65 BUMN Kemenko Ekon
TG Sunyaragi 600 MW Jawa Barat 3.00 BUMN Kemenko Ekon
JGU Muara Tawar Blok 5 234 MW Jawa Barat 1.87 BUMN Kemenko Ekon
Pernbangunan PLTU Indramayu 4 [) x 1000 MW) Jawa Barat 25.30 BUMN Kemenko Fkon
Fetiacaitann PHIEH s Thon: 400 00 @ 100 Jawa Barat 120 BUMN Kenienko Ekon
PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali | 400 MW Jawa Barat N/A BUMN PLN
PLTA Gede Bage Jawa Barat 0.56 APBN/AFBD/BUMN/PFPP/SWASTA
PLTU Jawa Tengah Jawa Tengal 35,00 PPP PLN, Bappenas |
PLT) i is 2.2 MW Jawa Tengali .04 SWASTA PL
PLT] awa Babakan 1,3 MW Jawa Tengall 03 SWASTA
PLTM Logawa Baseh 3 MW Jawa Tengah 06 SWASTA P1
PL wa Baseh Karangpelem 1.9 MW Jawa Tengah 04 SWASTA
P] Adipasir L 0,3 MW Jawa Tengah .01 SWASTA
PLTM Adipasir 2 0.3 MW Jawa Tengalt 01 SWASTA
PLTM Ambal 2.1 MW Jawa .02 SWASTA
Pl 0,5 MW Jawa Tengal .01 SWASTA
PLTM Bendosari 4 MW Jawa Tengali 08 SWASTA
L iclang 0,3 MW Jawa Tengah ,01 SWASTA LI
PL unung Wugul 3 MW Jawa Tes I .06 SWASTA

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Jawa Tengal

Jawa Tengali

Jawa Tengalt

Harjosari 9.9 MW

imat 0.5 MW

bur 8 MW

Pageruyung 4,4 MW

Preng-1 1.8 MW

Preng-2 4.5 MW

Sambirata 1.5 MW
Tulis 9 MW Jawa Tengali .18 SWASTA
Dieng (FTP 2] 55 MW Jawa Tengaly .96 SWASTA
1 Jawa-4 [FTP 2) 2x1000 MW Jawa Tengah 84 SWASTA
TP Baturaden (FTP 2) 110 MW Jawa Tengah 93 SWASTA LI
Guci (FTP 2] Jawa Tengal .93 SWASTA
Jawa Tengah .96 SWASTA g
Jawa Tengalt N/A SWASTA Pl
/A SWASTA
/A SWASTA Z
58 BUMN Kemenko Ekon
3.80 BUMN Kemenko Ekon
MG Karimunjawa 4 MW Jawa Tengaly .04 BUMN PLN
U Matenggeny PS 443 MW Jawa .88 BUMN Kemenko Ekon
0 Jawa - 10 660 MW Jawa Tengal N/A BUMN PLI
Balelo 4.3 MW Jawa Timur 08 SWASTA PL
M Jompo-1 2 MW Jawa Timur .04 SWASTA PLI
I'M Jompo-2 3 MW Jawa Timur .06 SWASTA PLI
Kali Tergah 1 MW Jawa Timur .02 SWASTA PL
Kotajek 3 MW Jawa Timur ,06 SWASTA
Lodoyo 9.5 MW Jawa Timur .20 SWASTA
| Zeelandia 2 MW Jawa Tirnur 04 SWASTA LI
Pacet 1.5 MW Jawa Timur .04 SWASTA
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PLTP lien (FTP-2) 55 MW
PLTP Wilis (FTP-2] 55 MW
PLTU Tj. Awar-awar 350 MW
PLTGU Grati Add-on Blok 2 150 MW
PLTU Paiton 560 MW Ekon
PLTGU Jawa-1 2x800 MW 160 BUMN PLN
PLTGU Tuban 1.500 MW 2,00 BUMN ko Ekon
Pembangunan PS Grindulu PS 500 MW 3.25 BUMN Kemenko Ekon
Pembangunan transmisi di Jawa Timur: terdapat 2.16 HUMN K fikon
02 BUMN PLN
93 BUMN Kemenko Ekon, PLN
56 BUMN Ekon, PLN
.03 BUMN PLN
.02 BUMN PLN
.93 BUMN Ekon, PLN
.56 BUMN Ekon, PLN
.03 BIIMN PLN
/A BUMN LN
/A BUMN LN
PLTU Grati (300 MW) 20 APBN/APBD Bappenas. PT, PLN
PLTU Grati (150 MW) Jawa A APBN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA PL
LTGU Jawa-2 800 MW Jawa .80 APBN/APBD/BUMN/FFP/SWASTA
[A Karangkates-4-5 100 MW Jawa Timur .00 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
U Bali Utara/ Celukan Bawang 2x125 MW Pal 58 SWASTA Ul
M Muara 1.4 Mw Ball 02 SWASTA
Celukan Bawang 130 MW Bal N/A SWASTA P
Bali .04 SWASTA L1
Bal .08 SWASTA
Bal ,04 SWASTA PLI
Ral 04 SWASTA PLI
Bal 08 SWASTA L
Bal .16 SWASTA Lt
MG Bal 65 BUMN PLN.
Pengembangan Transmisi total 786 kms Bali 40 BUMN Kemenko Ekon
|4 PLTP Bedugul Bali .32 BUMN Ekon, PLN
= LB
1450. [ PLTP Jabai (FTP 2] 5 MW | Aceh 0,18 SWASTA I PLN
451.| PLTU Sinabang (eks Tapaktuan) 14 MW 1 Aceh 2.44 BUMN 1 PLN

PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
PTMPD Sabang (ORC] 7 MW 14 \PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
PTMPD Sinabang (ORC) 7 NW 7 @ PBN/APBD/BIMN/PPP/SWASTA
LTU Melulaboh #3,4 400 MW ceh 60 \PEN/APED/BUMN / PPP/SWASTA p
PLTS Sitabang 2 MW och I \PBN/APED/ BUMN/ FPP/SWASTA
PLTS Sabang | MW ceh /A PEN/AFBD/BUNN/TFP/SWASTA P
Singkil 1| MW ceh /A \PBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA Pl
62| o Lifell i Proving Beughula Bengkulu 0.20 BUMN Kenienko Ekon
463. | PLTU Ipuh (Sablaf] 6 MW Bengkul 0,10 BUMN PLN
464. | Pembangunan PLTP Hululais Kapasitas 56 MW Bengkuly 176 BUMN Kemenko Ekon. PLN
465 l’;}‘b”‘"“"‘“ PUIN Sinpang Auc (256 W) dxn [Bx9 Bengkulu 0.45 APBN/APBD Kemenka Ekon
6. | PTMPD Muko Muko (ORC) 7 MW Bengkulin ) \PEN/APBD/BUNN/ PPP/SWASTA i
PTMPD Ipuh Baru (OCH) 2,4 MW Bengkulu 05 PEN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA
PIMPD Kota Bani (ORC) 7 MW Bengkulu 14 \PEN/APBD/BUMN [ PPP/SWASTA
PLTU Bengkulu 200 MW kultu 26 \PBN/APBD/BUMN/ PFP/SWASTA
PLTU Jambi 600 MW Jambi 10.40 A
PLTGU Batanghari 30 MW Jambi 0.6 BUMN
PLTMG Sungai Gelam (CNG/ Peaker] 92 MW Jambi 10,12 BUMN Li
PLTU Kuala Tungkal 14 MW Jamnbi 0,23 BUMN LN
PLTG Jambi Peaker 100 MW Jambi 0.60 BOMN LN
475. ;embzngunan Transmisi Listrik di Provinsi Jambi (7 J 3 1.80 BUMN K Ekon
476, ;e‘:?bmumn PLTP Sungai Penub Kapasitas 2x55 Jammbi 1,80 BUMN -
1,16 Tanjung Jabung Timur 100 MW Jambi 0.60 APBN/ATBD/BUNN/ FPP/SWASTA PLN
PLTG Payo Selincah 50 MW Jambi 0.30 APBN/APBD/BUMN /PPP/SWASTA PLN
PTMPD Batang Asia (OCR] Jambi 0.40 APBN/APED/BUMN/ PPP/SWASTA PLN
frgu, | [rmbangiman Toansmidl Ustlk df Poswing] E2p, Kep. Bangka Belitung 033 BUMN Kemenko Ekon
PLTU Belitung baru (FTP1| 17 M# Kep. Bangka Belitung 54 BOMN _ PLN
Sangka 60 MW ep, Bangka Belitung 32 APBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA LN
selitung 4 30 MW Kel 1 43 APBN/APRD/BUNN/PPP/SWASTA PLN
sclitung Peaker-3 30 MW Kep. Bangka Belitung 12 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA RUPTL
Jangka peaker 2x50 MW Kep. Bangka Belitung .60 APEN/APED/BUMN/PPP/SWASTA PLN
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) Belitung-5 34 MW APBN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA
[G Rawa Minyak 15 MW SWASTA
T'U Dabo Singkep 1.6 MW SWASTA
MU Tanjung Pinang 1 (TLB)
I'J Tanjung Hatn Baru 14 MW
') TB. Karimun - | {(FTP2) 15 MW ),
PL!
K P
.23 BUMN PLI
,24 APBN/APBED/BUMN/FPPP/SWASTA Lt
4 PEN/APED/BUMN/PPP/SWASTA LI
AL PBN/APBD/BUMN/EPP/SWASTA L
14 LPBII(APSB![BUM}{[PPP[SWASTA
11 \PBN/. /BUMN/PPP/SWASTA PLI
PLTD Natuna-2 14 MW .23 PEN/APED/BUMN/ PPP/SWASTA
LTU Tanjung Pinang 3 100 MW 4 \PBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
TG TB Karimun Peaker-1 40 MW 22 APBN/APED/BUIMN/PPP/SWASTA
LTU Dabo Sin, 2 14 NW Kep. 08 PEN/APBD/BUMN/FPP/SWASTA LI
U TB. Karimun #2 [FTP1) Kep. Riau ,22 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA P!
TG Dabo Singkep 16 MW Kep. Riau 08 PBN/APBD/BUMN/TFPP/SWASTA Pl
'B. Karmiun 2.5 MW Kep. Riau /A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Pl
Tanjung Batu 1 MW Kep. Riau PEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
pkalis 1.5 MW Kep. Riau /A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
LTS Selat Parj: 1,5 MW Kep. Rian /A PBN/APED/BUMN/PPP/SWASTA L
[P Ulubelu #3.4 (FTP2) 110 MW 83 SWASTA
TA Semangka (FTP2) 56 MW a1 .12 SWASTA
TP Wal Ratai (FTF2) 55 MW Lampurng .96 SWASTA L1
TV Tarahan Mulut Tambang (2x8 MW) APy 44 BUMN Kemenko Ekon
TG /MG Lamy Peaker 200 MW ampung 20 BUMN PLN
Lampung, 5,89 BUMN Kemenko Ekon
Sribawono+Sutami) 200 MW Lampung L.20 APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PLN
LTD Riau Kemitraan (PLN-TNB:PTBA] 2x600 MW Riau 36.00 SWASTA PLN
TG Riau Peaker 2x100 NW Riau .20 BUMN N
T Mulut Tambang Rian 2x300 MW Riau 25 BUMN Ekon
.TU Riau {Tenayan] 2 x 100 MW Riau .10 BUMN Kemenko Ekon
PLTU Riau (Amandemen FTP1) 220 MW Riau 2,68 BUMN PLN

APBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA
APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA

’\‘MPD 'Nﬂ Pej ﬁ.t ORC] 24 MW umatera Barat .05 APBEN/APBD/EUMN/PPP/SWASTA
Selatan 22 SWASTA |
’1 m hl 12.5 MW Sumatera Selatan .15 SWASTA
PLTU Sum-el 7 2%150 MW Sumatera Selatan 20 SWASTA P!
perbangonm Intamnibar RUR) fawanen 0gue®. | mumiea Belaten 040 SWASTA Kemenko Ekon
@ 110 MW Sumatera Selatan 3,85 SWASTA PLN
W Sumatera Selatan N/A SWASTA PLN
MW Sumatera Selatan 0.68 HBUMN PLN
7. | e ermr ) Mgk of Propin®i Sumaita | gy rmptara eltion 036 BUMN Kemenko Ekon
.| PLTU Sumbagsel- | MT 2x150 MW umatera Selatan 4,20 APEN/APBD/BUMN/ PPP/SWASTA PLN
PLTU Sumsel - & MT 2x600 MW Selatan 16,80 APEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA PLN
Lumut Balai Unit | dan 2 (2x55 MW) Selatan 3,48 BUMN Ekon., PLN
Lumut Balai Unit 3 dan 4 (2x55MW] Sumatera Selatan 3,38 BUMN Kcmanlm_ﬁlmn.PLN
Wampu (FTF2 Sumatera Utara .90 SWASTA
U Nias (FTP2] 2 tara .34 SWASTA
P Sarulla [ (FTP2) 330 MW Sumatera Utara. 78 SWASTA Lt
P Sorik Merapi [FTP2) 240 MW Sumatera Utara 4,82 SWASTA LN
PLTA Sids L5 MW Sumatera Utara SWASTA LN
PLTA Hasang (FTP2] 40 MW Sumatera Utara SWASTA
PLTMH Tersebar Sumut 10.9 MW Sumatera Utara A SWASTA P!
Utara A SWASTA P
& tara A SWASTA
Pangkalan Susu #1,2 (FTP1) 2x220 MW Sumatera Utara 20 HUMN PLI
.TA Batang Toru (Tapsel) 510 MW Sumatera Utara. .61 BUMN Bappenas
AGU S t-4 Peaker 250 MW Sumatera Utara .13 BUMN PLN
JGU S nt-d Peﬁkel‘ 250 MW Utara .13 BUMN PLN
Sumatera Utara. 33 BUMN PLN
Utara .36 BUMN Ekon
Sumatera Utara. A8 BUMN Kemenko Ekon
558. | Sumatera Utara /A BUMN PLK
559, ,TA Asahan I (FTP2) 174 MW Sutnatera Utara /A BUMN PLN
560. | PLTU Susu #4 [FTPZ) 200 MW Utara /A BUMN PLN
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| PLTG Barge Mounted Sumut 250 MW
PLTGU Sumbagut-1 Peaker 250 MW

kil

o] >

PLTU Sumut-1 300 MW

| PTMPD Nias (ORC) 12 MW

E. Minyak dan Gas

BUMN
APBN/APBD/BUNMN/PPP/SWASTA
APBN/APBD/BUNN/PPP/SWASTA

APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA

Sulawesi Barat

Kalimantan Barat [ 3.40 [ BUMN [ Bappenas

Jawa Tengah 2,62 BUMN PGN

Inland Mini LNG Jawa Timur Jawa Timur 2.62 BUMN PGN

Market Extension Jawa Jawa Timur 2,62 BUMN PGN
Aceh 0.88 BUMN PGN. Bappenas

Kep. Riau , BUMN PGN

Kep. Riau 3 BUMN PGN

Lampung % BUMN PG

Riau . BUMN PGN

Riau BUMN PG

APBN/APBD

APBN/APBD

Pembangunan Faspel Laut Agats

3. 0,16 APBN/APBD Amgpacies; Euaia
4. | Pembangunan Paspel Laut Bade Papua 0.24 APBN/APED Eippeigs, Ktk
5. | Pembangunan Faspel Laut Depapre Papua 0.25 APBN/APBD X
6. | Pengembangan Pelabuhan Nabise Papua 0,16 APBN/APBD Kemenko Ekon
7. | Pengembangan Pelabuhan Waren Papua 0,32 APBN/APBD l\a;:nku Ekon,
8. | Pengembangan Pelahuhan Pomako (2015) Papua 0.14 APBN/APED Remanko Blon
9. | Pengembangan Pelabuhan Serui {2015) Papua 057 APBN/APBD Hetkaik Rkog,
10. Pelabuhan Papua 0.13 APBN/AFBD Kemenko Ekon
11. | Pengembangan Pelabuban Sarmi Papua 0.17 APBN/APBD Kemenko Ekon
Kemenko Ekon,
12. | Pengembangan Pelabuhan Saunek Papua Barat 0,15 APBN/APBD Bappenas
13. Kokas Papua Barat 0.15. APBN/APBD Ekon,
14. | Pelabuban Kaimana Papna Barat 4.80 APBN/APBD Radtigc . By,
= = 2 " Pemprov, Bappenas,
15. | Pembangunan Pelabiban laut Owi Papua Barat 0.20 APBN/APBD K ko Ekon
16. | Pembangunan Pelabuhan Seget, Sorong Papua Barat 1.50 APBN/APBD Pemprow, K.el,x:.nhub.
17. | ¥ ¥ Papua Barat 026 APBN/APED Hapgss, Brunnby
18. | Pembangunan Faspel Laut Arar Papua Barat 0318 APEN/APBD DEGDRIRR. NamEnlg
19. | Pengembangan ¥ Fak Fak Papua Barat 0,26 APBN/APBD
‘Wilayah Malulu, :
| Pengembangan Pelabuhan Ambon Maluku .00 PBN/APBD Kemenhuly
C di Passo 2 .15 APBN/APBD.
; Pel; Ternate Maluku .15 APBN/APBD
Pembangunan Faspel Laut Kobisonta Maluku .10 PBN/APBED Bappenas
b Faspel Laut Kroing Maluku .15 PBN/APBD
| Pembang Faspel Laut Romean Maluku .15 APBN/APBD Bappenas
u Faspel Laut Saumlaki Maluku 12 APBN/APBD
| Pembangunan Faspel Laut Tutu Kembong Maluku .10 APBN/APBD Bappenas
Areate Maluku .10 APBN/APBD
F Namlea Maluku 01 /BPBD B
| Pengembangan Pelabuhan_Dobo Maluku .05 PBN/APED Bappenas
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Pengembangan Pelabuban Banda Naira
| Pengembangan Pelabuhan Batu Goyang/Kalar-kalar
Pengembangan Pelabuhan Tulehu
b Gebe
Pembangunan Faspel Laut Tobelo
| Pembanguann Paspel Laut Daruba Maluku Utara R Bappenas
Faspel Laut Tidore Maluku Utara .10 APBN/AFBD %
Pembangunan Faspel Laut Yaba. Maluku Utara .10 PBN/APBD Bappenas
Pembangunan Pelabuhan Sofifi Maluku Utara. .15 APEBN/APBD Bappenas
Pembangunan Pelabuban Ternate Malukui Utara 20 PEN/APBD Bappenas
Faspel Laut Koititi Maluku Utara .10 APBN/APBD
Pengembangan Pelabuhan Malbufa Maluku Uara .04 APBN/APBD Bappenas
Pengembangan Pelabuhan Tikong Maluku Utara 02 APBN/APED Bappenas
b Khusus di Tanjung Buli Maluku Utara .23 APBN/APBD
Pelabuhan Laut Falabisahaya Maluku Utara :20 APBN/APBD Bappenas
Pelabuhan Subaim Maluku Utara 10 APBN/APBD Bappenas
Pelabuhan Wayaluar-Obi Malukuy Utara 02 PBN/APBD Bappeoas
keta Maluku Utara .02 PBN/APBD
Maluku Utara 03 PEN/APBD Bappenas
Maluku Utara \10 PBN/APBD Bappenas
g an Labuha/Babang Maluku Utara ,18 APBN/APBD Bappenas
Pelabuhan Morotai Maluku Utara. N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Bappenas
¥ Lombok B .50 APBN/APBD
| Pembangunan Pelabuhan Bima Jis) 15 APBN/APBD Bappenas
| Pengembangan Pelabuban Badas T8 .10 APBN/APBD Bappenas
¥ Benete B .05 PBN/APBD
| Pembangunan Pelabuban Leml B 41 APBN/APBD Bappenas
b Dermaga Pariwisata Ende T .07 APBN/APBD
| Pembangunan Pelabuban Pilau Komodo NTT .10 PBN/APBD Bappenas
b Dermaga F Labuan Bajo NT1 .20 APBN/APBD
| Pembangunan Dermaga Pariwisata Maumere NTT 07 PBN/APBD Bappenas
| Pembangunan Faspel Laut Batutua NTT 10 PBN/APBD
Faspel Laut Pota NTT ,10 APBN/APBD
.| Pengembangan Pelabuhan Kupang NTT .50 APBN/APBD Bappenas, Kemenhub) |
.| Pengembangan Faspel Laut Marapokot NTT .08 APEN/APBD Bappenas
6. | Pengembangan Pelabuhan Maritaing NTT .05 PBN/APED Bappenas
‘Wilayah Sulawesi
.| Peag Pelabuhan Baru Makassar [ Sulawesi Selatan | 1.50 T PPP | Bappenas. Kemenhub
Pelabuhan Garongkong | Sulawesi Selatan | 1,50 | PPP [ Bappenas

Hnsitan Gorontalo 0,14 APEN/APBD BATankD Rho,
Faspel Laut Belang Belang Sulawesi Barat .10 PBN/APBD Bappenas
Faspel Laut Baj Sulawesi Selatan .07 APBN/APBD Bappenas
Paspel Laut Benteng Selayar Sulawesi Selatan .10 PEN/APED Bappenas.
Faspel Laut Sulawes) Tenggara .10 APBN/APBD Ekon,
Pembangunan Pelabuban bau-bau Sulawesi Tenggara .13 APBN/APBD Kemenko Ekon
Pembangunan Pelabuhan Raha Sulawesi Tenggara. 1 APEN/APBD Kemenko Ekon
76 Hub, ional Bitung | Sulawesi Utara 38,50 APBN/APBD Xemario Rkun,
gl b = : £ Bappenas, Kemenhul
Pembangunan Paspel Laut Tabuna Sulawesi Utara 0.10 APBN/APBD Bappenas
i Sulawesi Tengah N/A APEN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA
Kalimantan
Pengembangan Pelabuhan Kumai Kalimantan Tengah 0.40 BUMN Kemenko Ekon
iharj Tengah 0.11 BUMN Ekon
Pengembangan Pelabuhan Bagendang Kalimantan Tengah 0.06 BUMN Bappenas
Laut Teluk . =
tung dan Pelabuban Kumat Kalimantan Tengah 1.50 Campuran (APBN - BUMN) Bappenas
Pelabuhan Teluk Melano Kalimantan Barat 0.43 APBN/APBD Kemenko Ekort
Pembangunan Pelabuhan Lant Temajok Kalimantan Barat 0.15 APBN/APBD Pemprov
" ) ¢ Kemenko Ekon,
F F Kalimantan Barat 1.50 APBN/APBD Kemenhub
Alus Pelayaran Pelabuhan P Kall Barat 0,05 APBN/APBD
Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicia Kalimantan Selatan 0,12 Campuran (APBN - RUNN) Bappenas
Pengernbangan Pelabulian Pelaihari Kalimantan Selatan 0.46 Campuran (APBN - BIUMN) Bappenas
:u“’“’“n‘““‘“ FRIRHIAD Jaytl Wik, Taan Kalimantan Selatan 0.10 APBN/APED Pemprov
] j i Selatan .50 PBN/APBD
Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku} Kalimantan Selatan 11 APBN/APBD Bappenas
Pengembangan Pelabuhan Palangkaraya Kalimantan Tengah .00 APBN/APBD Kemenhub
| Pembangunan Pelabuhan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 120 APBN/APBD Bappenas
Pelabuhan Tongkang Bangkuang Kalimantan Tengah 0.18 APBN/APED Ten 'i‘:""l
Kemenko Ekon,
95. | Pembangunan Pelabuban Maloy Kalimantan Timur 4,80 APBN/APBD Bay s, Kementiuly
¥ ¥ i b Kemenko Ekon,
96. " . [Terminal Peti: Kemas Karian Kalimantan Timur 0.71 APBN/APBD B has g
[87.[ Pelabuhan Tanah Grogot Timur 0,16 APBN/APBD K Ekon
98. | Pelabuhan Tongkang Tanjung Isuy (30 km) Kalimantan Timur 0,18 APBN/APBD. Kemenko Ekon
99. | Pelabuhan Kuala Samboja Kalimantan Timur 0.15 APBN/APBD Bappenas
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Penambahan dermaga dan fasilitas bongkar muat
102. | serta areal bt Banten 2.10 BUMN Bappenas
Bakaulieni
103. | Pembangunan Pelabubian Petikemas _Banten 5,00 Campuran (APBN - BUNN) Kemenko Ekorn
. | Perluasan Tanjung Priok DKl Jakarta 36,00 APBEN/APBD Bappenas
Pemnbangunan Pelabuhan Cdamaya +Jawa Barat 50,10 rrp Bappenas
Pembangunan Paspel Laut Pamanukan Jawa Barat 0.10 APBN/APBD Bappenas
| Pembangunan Paspel Laut Pan Jawa Barat 0.10 APBN/APBD Bappenas
3 : Kemenko Ekon,
108. | Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah 0,67 BUMN Bapnanas
e Wengiel Jawa Tengah 192 BUMN Bappenas
b Faspel Laut Batang Jawa Tengah .10 APBN/APBD
Pengembangan Pelabuhan Cilacap Jawa 50 APBN/APBD Kemenhub
| Pengembangan Pelabuhan Kendal Jawa Tengah .09 APBN/APBD Bappenas
Pelabuhan Lamongan Jawa Timur 121 SWASTA Bappenas
Proboli Jawa Timur 0.41 APEN/APBD Tt o Wity
[115. embangan Pelabuhan Branta Jawa Timur .16 APBN/APBD Ekon
. | Pengembangan Pelabuhan Tanjuag Perak Jawa Timur .50 \PBN/APBD Kemenhub
Faspel Laut Taddan Jawa Timur .10 APBN/APBD Bappenas
ib Faspel Laut Telaga Biru Jawa Timur .10 PBN/AFB
iabuh i /
119. ampa N Bali 0.04 FFP Bappenas
120. g?:::nn:’m Pelabuhan Celukan Bawang di Kab Bali 015 BUMN Baipenias
G. Wilayah
| e \ (hmcag Aceh 1.30 PP Bappenas
bangunanPelabuhan Malahayati Banda Aceh Aceh 50 BUMN Bappenas
bangunan Faspel P Banyak Aceh .10 APBN/APBD Bappenas
bangunan Faspel Singkil Aceh .10 APBN/APBD
nda Acely ceh 50 APBN/APBD ib
Pelabuhan Sabang Aceh .00 PBN/APBD Bappenas
| Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Bengkulu ,53 BUMN Bappenas
Pembangunan Faspel Laut Pasapuat Be; i .10 APBN/APBD Bappenas
| Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Jambi .00 APBN/APBD Bappenas

T Muntok - F .
130. | Berikat (P. Banigka Ruas Tj. Batu - Manggar (P, Kep. Bangka Belitung 1,30 BUMN Bappenas
Belitung)
T b FPelabul Tj. Berikat - °
131. | Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung 0.50 Campuran (APBN - BUMN) Bappenas
132. | Pembangunan Pelabuban Sadai (Bangka Selatan) Kep. Bangka Beliung 0.20 APBN/APED Pemprov
139, | FPembangunan Pelabuban Tanjuing Kalian [Bangka | ep, pangka Belitung 0.25 APBN/APED Femproy
134. | Pemban; Pelabuhm Tanu_n‘ Batu (Belitung) Kep. Bangka Belitung 0.20 APBN/APBD Pernprov
139, | poee BabrAmpas Kep. Riau 4,55 BUMN Bappenas
136. Kabil [Tanjung Sauh) Kep Riau 9.00 BUMN
137. | Peningkatan Pelabuban Tanjung Sauh Batam Kep: Riau 200 AEBN/APED FaDGEIR, Kasenlcs
1gn; | Someilin Deades Mo Kep Riau 020 APEN/APBD Bappenas
Pengembangan Pelabuhan Pangkal Pinang Kep. Riau .50 APBN/APBD Kemenhuly
| Pengembangan Pelabuban Dompak Kep. Riau .06 APBN/APBD
Pulau Laut Kep. Riau 06 PBN/APBD
Pulau Subi Kep. Riau .05 PBN/APBD
| Pengembangan Pelabuhan Letung Kep Riat .05 PBN/APBD Bappenas
Pengembangan Pelabuhan Malarko Kep. Riau 120 PBN/APBD Bappenas
| Pengembangan Pelabuhan Panjang L .50 APBN/APED Ekon
b Pelabuhan Jeti di Kementerian
e e Lampung N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA . s
Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru Riau 26 Campuran (APBN - BUMN) Bay
| Perluasan Pelabuhan Dumai Riau 50 APEN/APBD Kemenko Ekon
Faspel Laut Bagan Siapi-api Riau ,20 APBN/APBD
b Faspel Laut Batu Panjang Riau .14 PEN/APBD
.| Pembangunan Pelabuban Tanjung Buton Riau 50 PBN/APBD
R Pelal Teluk Bayur Barat .00 APBN/APBD Bap
. | Satker Pembangunan Faspel Laut Ceroeok Painan Sumatera Barat 0,12 APBN/APBD Ekon
| Pembangunan Pelabuban Tanjung Api Api Sumatera Selatan 15,00 APBN/APBD Bappenas
| Pengembangan Pelabuhan di Palembang Sumatera Selatan. 0,28 APBN/APBD Bappenas
Hub Kuala Tanjung Utara. 33.50 PPP
Pelab Belawan Utara. 3.00 APBN/APBD

www.peraturan.go.id



-111-

2017, No.217

A, Papua
1 _;P-embm[:[funan Intake SA. Sungai Maro Kota Merauke { Papua 0:20 APBN/APBD ] Happerias
3 jutan Pembangunan Bendung Wariori | Papua Barat | 2.00 APBN/APBED 1 Bappenas
Maluku
Ambon Waterfront City Maluku 2,00 APBN/APBD Bappenas
b i i Wi igasi
pemibirgnsiay dan Rehabiliald iringen Yeiged! Maluku 1.50 APBN/APBD Bappenas
S. Pemb: an Waduk Way Apu Maluku 0.20 APBR/APBD
6. | Pembangunan Bendung D. Bula | Fufa) Maluku 0,15 APBN/APBD Bappenas
] Weri S
A S s Maluku 3,00 APBN/APBD Bappenas
s, |pemb s i legad Polau Maluku 0:20 APEN/AFED Happenas
9. [ Pembangunan D.[. Way Simi Buru Selatan Matuku 0,10 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Irigasi Lahan Kering Kec. Tanimbar
10. Maluku Tenggara Barat Maluku 0,10 APBN/APBD Bappenas
11. | Ambon Waterfront City Maluku 2,00 APEN[APBD
Pembangunan Bendung danJar, Irigasi D.I. Jani
12 | Halmanera Barat Maluku Otars 0,40 APBN/AFED Bappenas
- Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI .
13. Lel g Halmahera Tinmr Maluku Utara 0.40 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Bendung Akelamo | Multi - Years
14, Co ) Tathap M Maluku Utara 1,00 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan Embung Pulau Sanana Kab. -
15, Kepulanan Sula Maluky Utara 0.10 APBN/APBD Bappenas
C. Wilayah Nusa
| Tanju dan
16, Mila NTB 0,36 APBN/APBD Bappenas
17, | Pemb 1 Krekeh NTB 0.30 APBN/APBD
. Jari Irigasi DL K » P
18. | . b NTB 0.10 APBN/APBD Bappenas
19, m"‘a et Peagiridall Banjic Sudgal Dodokan NTB 0,10 APEN/APED Bappenas
0. | Raknamo Dam and Kolhua Dam NTT 120 APHN/APED Hemenko Econ,
21, | F 2 Kab. Sikka NTT 0,20 APBN/APBD
Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.1
2 | s Kb i NTT 0.30 APBN/APBD Bappenas

NTT APBN/APBD
aduk Dumbaya Bulan Gorontalo .80 PEN/AFBD
lendungan Torere Sulawesi Selatan .65 PEN/APBD
Bo It i Selatan .60 APEN/APBD
lendungan Passellorang Sulawesi Selatan’ 75 PEN/APBD
Pembangunan Bendungan Kelara Karalloe Sulawesi Selatan .70 APBN/APBD
Bendungan Lolak (Kapasitas 16 juta m%) Sulawesi Utara 250 APBN/APBED
> Peningkatan Kapasitas Sumber Air Tendeki 1259,05 - i
| ltejdetik (Kawasen Incustri Bitun Sulawesi Utara N/A APBN/APBD/BUMN/FPFPP/SWASTA Perinduwcian
E. Wilayzh Kalimantan
31. | Pembangunan Waduk Tapin Kalimantan Selatan 0,60 APBN/APED Bappenas
Lanjutan Pembangunan Jaringan [rigasi D.l Batang
32. Alai Kalimantan Selatan 0,10 APBN/APBD Bappenas
8, |, EsspeaanEapre D ol By Kalimantan Selatan 0.20 APEN/APED Bappenas
34. | Bend Muara Juloi Kalimantan Tengah 4,50 APBN/APED Bappenas
o5, | PETanR WA Wit (R A A5 Kalimentan Timur 0.29 APBN/AFBD KEMENKO
[ 36. [ Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Kalimantan Timur 0.15 APBN/APBD Bappenas
g7, | Pe=hangunas el % el Papes leatac! Kalimantan Timur 0,10 APBN/APBD Bappeaas
38, | Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan Kalimantan Timur 0.10 APBN/APBD Bappenas
b /Peningk Jart Irigasi D.R. A
39. Tanjung Bulkea Kalimantan Utara a.10 AFBN/APBD Bappenas
s z ST
40, | F F o e 1.8, Kalimantan Utara 0,10 APBN/APED Bappenas
b [Peningh J frigasi Tambak s
41 , Kuni Kalimantan Utara .10 APEN/APBD Bappenas
4, | Pl /Fen Tasiigen. ([gasi D8, Kalimantan Utara 0,10 APBN/APED
- | Teras b PEN/. Bappenas
F. Wilayah Jawa-Bali
43, Pgsgmnlahnn Banjir Sungai Ciujung Cidanau B 0.02 APER/APBD Bay
/ Peni Ji Irigasi D.I.
ay, | PERDAE A Banten 001 APBN/APBD Bappenas
45. | Pembangunan Waduk Sindang Heula Kab. Serang Banten 0.60 APBN, [ﬁﬁ(guum /PPP/SWASTA B
46, | Pembangunan Waduk Karaugtalun, Sleman DI Yogyakarta 0.22 APBN/APBD Bappenas

www.peraturan.go.id



2017, No.217

-112-

g APBN/APBD
48, DI Yogyakarta 0.10 APBN/APBD Bappenas
49. = DI Yogyakarta 0,10 APBN/APBD Bappenas
National Capital Coastal Devel
§0. | Tahap [1 (Pembangunan Giant Sea Wall Sisi Barat DEI Jakarta 22,00 PPP Pemprov
dan Pengembangan Reklamasi)
National Capital Integrated Coasial Development
Tahap | (Proyek Penguatan Tanggul Eksisting Pﬂalnr 3
&1, Pantai Jak - P Pembeng s = DEI Jakarta 20.00 APBN/AFBD Pemprov
| Perbaikan Knalmx Air) N
wter copveyer dari Waduk lﬁnﬁn DKI Jakarta ,50 APBN/APBD Pemprov
Waduk Clan dan Jawa Barat 20 APBN/APBD
Jawa Barat 40 APBN/APBD Bappenas
Jawa Barat 25 AFBN/APBD Bappenas
fgs TEL Jawa Barat 0,11 APBN/APED Bappenas
Jawa Tengah ,00 PEN/APBD Bappenas
Jawa Tengah .50 PBN/APBD Bappenas
Jawa Tengah 2.50 \FBN/APBD Bappenas
Jawa Tlmur .00 /APBD Bappenas
3 Jawa ‘Timur A0 \PBN/APBD
62, Trenggalel Tuge g Jawa Timur 0,20 APBN/APBD Bappenas
53. Panbangtmanll’emngkatan Jaringan [rigasi D.L Jawa Ti 0.20 APHN/APED i -
64. ’em >&nggnln Waduk Lambuk, Tabanan Bali 30 APBN/APBD
bangunan Waduk Telaga Waja, Karangasem Bali ,20 PEN/APBD Bappenas
bangunan Waduk Titab Kab. Buleleng Bali 120 BN/APBD
% Waduk Muara Unda, Klungk Bali .20 APBN/APBD Bappenas
G, M Sumatera .
68. Acels .J9 PEN/APBD B
59. | Pembangunan Jgﬂ @xgol Dl Lhok Guci Acelr .20 \PBN/APBD Bappenas
70. aduk Kreuto Acel 03 PBN/APED
1. ’embnngumn Waduk Rukxm dun Tiro Pidie Aceh 80 PEN/APBD Bappenas
T, | {rigasi D.I. Air Bengkulu 0.10 APBR/APBD Happenas

Pembangunan /Per zk-nn
7. Nijsie Segiriini Kiri Kot A Bengkulu 0,10 APBN/APBD Bappenas
7a, | PRER SIS/ PRBInglr Jasingan gas DL Jamb 0.20 APBN/APBD Bappenas
Lo own/ Paningkaran astn g gasl DiC Jambi 0,10 APBNJAPRD Pappenas
Pmbmm/hnm;kmn Jaringan [rigasi N N
8 | Sl B Jambi 0.10 APBN/APBD Bappenas
7. Px;cgbg:'funan Bemlung Pice Besar D.l. Selingsing di Kep. Bangka Belitung 0,30 APBN/APBD Bappenas
78. Pqpbsn;uxmn/hxmn;kmn Jaringan (rigasi D.I. Kep. Belitung 0,10 APBN/APBD
| | Selingeing ¥ o
F /F Jari i i D.R.
ol | Peeoanganes Hees DR Kep. Bangka Belitung 0.10 APBR/APED Bappenas
—gmbmgsué:sn/l’eninmn Jaringan [rigasi D.R. Kep. Bangka Belitung 0.10 APEN/APBD B
al. || /T Jaciiypary (g 1352, Kep. Bangka Belitun 0.10 APBN/APED Bappen
‘| Batu Betumpang g 13 B as
82, | Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam 0,06 APBN/APBD Bappenas
Pembangunan En_nmn Dam Busung 0.30 APBN/APBD Bappenas
Taringan [rigasi D.I.
Kelasik Kep, Riau 0.10 APBN/APBD Happenas
fPeni Jari Trigasi D.I.
| Tapan Kep. Riau 0,10 APBN/A!’BD Bappenas
Estuari Dam Sei Gong Kota Batam Kep, Riau .06 APBN/APBD ¢
Pembangunan Waduk Sukaraja [T ampung .30 APBN/APBD Bappenas
88. | Pemb: an Waduk er, Lampung Tengah Lampung .30 /APBD Bappenas
89, Waduk Way ! ,40 APBN/APBD
90, X /Peningk Tag [gasi DL Lam| 0,10 APBN/APED Bappenas
Jabung pung B
a1 mangunm/ﬁnmwm Jaringan [rigasi D.R. Adi Lampung 0.20 APEN/APBD i sk
ga. | ToD FPeathalatad Jariis Wi DA Riau 0,20 APBN/APED Bappenas
Pembangunan Chek Dam Alur Sungai Silam Dusun
93. | Pulau Empat dan Dusun Sungai Lintang Kec. Riau 0.20 APBN/APBD Bappenas
Bangkinang Bavat Kab, Kampar
94 P‘“"’a‘"‘s /| h‘“‘"‘”““‘ Jufirigan [igasi DL Sumatera Barat 0.10 APBN/APBD Bappenas
95 7 e (M I Sumatera Barat 0.20 APBNJAPED By
Sawah Laweh Tarusan umal - ppenas
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TR i & a
B e G el s Sumatera Sefatan 0,10 APBN/APBD Bappenas
Pembangmmn/l’emngkm Jaringan [rigasi D.I. o
7. Lintang Kiti Sumatera Selatan 0.10 APBN/APBD Bappenas
¥ Jari igasi D.|
g | pae ngrn R D Sumatera Selatan 0.10 APBN/APED Pappenas
99. | Pemb: nan Bend Utara. 1,15 APBN/APBD Bappenas
100, Sumatera Utara 1.05 APBN/APBD Bappenas
g 7 Jori Irigasi
101, Bendung Sei Padang D1, Bajayu, D.l. Paya Lombang Sumatera Utara 0.20 APBR/APBD Bappenas
dan D1 Langai

H. Pengolahan Sampah

Malukuo Utara

Pempray

Sulawesi
itan Sanitation Management Investment Program

R Sulawesi Selatan 4,00 APBN/APED Bappenay

Sulawesi Utara L50 APBN/APBD Bappenas

Ralimantan Titaur 0.70 PP Bappenay

DKI Jakarta 5,40 PPP Bappenas

Solid Waste nnuJDr.spasal aml Treatment Facility-Bogor SR BaRE 0,60 PPP Bappenas
dan i &

3 Solid Wmsnmmvdm Final Disposal - Putri Cempo Jawa Tengah 030 PPP Bappenas

urakarta
_"Ez&‘_m

Pengolahan Limbah Padat Kota Padang | Barat 0,70 APBN/APBD | Pemprov

an TPA regional Kabupaten Solok | Sumatera Barat 0.45 APBN/APBD ] Pemprov

TPA Regional (Kartamantul). Piyungan | DI Yogyakarta 085 APBN/APBD | Bappenas

1. Perkeretaapian

. Wiliysh Malakn
Sulawesi
Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Gorontalo [ Gorontalo | 2,50 APBN/APBD [ Pemprov
LPemba_.lmunan Jalur KA Makassar - Pare-P: | Sulawesi Selatan 1 8.00 /APBD 1 Bappenas
3. KA Perkotaan Mamminasata | Sulawesi Selatan | 8,60 APBN/APBD [ i
,umn_&-,mu
3 Jalur KA Pontianak-Mempawah-Singkawang Kalimantan Barat 12.00 APBN/APBD Kemenhub
Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya Kalimantan Selatan 14.00 AFBN/APBD Kemenhub
e Tanfizng Barab Kallmantan Selatan 15,00 APBN/APED Remenhub
alimantan Tengah 25,00 3
5-;115%! Lupak Dalam {alimantan Tengah 14.00 APBN/APBD Kemenhub
Jalur KA Ratubara Tanjung-Buntok-Muara Teweh alimantan Tengah 20.00 APBN/APED Kemenfub
Jalur KA Bawbara Kudangan-Kumai i Tengah 14.00 APBN/APBD Kemenlmob
Jalur KA Muara Wahau-Lubuk Tutung Timur 14,00 APBN/APBD
Jalur KA Batubara Bontang-Sangkulirang-Tanjung Malliaiitan Tiaur 8,50 APBN/APED Keindtilioh
Jalur KA Baru Murun; va tenuj Kalimantan Timur 0.24 APBN/APBD Kemenhub
F. Wilayah Jawa-Bali
Ja; | Honta nt e Bandas Suehwme Eatts: Rl Banten 2570 Pep Exatanbc K,
5, | PREmen Kenaies AL Sandh Sl e Banten 0.02 APBN/APBD Kemenhub
16. | Kereta Api Akse: Merak Banten 0.67 APEN/APBD X
Revitalisasi Stasiun Keulx Api Yogyakarta dan
17, Trotor Pejalan Kaki DI Yogyakarta 10,50 ppp Bappenas
18, | Peml unan MRT dan Monorail Jakarta DKl Jakarta 30.00 PPP
Kereta Api antar Kota (Peningkatan Kapasitas| Jalur
Baru Lingkar Luar Jabodetabek({Parungpanjang- DKI Jakarta 25,10 APBN/APBD Kemenhub
Namnbo-Cikarang-Tj. Priok/Kalibaru]
i Jalls Ganda, DKI Jakarta 300 APBN/APED Bappenas. Kemenhub
Pembangunan Kereta Api Layang Ruas Timur (11,1
- | kim) dan Barat (14,3 k| DIKI Jakarta 9,00 APBN/APBD Pemprov
.| Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung DKl -fakarta. 58 APBN/APBD
Rel Kereta Api Terintegrasi di Jawa Barat 1.40 PPP
.| Monorail Kota Bandung Jawa Barat 0,67 ppe Bappenas, Kemenhub
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Moncrall Bandung Raya {Sumedang-Kota Bandung-
Ciniahi-Kab. Bandung) Jawa Barat SWASTA
Kumégl Akses Pelabuhan C).Iamayg Jawa Bavat 5,00 AFPBN/APBD
i Akses Bandara Kerta Jati Jawa Barat 4.50 APBN/APBD Kemenhub
l(emmAEi Akses Pelabuhan Cirebon /Cangkring «Jawa Barat 5.00 AFPBN/APBD Kemenhub
Jalur Ganda KA Lmtas Selatan Jawa
(Cl mh or-Prupul Jawa Barat 5,60 APBN/APBD Kemenhub
:’g““’“‘;‘“"‘" “"3 Ganda Litis 6irs, Jewh Jawa Barat 015 APBN/APBD Kemenhuh
Kereta Api Akses Pelabubhian Tanjung Emas Jawa Tengal 5.00 APENJAPBD Kemenhub, B
J32. | Jalur Ganda Solo - Madiun (97 km) Jawa Tengaly 2.80 APBN/APBD Kemenhuh
- 7 Sal
P Blakirilial Jawa Tengalh 340 APBN/APBD Kemenhub
34. | Kereta Api Perkotaan Semarang Jawa Tengah 3.50 AFBN/APBD Kemenhub
J:
35, |TEumomnoen Dochis Treol Wanw e e Jawa Tengali 0.14 APBN/APBD Kemenhub
36. S Jalur Gands. Jawa Tengah 3,00 APBN/APBD Kemenhub
| 37, | Kereta Api Perkowan Surabaya (Monorail, Tram] Jawa Timur 11,70 APEN/APED Kemenirab
B, [yalis Bevela ot Pocia Tonels Se Deusage ooy Jawa Timur 5.00 APBN/APBD Remenhub
[39. | Kereta Api Madiin-Su a {165 km Doulble Traok Jawa Timur 520 APBNJAPBD Kemembub
40. ereta Api Akses Teluk Lamong Jawa Timur 5.00 APBN/APBD
G. Wilayah Sumatera
. Pembangunan Jnunmdm: Laymim Kereta Apt
41. Antar Kota Sigli-Birenn-Lhouks e 172 kin Aceh 5.20 PPP Bappenas
I BA EIaAre MRACE RN = Pl BRETe Bengkulu 40.80 PP Bappenas
Pembangunan Monorail Batam Kep. Riau 274 BpP Bappenas
. Pembangunan Jalur KA Rejosari-Taralian L 5.60 APBN/APBD
Padang Monorail Sum: Barat 4,65 ppe
Pembangunan Jalus KA Shorteut Padang-Salok Sumatera Barat 10,00 APBN/APBD Sepmicnbith, Kemroko
Monorail Sumatera Selatan Sumatera Selatan 5.50 PPP Bappenas
Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Muara Enim- K Ko Lk
48. | Tanjung Carat (Tanjung Api-Apij dan Pelabuhan Sumatera Selatan 34,22 PPP. e
Batu Bara Tanjung Carat
49. | Jalur KA hnjun: Enim - Lampung Selatan 1701 [APBN - BUMN| K
ririy Rel KA
50. Tanfing Api-Apt ik Sumaltera Selatan 25,00 APBN/APBD Kemenhub

Sumatera Utara PBD

Sumatera Utara 5,00 APBN/APBD

Sumatera Utara 1,10 APBN/APBD Kemenhub
Jalur KA Bandar Tinggi Pantibalan - Knala Tanjung 2 e Kemenhub, Kementerian
(22,15 km} . . ‘ Sumatera Utara N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA Perindu N
R Mk B S Sumatera tara N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA | Kemenhub, Kementerian
Peningkatan Rel Jalur KA Gunung Bayu - Perlanaan Kemenhub, Kementerian
(415 km) Sumatera Utara N/A APBN/APBD/BUMN/PPP/SWASTA ‘Perindn

J. Sistem Pengelolnn Air Mi um (SPAI)

wmgm IPA Reservoar dan Unit Distribusi Kab. Papua 0,04 APBN/APED K ko Ekon

b Intake Dan Jaringan Alr Bappenas
Baku Sumber Air Sungat Maro Untuk Kota Merauke | Papua 0.55 APBN/APBD
gl

a. ey : Fipa 2 Papua Barat 1,00 APBN/APED Bappenas

B. Wilayah

c. Nusa jara.

4. | SPAM Kabu Ende I NTR I 0,85 ] APEN/APED T Bappenas

5. | Pembs nan IPA Kab, Kij 100 1/s) | NTT | 0.11 I APBN/APBD [ Ekon
| D. Wilayah Sulawesi

) TPemban(unan Intake dan Jaringan Fipa Transmisi Air Sulaswest & .80 APER/ATED Bappenas

7. | Pembangunan SPAM Mamminasata | Sulawesi Sclatan | 0.60 1 APBN/APBD 1 Bappenas

E.

8. SPAM Kota Si Kalimantan Barat 1,00 APBN/APBD Pemprov

F Intake, dan
9. | Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Intan Bnnjar SPAM Kalimantan Selatan 1,20 APBN/APBD Kemenko Ekon

ional Banjar Bakula | Lanjutan

10, W“‘“:ggnsl‘/’::‘ ARk R“"’"“ B’”"“"”"‘“" Kalimantan Selatan 1.00 APBN/APED BHppEnay
F. Wilayah Jawa-Bali
[ "“”‘”‘ guman Tragsmis Pips SPAN binges [ K1 Jakarta 280 SWASTA Fempron
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Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi, dan Karawang {Kanal : APBN/APED

Jawa Barat .20 PPP Bappenas
APBD

Pembangu.nau ]A 1 g (400 1/s) dan _(3_(1) 1/s)
mebangzmm 1PA Petanu [Tukad Petanu.
sar| 300 I/;

Optik di Koridor Papua 2.50 BUMN 2
di Papua (20 IS Papua 0,62 APBN/APBD Kemerko Ekon
Pa.lapn Ring di Papua Barat Papus, Barat 0,47 APBN/APBD EKemenko Ekon, Kominfo

i Maluku (2015) T Maluku I 0.539 T APBN/APBD i [ Ekon

Malukn Utara (2015) | Maluk Utara | 0.093. | APBN/APBD | Ekon
Wilayah Jawa-Bali
Sumatera

Exchange |ITI SIX) Project | Barat | 2,50 I APBN/APBD [ Pemprov

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN  KOORDINASI PENANAMAN MODAL  TAHUN
2015-2019

MATRIK PROGRAM / KEGIATAN DAN PENDANAAN BKPM TAHUN 2015 - 2019
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perawatan
sarana dan
i 1 Jumiah peserta | sk 50 = = = ~ | 2085 | 2190 | 2400 | 34.00 | 25.2 | 11500 | Puset Kegiatan.
Sothn Pelariisa | ekcipui sosinfianst somaliaas yoop | dilmuikan Kab/Kota Poogotahan Foosits
Infocmnsi dan pemantaman memahami Datadan Hasional
R puleymmnsidn. | s lopadn | peminiontas Inforet ;u;u
Ciektrende | Tnfovmeat dsn. investor Mandsri]
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yang. ISP
- ‘Boni
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Agreement (SL3) | Nasional (BEFMY, | Exbupatea/Kota.
Provinsi dan. serwa XEK dao
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serta KPE di
Pz
18 Pecingi Jtmiah PSP Dilisjaskan |50 Kab /|18 Kab /80 Kab /| -
PTSP Provinsi Provioss daa Kota | Kota | Kot

deugan SPIPISE
din Dacking
| Syt

(@ Pugenbangm | Teomdianyn Dilijarkan | 1 pakt | 1 paket | 1 paki | -

datalinse daa database dao

‘modal ‘modal yang
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o

‘mendukuog

by,
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modal

emudahan akses
data das.
informazi
pr—
modal
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swnbes daya Iowlitas sporatur | Diklat pusat din daseale
parstur daerab | Diklat Telaiis ey {Bsaton 11
Indang dan Dikdat Diklst Teknis dan
prm—— Fongsional Diklat Pungsonal
modal (3 Jumlah Dilmsjotkan i) ) v ) T
INDIKATOR: flasil | modul diklat madnl diklar m dan (1 das (s des (s das (1 dao (O
surves kaalitas. modnl | modnl | modnl | modnl | modul
L y™ Tara i 0 T
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Trviader | semayutdan
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Aeknis khusus
Meninghutnys = Jumlah 200 200
pelayanan pelayansn hakum | kovaakes pelaganan layanen | layenno | layeaso | lavaneo | lasanso Bukom
lgmone e
aulum ‘Mandm)
sPumlal; 2 e
S G sy
_.
wodal
3 3 3 3 3 3.9 3% 375 ars 394 1824 | Bao
Program dan
40 DIPA | 40 DIPA | 40 DIPA | 40 DIPA | 40 DIPA Anggaren
] '
mﬂl{m‘ 3. Pelaknonam e Dilmjutken 1 lapora! 1 lape T 1 laporan(l Lspora{
ans | evabinsi
Propram. / b i
ooggaran: HKPM
- Penurnan
soggrrm.
u Jumlah Ditwnjntkan SPULT | SPULT | S PUL | 5 PUD | 5 PULT T .00 TR R 21 WiS% | Biro Peveturan
‘produk hukum ualitas peraturan pesaturan deogao Ferundavg:
‘peamuaman peraturan perundang- perundang peogembang. undangan,
wodal nerta. pernndag- undengan & undmgn di an kogiaten Hubungan
peningkatan undsngan, bidamg, bidanyg swbelnmnya Masyarakat
Tabungan. penumam an dan Tata
z:‘\....,‘.; omyeakat; | model wodal Tsaha
2. umlah kegintrn Dilmsjutkan 60 [ 60 60 60 o
tata msahs pimpinmm Kehm s Kobumwsar Kegiats i)
pimpinan (8- Penyelenggmann | Jumish kegiaten | Dilmsjutken. 60, 60, 60, 60,
R am i " e Xewatan | egiaten
ol sarves ketvmskinan | pmpman
stakehalder

PROGRAM v Relisasi S195 T 594.8T 678,8 T| 7926 T| 930.0 T|434:19 | 479.10 |480.20 |510.71 |508.23 | 2.412.43
PENINGKAT
[ 57.40% | 6200+
PENAKAMAN
6.30° | 37.60% | 38.90%
A piint | & paket | | pakot | 1143 1200 | 12.9¢ 18,20 13.80 6328 | Direltorat Keymtan
Deruguluns Teiorias
Penumaman Hazional
Maodal Usulan
Py E,-..
BiEn)
T paket | 1 paket | 1 paket
s - -
14135 oraog
kegiatan
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] Mendorang. | Peningkatan. Dilanjutkan: Bp Rp Rp Rp Rp 3029 2196 36| av60| 4120 181 19| Dicektocar
pelaksanamn sealicnsi cealisarsi 103,90 | 118,96 | 135.76 | 15850 | 136,60 Wilayah IV
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589.99 | 637.60 | 651.21 | 682.82 | 688,30 | 3,250.00

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ed

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN  KOORDINASI PENANAMAN MODAL  TAHUN
2015-2019

MATRIK PROYEKSI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

e T et 1526 | L1614 | 19321 | 17.843 | 11853 12311 | 13807 | 17219 | 19.408 24204 | 98320 19:704
Industri Kimin Dasar, Barang,

i m Farmosi 10.449 15918 29.998 38521 38.089 132,974 26.595 50.658 59.270 67.745 77.975 90.139 345,786 69,157
BRRI A DRy dal 1563 | 5&25 | 8798 |  7.380 [ 8020 31385 6277 o222 | 10301 | 12022 14210 13522 60278 12,056
Industrs Mineral o Logam 2523 | 8675 | 12043 | 12941 | 21720 57.901 11380 | 29408 | 10301 | 41.460 | 49514 | 56990 | 213493 | 42499
Tndust Barang,

Yogiin, Men den B0 6167 | 22742 | 29299 | 38990 | 32270 | 129469 25894 | 44856 | 55980 | 65944 | 84079 | 102408 | 953267 | 70653
Indnstr Instrumen Kedokteran,

e a7 EY 260 182 850 170 m 237 270 s 384 1345 280
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_Total
Listrik, Gas dan Air
Han Reps
Hotel dan Restoran
Transpurtasi, Gudang dan
Perumahan, Kewasan Indust
dan

Jasa o
otal Tersier
Total Sektar_

16951

Daerah Istimewa

55 23 1.098 564
Jawa Timur 24221 | 21496 | 42.209 | 67.028
Bagen 19,937 23844 29,564 39011
Total Jawa 140.021 | 148.097 | 175.632 | 230.259
852 4.652 7446 6718

Nima Tenggara Baral 817 4228 5768

| 219 |
85820

123,164
30,177
12078
9.132

265.000
3.518,800

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
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